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PRAKATA 

Pembinaan dan pngembangan kebud<·yaan seperti yang ditetap­
kan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah untuk memperkuat 
Kepribadian Bangsa. mempertebal rasa har!1'1 diri dan kebanggaan Nasi­
anal serta memperkokoh jiwa Kesatuan Nasional. 

Keanekaragaman kebudayaan itu perlu kita kenai untuk menum­
buhkan perasaan cinta pada tanah air dan bangsa dalam rangka pembi­
naan Kepribadian Bangsa. 

Sesuai dengan kebijakan Pemimpin Proyek Inventarisasi dan do­
kumentasi Kebudayaan Daerah Pusat Jakarta naskah yang telah diedit 
dan dicetak di antaranya ialah ; 

I . Sistim gotong royong d alam masyarakat pedesaan Daerah Nusa 
Tenggara Timur tahun 1979/1980. 

2. Sejarah Revolusi Kemerdekaan ( 1945 s/d 1949) Daerah Nusa Teng­
gara Timur tahun 1979/1980. 

3 . Pola pemukiman pedesaan Daerah Nusa Tenggara Timur tahun 
1979/1980. 

Hasil yang telah dicapai ini berkat kerja sama yang baik serta 
bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh Direktur Direktorat Seja­
rah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia , Pemimpin Proyek 
lnventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Pusat Jakarta, 
Rektor Undana Kupang , Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur serta jajarannya, Pemerin­
tah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II Serta jajaran­
nya , dan tokoh-tokoh masyarakat yang tehih memberikan bantuan se­
hingga dapat terwujudnya naskah Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara 
Timur. 

Adalah pada tempatnya jika pada kesempatan ini kami menyam­
paikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 
yang telah memberikan bantuannya, sehingga memungkinkan terlaksa­
nanya Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daera)J ini. 

Kepada semua Tim Peneliti dan Penulis Naskah yang telah bekerja 
dengan penuh keikhlasan dan tekun untuk mempersiapkan naskah ter­
sebut , kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. 
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Semoga naskah Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Timur dapat 
bermanfaat untuk memperkena1kan beberapa Aspek Kebudayaan Da­
erah Nusa Tenggara Timur kepada kita semua. 

Kupang, Mei 1984 

oooOooo 

Pimpinan Proyek, 

dto 

J.J. DJEKI, BA. 
NIP. 130446289 



PENGANTAR 

Proyek lnventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Di­
rektorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat J enderal Kebudayaan 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa 
macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah Sejarah 
Revolusi Kemerdekaan ( 1945 s/d 1949) Daerah Nusa Tetlggara Timur 
1979/1980. 

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu ha­
sil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang 
diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya. 

Berhasilnya usaha ini berkat keJja sama yang baik antar Direkto­
rat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek ln­
ventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, 
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan 
Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli penerangan di daerah. 

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua 
pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan teri­
ma kasih. 

Demikian pula kepada Tim Penulis naskah ini di daerah yang ter­
diri dari Drs. Munandjar Widiyatmika, Drs. P.C. Kudu, Drs. S.P. Manao 
A.M. Zesi, BA. dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri 
dari Sutrisno Kutoyo, Drs. M. Sunjata Kartadarmadja. 

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya. 

Jakarta, Mei 1984 

Pemimpin Proyek , 

dto 

Drs. H. Bambang Suwondo 
NIP. 130117589 

oooOooo 
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SAMllUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN 

PROPINSI NUSA TENGGARA Tll\1UR 

Kebudayaan merupakan warisan dari suatu gcnerasi kc gcncrasi 
berikutnya, Usaha untuk melestarikan. menggali menyclamatkan:mc­
melihara serta mengembangkan warisan budaya bangsa perlu dibina 
secara terus menerus, untuk memperkuat kepribadian bangsa . mem­
pertebal rasa harga diri dan kebanggan Nasional serta memperkokoh ji­
wa kesatuan Nasional. 

Kita p atut merasa gembira dan merasa syukur kepada Tuhan Yang 
Maha Esa , bahwa . Pt:oyek Inve ntarisasi dan Dok umen tasi Kebudayaan 
Daerah Nusa Tenggara Timur telah berhasil mcnyusun Naskah : 
I . Sistim Gotong Royong dalam Masyarakat Pcdesaan Daerah Nusa 

Tenggara Timur 1979/ 1980. 

2. Sejarah Revolusi Kemerdekaan I CJ45 / I 949 Daerah Nusa Tenggara 
Timur 1979/1980. 

3. Pola Pemukiman Pedesaan Daerah Nusa Tenggara Timur 1980/ 1981 
disamping beberapa naskah 1ainnya. 

Ketiga Naskah tersebut t e1ah mendapat persetujuan untuk dice­
tak dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia , 
dalam hal ini Proyek lnventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Dae-
rah Pusat Jakarta. · 

Adalah pada tempatnya jika pada kescmpatan ini kami menyam­
paikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 
yang telah memberikan bantuannya sehingga memungkinkan terlaksa­
annya lnventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Nusa Teng­
gara Timur ini. 

Semoga Naskah Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Timur dapat 
bermanfaat untuk memperkenalkan beberapa Aspek Kebudayaan Da­
erah Nusa Tenggara Timur kepada kita semua. 

Kupang, Mei 1984 

Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi 

Nusa Tenggara Timur 

dto 

IGNATIUS SOEPARYO 
Nip : 13043013 1 1 
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PENDAHULUAN 



BAB I 

PENDAHULUAN 

Pcrkcmhangan ,\dministrasi PcntL'r intahan \\ ibyah D;t l' rah \u~; t 

Tcnggara Timur. Dacrah !\usa Tcnggara Timur tcrdiri dari pulau-pulau 
hcsar, kcciL diantaranya Pulau Sumba, Pulau Flores. Pulat.t Timor. Pu­
lau ;\lor. Pulau Pantar. Pulau 1\donara, Pulau Lomblcn , Pulau Solor. 
l'uiau Rotc, Pulau Sabu dan bcbcrapa pulau-pulau kccillainnya . Pada 
;nasa lampau di tiap pulau itu tidak ada suatu kcsatuan pemeri ntahan . 
:)i masing-masing pulau, bebcrapa daerah kecil diperintah oleh raja­
raj a k L'C i I yang sat u d cnga n I ai nnya seri ng be rmusu han. 

Pcngaruh :\lajapahiL Cowa , Bima dan Ternate pcrnah dirasakan 
di bcberapa wilayah di l\'usa Tenggara Timur. !\amun seca ra adminis­
trasi pcmerintahan . kckuasaan-k ek uasaa n terschut hL'Ium pcrnah mctn­
persatukan scluruh wilayah terscbut datum satu administrasi pemerin­
tahan . 

KL'Kuasaan J>ortugis scjak tahun 15 I I pcrnah mclakukan pcnye­
haran pen~aruhnya tcrutuma di Flores hagian Timur ya ng kcmuJian 
juga di J>ulau Timor. Na mun kckuasaan J>ortu gis lambat laun terd esak 
okh kekuasaan Belanda yang mulai menunamkan pengaruhn ya tahun 
I() I 3. Lamhat faun Bclanda berhasil mcnggcscr pengaruh kckuasaan 
Portugi s. J>c kharan pcngaru h kck ua saan l3cla nd a scm akin lal1l·ar sete­
lah adun ya pcrjanjian Lisabon yang ditanda tangani pada I O~tober 
I 904 an tara pihak Bclanda dan Po rtugis . Schingga scjak itu Pemcrin­
tah Bdanda mclalui kontruk -ko ntrak f:ortc Vcrk.laring daput dengan 
•mtdah mL'ngkonsolidasi kckuasaa nnya di "ilayah :\usa Tenggara Timur. 

lkrdasarkan /.c/f~Bestuur 1\cgc /cn tahun I <)UlJ, I 9 I lJ , I 927 dan 
I l)J~ ya ng tcrcantum dalam I ndisclic Staatsblad I <J I h 1\o . 33 dan ta­
hun 191 () 1\o . 37 2. berhasil menctapkan terhentuknya wi la ya h pcme­
rintahan knesidenan Timor dan daerah Takluknya ( N.csidcntic Ti111or 
Cl/ nnd<'l lwrigliedcn) dengan pusat pcmerintahan di Kupang I ) . 

\Vilayah kcrcsidcn Timor dan daerah takhtknya meliputi wilayah 
!\usa Tcgggara Timur dan 13ima yang terdiri dari tiga afde1ing yakni 
Timor, Sumba, Bima dan Flores. Jumlah on(~cr-ajdcling I 5 huah yang 
nll'liputi 45 wilayah swapraja. 

Kl'adaan ini tidak banyak nH:ngalami pnubahan sampai masuk­
nya kekuasaa n Jepang. Pada waktu ma sa pcndudukan Jcpang, wilayah 
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Indonesia bagian Timur berada di bawah kekuasaan angkatan !aut Je­
pang ( Kaigun) yang berkedudukan di Makasar. Dalam lapangan peme­
rintahan Indonesia bagian Timur dikepalai !Hinseifu yang berkcJuduk­
an di Makasar. Daerah Nusa Tenggara merupakan suatu Sjao Sum/a 
S lw yang bcrada di bawah JIJinseibu Cokan di Singaraja. 

Adapun di Nusa Tenggara Timur pemerintahan merupakan bagi­
an dari Minseibu cokan di Singaraja. Terdapat tiga Ken yang menggan­
tikan afdeling yang ada yang masing-masing dikepalai Ken Kanrikan 

Sesudah Jepang bertekuk lutut daerah Nusa Teng~•ira Timur 
kembali dibawah kekuasaan Belanda melalui NICA dan pemerintahan 
kembali ke status semula sebelum Jaman Jepang. Namun dengan ber­
dirinya NTT 24 Desember 1946. Daerah Nusa Tenggara Timur bersta­
tus keresidenan yang dikepalai residen. Dan terdiri dari tiga afdeling 
yang dikepalai asisten residen . Situasi ini berlangsung sampai tahun 
1949 pada masa penyerahan kedaulatan. Semenjak tahun 1950 Wila­
yah Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah keresidenan berada di 
bawah Propinsi Nusa Tenggara . Dan pada tahun 1958 Nusa Tenggara 
Timur berkembang menjadi sebuah Propinsi Nusa Tenggara Timur 
yang terdiri dari 12 kabupaten. 

A. TUJUAN PENELITIAN. 

Tujuan dari penelitian dalam rangka proyek Inventarisasi dan 
dokumentasi Kebudayaan Daerah adalah sebagai berikut : 

I. Menggali, mengumpulkan, mencatat dan meneliti serta meng­
olah sumber sejarah di Daerah Nusa Tenggara Timur pada masa 
Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik ). 

2 . Menyusun suatu naskah Sejarah Tematis Daerah Nusa Tengga­
ra Timur Jaman Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik). 

3. Sebagai bahan pelengkap Sejarah Nasional yang merupakan 
pencerminan konsep-konsep yang relevan dengan tujuan dan 
sasaran pola kebijaksanaan Kebudayaan Nasional. 2

) 

B. M ASA LA H. 
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·J. Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) merupakan sebagian 
sejarah petjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang mem­
punyai nilai-nilai kesejarahan yang sangat penting, karena 
terjadinya penggalangan kehidupan bangsa dan negara , terma­
suk penyusunan negara dan penataan bangsa serta nilai-nilai 
kebudayaan bangsa Indonesia tercermin pada masa itu . 



, Proses peijuangan kemerdekaan nasional bangsa Indonesia itu 
teijadi di seluruh Indonesia. termasuk di daerah dengan berba­
gai corak dan ragamnya . Karena itu perlu diadakan penelitian 
dan pencatatan serta didokumentasikan dalam bentuk naskah 
Sejarah Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) di daerah-dae­
rah secara lebih meluas. mendalam dan terperinci agar didapat­
kan suatu pengertian yang mendalam mengenai jaman itu. 

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan 
dengan sendirinya mempunyai kebhinekaan budaya, demikian 
juga mengenai masalah proses peijuangan kemerdekaan Nasio­
nal itu sendiri di daerah itulah kemudian akan dijangkau ke 
tunggal ikaannya. 

C. RUANG LINGKUP. 

I . Ruang lingkup inventarisasi dan dokumentasi tematis Sejarah 
Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) di daerah-daerah di 
Nusa Tenggara Timur meliputi segi-segi kehidupan tata peme­
rintahan , kenegaraan, kemasyarakatan, ekonomi, seni budaya, 
pendidikan , agama/kepercayaan, organisasi masyarakat, kepe­
mudaan/kewanitaan. pers dan bentuk organisasi prOfesional 
lainnya. 

, Ruang lingkup mat~ri seperti tersebut di atas adalah merupa­
kaJJ materi dari seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur yang ter­
diri dari 12 kabupaten yakni Kabupaten Kupang, Kabupaten 
Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabu­
paten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabu­
paten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten 
Manggarai, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Ti-
mur. 

D. PERTANGGUNG-JAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITI­
AN. 

1 . Tahap Persia pan. 
Dalam rangka persiapan penelitian Sejarah Jaman Revolusi Fi­
sik/Revolusi Kemerdekaan telah diadakan penataran selama 
delapan hari di Cisarua Bogor oleh Pimpinan Pusat Inventari­
~asi Kebudayaan Daerah dengan mengikut sertakan para Pim­
pinan Team dan Penanggung jawab. Dalam. rangka persiapan 
ini telah dilakukan diskusi, dan penjelasan tentang TOR dan 
tugas-tugas di daerah dalam tangka penelitian. 
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Kcscmpatan ini tlipcrgunakan untuk studi pcrbandingan 
dan mcncari sumhcr-sumhcr data yang tidak mungkin dikctc­
mukan di dacrah. di pusat-pusat dokumcnt:1si di Ja\\'a . Pcrsi­
apan kc lapangan di daL'rah. sclama dua minggu diadakan dis­
kusi dalam rangka pclaksanaan pcnelitian scrta pcndalamanan 
pokok-pokok yang diteliti. 

2. Tahap Pelaksanaan. 

Tahap pclaksanaan pcnclitian mcliputi langkah-langkah scpcrti 
bcrikut : 

a. Pcnctapan dacrah pcnclitian . 
Dacrah penclitian yang mcnjadi sasaran pcnclitian adalah SL'­
luruh Wilayah 1\usa Tcnggara Timur. 
Dalam pclaksanaannya ditcmpuh tiga tahap yakni tahap JK'r­
tama pcnclitian di 12 dacrah kabupaten di 1\usa Tcnggara 
Timur yang telah dirintis pad a pcnclitian tahun l tJ77. Tahap 
kedua pada tahun 1978 yang mcliputi kabupall'n-kabupatcn 
pusat pemerintahan di tiga pulau Bcsar yakni Kabupall'n 
Sumba Timur. Lndc dan 1\.upang. Tahap kctiga schag~1i ta­
hap terakhir khusus dilakukan pcnclitian di Kota kupang. 

b. Pcnetapan sumber data. 

Dalam rangka pclaksanaan pcnclitian ini dipcrgunakan 
sumber data sekundcr dan sumber primer. Sumhcr sckundcr 
berupa buku-buku majalah. arsip dan brosur yang ada hubu­
ngannya dcngan pcristiwa peristiwa yang ditcliti. tcrutama 
yang bcrada di daerah Nusa Tenggara Timur. 

Sedangkan sumber primer berupa para informan yang 
tcrdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang mengalami pcristi­
wa jam an revolusi fisik dan dianggap mcmpunyai pcngctahu­
an , pcngalaman serta d a pat menj adi sum her in form asi. 

c. Pelaksanaan pengumpulan data. 

Pelaksanaan pengumpulan data terutama untuk data primer 
dengan cara wawancara 'berpedoman. Untuk tahap kc satu 
dilakukan selama satu bulan. tahap kcdua satu bulan dan ta­
hap.ketiga satu bulan. 

d. Analisa dan penulisan. 

Untuk analisa dilaksanakan secara kwalitatip dengan cara se­
lektif. dan komparatif bertlasarkan data-data yang ada. Pe-



doman untuk penulisan lwrdasarkan TOR dan hasil penga­
rahan dari team IDKD Pusat di Jak-arta . 

e . l\lasalah-masalah yang dihadapi. 

l\lasalah-masalah yang dihadapi dabm rangka penelitian ja­
man revolusi phisik (kemenkkaan) adalah adanya kenyata­
an daerah Nusa Tenggara Timur dalam perkembangan scja­
rah memiliki corak agak lain. Dimana pada masa tcrscbut 
l\usa Tcnggara Timur bersama Lkngan bebcrapa dacrah di 
Indonesia bagiJn Timur tcrmasuk dalam 1\IT. 

Scdangkan TOR yang: disusun adalah bcrpola sangat umunL 
sehingga banyak pokok-pokok yang disusun dalam TOR ti­
d:tk St'St1:1i lkng:111 situasi di dalT:ilt '\u-;;1 Tl·nggar:t Timur. 

E. HASIL AKHIR. 

Naskah ini pada akhirnya mcrupakan hasil kcJjasama antara 
bcrbagai pihak. l\askah aslinya digarap olch suatu Tim Pcnyusun 
di Dacra!1 Nusa Tcnggara Timur. yang pcnggarapannya mcngikuti 
pola dan kerangka sepcrti ditcntukan okh Proyck lnvcntarisasi 
Jan Dokumcntasi Kcbudayaan Dacrah di Pusat. Sclanjutnya tcrha­
dap naskah ini diadakan pcnycmpurnaan dan pcnclitian scrta pcni­
laian bcFsama. baik olch Tim dari Pusat (I DKD) maupun olch Tim 
pcnyusun di Dacrah Nusa Tcnggara Timur. llasil pcnycmpurnaan 
dan penilaian itulah yang dijadikan pedoman untuk lcbih mcnycm­
purnakannya lagi dalam pckcrjaan editing . 

Scdangkan · mcngcnai pekcrjaan editing itu scndiri kcgiatan­
nya diarahkan kcpada hcbcrapa scgi. yaitu matcri atau bahan. kc­
hahasan dan pcndckatan. Segi matcri didasarkan pada hasil pcnilai­
an. scdang scgi k,·b:tkt~aan dipnhatik :111 bcbcrapa hal scpcrti : cja­
an . istilah dan kl'lcrbacaan. Dalam llll'lllllis scjarah daerah. kiranya 
pcndckatan rcgioscntris mcrupakan carayang wajar dan Jari nas­
kah ini dapatlah dikcmukakan bahwa para penyusun sudah berusa­
ha mcndckati pcrmasalahannya dcngan cara demikian. 

Scbnjutn~ a na~kah ini hL·ndaknya dipandang scbagai pcmbuka 
jalan atau pcrintisan kc arah pcnclitian. pcnginvcntarisasi pcndoku­
mentasian scrta penyusunan scjarah dacrah yang lcl,ih baik dcngan 
berbagai kemungkinan yang lebih kaya. lcbih kr:1~ :t111 dan kbih 
mcmcnuh i sasaran. 

Pcrlu juga dikcmukakan. bahwa mcskipun di Jalam naskah 
ini hal-hal mengcnai scjarah nasional masih kclihatan. namun hcn-
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daknya dilihat. · sebagaimana dikemukakan olch Tim penyusunnya 
sendiri. dalam hubungannya dengan Jatar bdakang peristiwa atau­
pun konteks permasalahan kesejarahan. Sebaiknya bahan-bahan 
mengenai sejarah daerah itu sendiri akan merupakan bahan yang 
berguna untuk menyusun sejarah nasional pada masa Revolusi Ke­
merdekaan. Hasil akhir ini secara keseluruhan dapat dipandang te­
Iah sesuai dengan Terms of Reference (C'akupan Tugas) sebagaima­
na dijabarkan oleh Proyek lnventarisasi dan Dokumentasi Kebuda­
yaan Daerah . 

1} Ch . Kana, 1969, 48. 
2 ). T 0 R, Inuentarisasi K e budayaan Daerah , 1979, hal. 10. 
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BAB II 

KEADAAN DlDAERAH NUSA TENGGARA TIMUR PADA 
1\lASA PEMERINT AHAN PENDUDUKAN JEPANG 

( 1942- 1945 ). 

A. BIDANG PEMERINTAHAN. 

1. Struktur Pemerintahan dan Wilayah Pemerintahan. 

Bidang pemerintahan pada masa pendudukan Jepang di 
Nusa Tenggara Timl!r tidak banyak mengalami perubahan de­
ngan struktur sebelumnya. Perubahan-perubahan terutama ha­
nya mengenai istilah-istilah dan tingkat pemerintahan, di luar 
wilayah Nusa Tenggara Timur. Sebelum Jepang, wilayah Nusa 
Tenggara Timur merupakan sebuah keresidenan Timor dan da­
erah Takluknya yang terdiri dari tiga afdeling yakni Timor, 
Flores dan Sum ba-Bima. Tiap afde/ing terdiri dari bebcrapa on­
der afdeling, tiap onder afdeling terdiri dari beberapa wilayah 
swapraja. 

Pada masa pendudukan Jepang wilayah Nusa Tenggara Ti­
mur merupakan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Min­
seibu Sho Sunda. Sedangkan Minseibu Sho Sunda beserta Min­
seibu Maluku dan Minseibu Sulawesi berada di bawah kekuasa­
an Minseu yang berkedudukan di Makasar. 

Wilayah Nusa Tenggara Timur terdiri dari tiga Ken yang 
dahulu merupakan afdeling yakni Timor Ken, Flores Ken dan 
Sumba-Bime Ken. Masing-masing Ken dikepalai seoral!_g Ken 
Kanrikan. Tiap Ken terdiri dari beberapa bunken (beka!. wila­
yah onder-afdeling) yang diperintah oleh seorang Hunken 
Kanrikan. 

Di bawah Bunken Kanrikan t~rdapat raja-raja (suco) yang me­
nguasai Wilayah Swapraja. Di bawah raja terdapat pejabat peja­
bat tradisional setingkat Fetor di daerah Timor atau onder­
bestuur yang disebut suco. 

Pada pemerintaan di Tingkat Meinsebu yang berkeduduk­
an di Singaraja terdapat sebuah dew an disebut Sho Sunda Su­
kai lin yang merupakan suatu dewan penasehat pemerintahan 



yang anggota-anggotanya dari kalangan orang Indonesia. Se­
dangkan di pusat pemerintahan di Kupang terdapat pula bagi: 
an pemerintahan yang meliputi bagian sosial, penerangan yang 
membidangi pendidikan, kesehatan, agama dan penerangan 
(Bwzkyo KakariJ. bagian umum, bagian ekonomi dan bagian 
keamanan. 1 )~ 

Ternyata mengenai struktur pemerintahan Jepang di NTI 
terdapat beberapa perbedaan dari sumber-sumber yang ada. 
Terutama perbedaan dalam hal kedudukan Minseibu. Dalam 
Sejarah Nasional disebutkan, bahawa Minseibu terdapat di tiga 
tempat yakni Kalimantan, Sulawesi, dan Seram 2 

). 

Sedang dari sumber informan lllinseibu terdapat di tiga 
tempat yakni Maluku, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Bahkan 
ternyata bahwa tingkat Minseibu yang berkedudukan di Ku­
pang telah ada sejak Jepang menyusun pemerintahan pendu­
dukan. 3 )-

STRUKTUR PEMERINTAHAN JAMAN JEPANG 

Struktur Pemerintahan 

Minseifu 

l 
Minseibu . 

l 
Ken 

l 
Bunk en 

l 
Swapraja/Selfbestuur 

! 
Onder bestuurder 

' Bestuur assistent 

~ 
Pe1hbantu Bestuur assistent 

~ 
Kepala Desa 

Pejabat 

l 
Minseibu cokan 

~ · 
Ken Kanrikan 

l 
Bunken Kanrikan 

! 
Suco 

' Syo suco 

' Kaico/Gunco 

' . Guku Gunco, Fuku Ka1co 
~ 

Kuco 



STRUKTUR PEMERINTAHAN JEPANG DlJAWA 
KECUALI JOGY~KARTA DAN SURAKARTA 

Syo/residen 

Syi stadsJmente 

l 
Ken (Regentschap) 

l 
Gun: district 

! 
Son ander district 

! 
Ku desa 

' I • 

Syucokan 

! 
Syico 

1 
Ken co 

! 
Gun co 

~ ! 
San co 

! 
Kuco 

Nampaknya hal tersebut tidak begitu bertentangan meng-
ingat pada tahun 1944,terdapat struktur baru, yakni Timor di­
masukkan dalam Sjo Sunda di mana NTT terdiri dari tiga ken 
yakni Timor. Ken, Flores. Ken, dan Sumba Ken. 

Dalam pelaksanaan pemerintahan Jepang, tokoh-tokoh 
militer Jepang yang memegang peranan penting. Disamping itu 
terdapat pula dua badan yang sangat berpengaruh yakni Kem­
peitai dan btori. 

Di dalam praktek kedua badan ini banyak melakukan ke­
giatan rahasia, penangkapan terhadap tokoh-tokoh bangsa In­
donesia yang dicurigai. 

} . . Tokoh-tokoh Pemerintahan. 

Dalam masa pendudukan Jepang yang berlangsung selama 
tiga tahun, tidak banyak tokoh-tokoh pemerintahan yang dike­
nat di daerah. Tokoh-tokoh il}i terutama adalah darl kalangan 
militer. Pusat Pemerintahan di daerah Nusa_ Tenggara Timur 



yang berkedudukan di Kupang di antaranya adalah dartkalangan 
militer. Pusat Pemerintahan di daerah Nusa Tenggara Timur yang 
berkedudukan di Kupang di a~taranya adalah Mayor Woda yang 
berkuasa dari bulan Juni 1942 sampai Desember 1942. Juasa 
menggantikan Mayor Woda dan berkuasa dari bulan Januari sam­
pai Desember 1943. Juasa kemudian digantikan oleh Mayor Simit­
zu tahun I 944 dan penguasa terakhir Letnarl Kolonel H. · Timita 
yang bekuasa dari bulan Desember 1944 sampai September 1945. 

Adapun tokoh Indonesia yang memegang kepala bagian yakni 
F. Runtu wene Kepala bagian umum, seorang bekas Hoofdoom­
mies pada kantor residen Timor, kepala bagian Sosial Penerangan : 
C. Frans dan kepala bagian keamanan S. Abdurahman, seorang 
bekas,Bestuur Assistent. 4 

). Kedudukan C. Frans nantinya setelah 
tokoh jni wafat diculik Otori, digantikan oleh I.H. Doko. 

Adapun tokoh-tokoh Jepang di daerah Nu~ Tenggara Timur · 
yang dikenal di antaranya di Timor Tengah Selatan Akimura, di 
Timor Tengah Utara Saito. Tokoh-tokoh Jepang di Flores yang 
terkena1 adalah Admiral Fukuda, Kapten Tasuku Sato 5 

), pi Alor 
di antaranya dikena1 Maino, Tomki , Wada, Imabuci, Tate dan Uka-" 
no. 

Menjelang akhir pemerintahan Jepang, penguasa Jepang yang 
berkedudukan di Kupang yakni Ken Karikan, setelaht!!Ijadi keka~ 
lahan pasukan Jepang dan -pemqoman Hiroshima dan Nagasaki, 
menyerahkan kekuasaan pemerintahan atas kota Kupang _kepada 
tiga orang, yaitu Dr. A. Gabler sebagai wali kota (Sji Chb) dan 
Tom Pello serta I.H. Doko. Kekuasaan tersebut berlang'sung sarrl­
pai mendaratnya tentara Sekutu pada tangga1 11 September 45. 6

) 

· Di samping tokoh-tokoh Jepang, pada masa pendudukan Jepang, 
tokoh-tokoh di daerah yang menonjol ada1ah para raja dan tokoh 
pergerakan. ~ . 

Diantara raja-raja yang memegang kekuasaan pada masa Je­
pang antara lain adalah sebagai berikut : Di pu1au Sumba raja-raja 
yang memerintah bergelar suco adalah Umbu H. J angga kadu yang 
menjadi raja di Melo1o ( 1930-1946), di Rendi Mangili raja Umbu Ha­
pu Hambakanduna yang memerintah tahun 1932-1960. Raja Waije-
1u adalah Umbu Kambaru Windi. Raja Mahu Karera, Umbuna Ham­
ba yang ;nemerintah tahun 1932-1959. Raja Lewa K:ambera, Um­
bu Nggaka Hunga Rihieti. Raja Kanatang adalah Umbu Haru yang 
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meJ;nerintah 1930~1959. Raja Laura adalah Lua Kaka 1932-1947 . 
Raja Mamboro T. Umbu Tunggu Mbili. Raja Kodi Dera Wula. Ra­
ja Wewewa Mbulu Engge, raja Lauli Saba ora, raja. Wanokaka Gu­
lung Manyofa. Raja Lamboya Eda Bora, raja Anakalang Umbu Sa­
pi Pakduka dan raja . Umbu Ratunggai/Lawonda : Umbu Sakala 
l\1aramba Jawa. 

Adapun raja-raja di daerah Timor dan kepulauannya adalah 
sebagai berikut : raja Kupang A. Nisnoni, raja Amarasi H.A. Koroh 
raja Fatuleu : H: Nisnoni, Raja Amfoang : W. Oil Amanit. Raja 
Amanuban P. Nope, Raja Amanatun Kolobanunaek. Raja Mollo 
adalah Tua Sonbai, raja Insana L. Taolin, raja Meomaffo : Sobe Se­
nok. Raja Biboki : L. Manlea, raja Alor Oe. W. Nampira, raja Kui : 

· B. Kinaggi, raja. Kolana : M. Makunimau, raja Batulolong : L. Kari­
matei. · 

Adapuil raja-raja di pulau Flores di antaranya adalah raja 
Manggarai A. Baruk, raja Lio : Pius Wangge. 

B . . BIDANG SOSIAL EKONOMI. 

. 1 : l(eadaan Sosial. 
Keadaan masyarakat di Nusa -Tenggara Timur pada masa 

pendudukan Jepang selalu diliputi keresahan dan ketakutan di­
sebabkan oleh tindakan-tindakan penguasa Jepang. Di mana pi­
hak Jepang dengan mudah menjatuhkan tuduhan dan penang­
kapan-penangkapan terhadap orang-orang. yang tidak disena­
ngi atau dicurigai. Banyak rakyat di Nusa Tenggara Timur ter­
utama kaum laki-laki dewasa dikerahk:in sebagai tenaga kerja 
paksa ( romu~ha) yang bekerja keras dengan siksaan-siksaan 
yang kejam Para romusha ini berbulan-bulan meninggalkan 
anak, is.teri d~n keluarganya, serta tidak adanya Jaminan kese­
hatan dan makanan yang cukup;· Sehingga banyak tenaga-te­
naga romusha yang menemui ajalnya. 

Tindakan Jepang yang menimbulkan ketakutan dan kere­
sahan tidak terbatas sampai di situ. Banyak w'anita-wanita mu­
da dikumpulkan dan dijadikan penghibur sehingga menimbul­
kan protes. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan 
orang-orang tua yang memiliki anak gadis cepat-cepat menga­
winkan gadisnya. Sering pula anak-anak gadis yang belum ka­
win untuk mengelabui Jepang, dikatakan bahwa gadis-gadis 
tersebut sudah kawin. 
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Struktur kemasyarakatan pada jaman Jepang tidak ba­
nyak mengalami perubahan. Golongan bangsawan merupakan 
golongan feodal yang· berasal dari kerajaan-kerajaan (swapraja) 
masih memiliki peranan besar. Golongan rakyat biasa menjadi 
semakin tertekan dan lemah kedudukannya . Pada masa Je­
pang muncul golongan intelektual yang berupa tokoh-tokoh 
peJjuangan, guru, pegawai mempunyai kedudukan yang ter­
hormat dalal11 masyarakat. 

2. Keadaan Ekonomi. 

Sistem mata pencaharian hid up pad a jam an J epang, di ka­
langan penduduk di Nusa Tenggara Timur tidak banyak meng­
alami-perubahan dengan masa sebelumnya. Penduduk di Nusa 
Tenggara Timur sebagian besar menggantungkan hidupnya da­
ri pertanian. Namun dengan adanya pengerahap tenaga-tenaga 
keJja lelaki yang_Q_ipekeJjakan berbulan-bulan sebagai romusha, 
maka banyak ;tanah , pertanian terbengkalai. Pemerintah Je­
pang sendiri melakukan pengumpulan bahan makanan secara 
paksa untuk kepentingan pertahanan mereka . Keadaan yang 
demikian sangat mengganggu kehidupan ekonomi penduduk. 

Situasi ini bertambah parah dengan adanya blokade dari 
sekutu dalam rangka serangan kembali terhadap kekuatan Je­
pang. Serangan pihak Sekutu melalui blokade dan pemboman 
tidak saja menimbulkan kerugian bagi Jepang, tetapijuga bagi , 
penduduk. Dengan demikian Jepang semakin mengintensip­
kan pengumpulan bahan makanan dari penduduk. Sebab pe­
ngiriman bahan makanan dan lain-lain untuk kepentingan J e­
pang dari luar mengalami kemacetan. Keunggulan Sekutu yang 
semakin nyata di laut dan di udara semakin mempersulit ke­
dudukan Jepang. Sebagai contoh dari 12 buah kapal yang di­
berangkatkan dari Bali dengan membawa perbekalan untuk 
Hari Natal dan Tahun Baru tahun 1944 untuk ·Pulau Flores, 
Sumba; dan Timor, tidak ada sebuahpun yail~ sampai tujuan, 
karena semua kapal ditenggelamkan Sekutu. ). 

Qengan kenyataan di atas maka kehidupan ekonomfp~­
duduk sangat merosot, dan untuk menunjang kehidupan me­
rekaterpaksabanyak yang makan umbi hutan. 



C. KEADAAN SOSIAL BUDAY A. 
1. Pendidikan. 

Keadaan pendidikan di daerah Nusa Tenggara Timur pada 
masa pendudukan Jepang, tidak banyak mengalami perubahan 
dengan masa sebelumnya. Namun pendidikan pada masa itu 
mengalami kemunduran karena banyak guru-guru dan pendeta­
pendeta di Nusa Tenggara Timur yang menjadi tulang pung­
gung pendidikan ditangkap. Di pulau Sumba beberapa Guru 
lnjil dan guru sekolah ditangkap dan disiksa. Pendeta H. Mbai 
pada tahun 1944 ditangkap dan pada bulan Juli 1945 dibunuh. 
Di pulau Flores pastor kulit putih terutama yang berkebangsa­
(!.n Belanda dan Jerman ditangkap oleh Jepang. Situasi penang­
ka.pan terjadi juga di pulau Alor di antaranya pendeta Dikuan­
an dan Riwu yimg ditangkap Jepang kemudian dibunuh. 

Di sekolah-sekolah pelajaran bahasa Belanda dihapus dan 
digantikan dengan pelajaran bahasa dan nyanyian Jepang. Ba­
nyak sekolah ditutup. Namun kemudian dibuka kembali. 

2.. Seni Budaya .. 
I 

Seni budaya di Nusa Tengga~ra Timur pada masa pendu-
dukan Jepang tetap berkaitan dengan kehidupan tradisional 
yang berhubungan dengan upacata-upacara siklus kehidupan 
manusia. Namun mengingat kehidupan sosial ekonomi pendu­
duk yang sangat jelek membawa akibat pula kemunduran akti­
vitas seni budaya. 

Di samping seni budaya tradisional pada masa itu muncul 
pula sandiwara yang dirintis oleh tokoh-tokoh masyarakat dan 
kaum pergerakan. Dengan sandiwara, kaum pergerakan tidak 
semata-mata meningkatkan aktivitas seni budaya di daerah, te­
tetapi juga terselip kritikan-kritikan terhadap tindakan Jepang. 
Di Kupang dikenal/akon (ceritera) Oom Klom dan Tante Ba­
bangka. Sandiwara ini dipentaskan untuk mengeritik Jepang 
dan menyadarkan penduduk. 

Di samping itu pada masa Jepang muncul juga lagu-Jagu 
tradisional versi baru yang mengisahkan penderitaan rakyat pa­
da masa Jepang. Misalnya di pulau Rote yaitu lagu Ofalangga. 
Pada masa Jepang mulai dikenal nyanyian-nyanyian Jepang, 
bahasa Jepang dan senam ala Jepang yang diajarkan di kalang-

. an murid-murid dan golongan terpelajar. .31 
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3. Alam pikiran dan kepercayaan. 

Perkembangan kehidupan beragama pada masa Jepang 
mengalami kemunduran, yang erat kaitannya dengan tindakan 
Jepang yang menangkapi para pendeta dan pastor. Seperti di 
Sumba pendeta Mbai ditangkap kemudian dibunuh. Para Pas­
tor, bruder, suster yang bekerja melayani Jemaat di pulau Flo­
res yang berkebangsaan Belanda dan Jerman banyak yang di­
tangkap dan diinternir ke Sulawesi Selatan. Hal ini sangat 
mempengaruhi aktivitas kehidupan dan perkembangan agama 
di Nusa Tenggara Timur. Bar!lng-barang milik gereja banyak 
yang dirampas. Di pulau Timor terdapat dua pastor berkebang­
saan Portugis yang dibunuh Jepang. Atas peJjuangan P. Regi­
onal Bouma, pastor Detusoko dan Jopu yang berusia lanjut 
berhasil dibebaskan. Pada tanggal 15 Juli 1942 di Flores ting­
gal tujuh orang<lmam,enam Bruder dan 30 suster untuk mela­
yani 300.000 orangkristen. a). 

Kehidupan agama kemudian membaik dengan dilepaskan­
nya lagi secara berangsur-angsur pada pendeta dan imam. Pada 
tanggal 30 Agustus 1943 telah tiba di Ende uskup Nagasaki 
Mgr. Paulus Yamaguchi Pr, Administrator Apostolik hroslzi­
ma. Mgr. Aloysius Ogihara SY dan dua orang Imam Seku/er 
yakni Mikhael Iwonaga dan Filipus Kyono. Dengan giat sekali 
mereka mulai belajar bahasa dan membantu di mana saja mere­
ka dapat. 9

):-

Nampaknya Jepang menyadari, bahwa para pendeta dan 
pastor mempunyai peranan yang besar. Oleh karena itu supaya 
kehidupan "agama dan masyarakat tidak terl<impau goncang, Je­
pang mengirimkan pastor-pastor Jepang ke Flores untuk meng­
gantikan pastor-pastor yang ditangkap dan dikirim ke Makasar. 
Hal ini terbukti dari penegasan Kapten Tasuku Sato yang pergi 
ke Flores untuk mengurus pengiriman para pastor yang diang­
gap musuh dan berbahaya. 1 0

):-

Dalam agama ·Kristen Protestan terjadi kelesuhan kemero­
sotan karena pendet·a-pendeta Belanda banyak yang ditangkap. 
Tenaga pelayan gerejani menjadi s:mgat kurang dari hidupnya 
yang semula digaji pemerintah harus ditanggung Jemaat sepe­
nuhnya. 

Untuk mengatasi keadaan yang sulit ~an berlangsung la-



ma , maka atas usaha pendeta Tokoh dan D. Adu diusulkan 
pembentukan Badan Gereja Timor Selatan: Akhirnya terben­
tuklah Badan Gereja Timor Selatan dengan Ketua B.N. Nisnoni 
dan wakil adalah pendeta Arnoldus, H. Oematan, anggota Pe­
natu Kafir dan Radja, pendeta Amtiran dan pendeta Huandao. 
Berkat usaha . bad an ini nasib pelayan gerej a agak mengalami 
perbaikan. 1 1 

). 

pi Sumba mcnjelang kedatangan Jepang sudah terdapat 
bebcrapa sidang Jemaat yang berdiri sendiri yakni Payeti, 
Kambaniru, Waingapu dan Melolo di Sumba Timur, Rara dan 
Waikabubak di Sumba Barat. Pada jaman Jepang di Sumba di­
tandai adanya peristiwa penting yakni ditahbiskannya dua 
ora~g ptitera pertama dari Sumba sebagai pendeta yakni Ds. H. 
Mbai dari Payeti dan Ds. H. Amalo di Rara Sumba Barat. Na­
mun kemudian pendeta H. Mbai ditangkap dan dibunuh Je­
pang. Hal ini teijadi juga di Alor dimana pendeta Dikuanan 
dan Riwu ditangkap dan dibunuh. 

Pengaruh Politik. 

Pengaruh politik pendudukan militer Jepang di daerah 
Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan kedudukan daerah Nu­
sa Tenggara Timur yang strategis. Bagi Jepang daerah Nusa 
Teggara Timur merupakan salah satu Kunci terp~nting dalam 
politik militernya dalam rangka menghadapi Sekutu. Nusa 
Tenggara Timur merupakan salah satu pos terdepan, sehingga 
mengalami sasaran pemboman Sekutu bertubi-tubi. Di samping 
itu blokade Sekutu yang ditujukan pada Jepang, sangat meru­
gikan penduduk Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya politik 
militer, maka aktivitas Jepang lebih berorientasi pada kepen­
tingan pertahanan. Lapangan-lapangan terbang dan bunker­
bunker pertahanan dibangun di beberapa tempat yang strategis 
dengan mengerahkan tenaga romusha. 

Dalam melaksanakan politiknya Jepang bersifat kaku. Na­
mun memberi kesempatan terhadap tokoh-tokoh di daerah 
yang dianggap berpengaruh agar dapat ikut menjalankan kebi­
jaksanaan politik Jepang. Dengan adanya tokoh-tokoh yang di­
ikutsertakan dalam pemerintahan, merupakan suatu latihan ka­
der kepemimpinan secara tidak langsung. Dan kedudukan to­
koh-tokoh tersebut juga sangat membantu dalam membela ke-
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pentingan rakyat dari tindasan Jepang. Di sam ping itu juga pa­
ra pemimpin tersebut dapat m~ngikuti perkembangan yang ter­
jadi diluar daerah Nusa Tenggara Timur. 

5. Kegiatan Masyarakat. 

Dalam kenyataan masa pemerintapan pendudukan Je- . 
pang kegiatan-kegiatan masyarakat mengalami kemunduran di­
sebabkan karena sifat keras daripada pengusaha Jepang. Na­
mun demikian di beberapa daerah Nusa Tenggara Timur terda­
pat usaha ke arah perbaikan bidang pertanian. 

Namun usaha ini lebih banyak ditujukan untuk kepenti­
ngan Jepang, seperti daeral). Amari dekat Kupang dibuka per­
sawaan baru. ,Di Samba sawah-sawah dibuka di Mangili, Melo­
lo, Lewa, Anakalang, Waikalalolo dan juga di tempat lain dibu­
ka usaha kebun sayur. Usaha penanaman kapas rakyat juga di­
perluas. Dengan kenyataan penduduk di pedesaan yang sebagi­
an besar mempunyai ketrampilan ketajinan tenun ikat, maka 
mengenai pakaian pacta jaman Jepang tidak sampai begitu pa­
rah. Karena rakyat mampu menenun sendiri dengan alat-alat 
tradisional dengan bahan baku kapas yang ditanam sendiri. 

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa keadaan pendi­
dikan dan agama mengalami kemunduran. Hal ini karena tena­
ga inti pendidikan dan agama Kristen Protestan tan Katholik 
adalah orang-orang kulit putih banyak yang ditangkap dan di­
internir sehingga banyak sekolah mengalami kesulitan guru. 
Dengari situasi yang keras dan rakyat dalam kondisi tertekan 
dan sengsara, t:naka kegiatan kebudayaan juga mengalami ke­
mundunin. Namun demikian akibat penindasan Jepang, rasa 
penderitaan sering dilukiskan dalam seni. Misalnya lagu Ofa­
langga dari Rote. Bagi kaum pergerakan di Kupang untuk me­
ngeritik tindakan-tindakan Jepang yang kejam sandiwara beJju­
dul Oom Kloom dan Tante Babangka. 

Pacta jaman Jepang organisasi yang ada dan menonjol ada­
lah organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang dalam 
rangka kepetingan Jepang. Namun tidak semua organisasi yang 
dikenal pada masa Jepang terbentuk di daerah Nusa Tenggara 
Timur. Di antaranya yang nampak adalah organisasi Seinen­
dan, Keibodan, Fujinkai, Heiho. Dalam organisasi-organisasi 
tersebut para pemimpin ataupun staf dan anggota. 
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D. INTERAKSI DI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN 
.KEGIATAN ORGANISASI, POLITIK, SOSIAL DAN KEJADIAN 
BERSEJARAH TINGKAT NASIONAL. 

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa di Nusa Tenggara 
Timur tidak banyak teJjadi kegiatan pembentukan organisasi sosi­
al, politik: 

Organisasi-organisasi yang ada ialah : 

l. Organisasi kepemudaan. 

Di antara organisasi kepemudaan yang ada ialah Seinen­
'f!)n. Di Kupang Seinendan dipimpin oleh I.H. Doko yang ber­
tindak sebagai Fuku Danca, P. Latumahina sebagai Cu Danca. 
Aktivitas org~misasi tersebut lebih banyak bersifat sosiaf, anta­
ra lain menolong korban akibat pemboman sekutu yang sema­
kin gencar. 

Pem6entukan Seinendan m~h.Ias sampai ke daerah-daerah 
di wilayah Nusa Tenggara Tirilur. Di Timor Tengah Selatan ter­
dapat di SoE, Niki-niki; Kolbano dan "Bena. Di Timor Tengah 
utara terdapat di Kefa, Insana, NoEmuti dan Biboki. Di Ende 
Flores untuk para pemuda, dibenti k Danca Seinendan dan un­
tuk pemudi dibentuk Jasi Sinendan. 

2. Organisasi Kemiliteran (Semi Militer). 

Di daerah Nusa Tenggara Timur mula-mula hanya tenia­
pat kekuatan · Angkatan Laut ( Kaigun) namun dalam perkem­
bangan kemudian terdapat juga pasukan Angkatan Darat ( Ri­
kugun). Di samping itu terdapat bagian-bagian organisasi mili­
ter yang disegani dan ditakuti karena kekejamannya yakni 
Kempetai dan Ot_ari. 

Sedangkan organisasi semi militer yang dikenal adalah 
Heiha, kemudian S einendan yang di Kupang di b~wah I. H. Do­
ko kemudian diperintahkan untuk meleburkan diri dalam ba­
risan Peta untuk membantu pertahanan Jepang. 

3. Pergerakan Romusha . . 
Dalam rangka kepentingan pertahanan Jepang, maka di 

daerah Nusa Tenggara Timur dibentuk barisan pengerahan te­
naga yang· dalam praktek berupa keJja paksa yakrii ramusha. 
Para ramusha dikerahkan untuk bekeJja membuat lapangan 
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terbang, bunker-bunker perlindungan, gua dan bekerja pacta 
usaha-usaha pertanian. Karena kerja yang berat dengan jamin­
an makanan dan kesehatan yang kurang dan perlakuan yang 
kejam, banyak penduduk yang menjadi romusha tewas karena 
penyakit, kelaparan dan siksaan. 

Romusha yang bekerja di daerah Nusa Tenggara Timur. 
tidak saja berasal dari daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur 
seperti Timor, Rote, Sabu Sumba, Flores tetapijuga dari Jawa. 
Adapun gerakan-gerakan lain seperti gerakan Tiga A, Gerakan 
Putera, Jaw a Hokokai, Cuo Sangi In/Cuo Sangi Kai, Dokuritzu 
Jumbi Coosakai, Gerakan rakyat baru dan Keimin Bunka Syi­
desyo tidak dikenal/tidak <J.da hubungan. Namun di Singaraja 
pacta waktu itu terdapat dewan Perwakilan yang disebut Syo 
Sunda Sukai lin. Dalam Syo Sunda Sukai lin yang berkedu­
dukan di Singaraja, daerah Nusa Tenggara Timur diwakili oleh 
H.A. Koroh raja Amarasi dan I.H. Doko. 

4. Badan Komunikasi Masa (Pers di Daerah). 

Pacta jaman Jepang di Timor· terdapat sebuah surat kabar 
yang dipimpin oleh I. H. Doko yang diberi nama Timor Syuko. 

oooOooo 
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KEADAAN DI DAERAH SESUDAH 
PROKLAMASIKEMERDEKAAN 

A. KEGIATAN KEGIATAN MASY ARAKAT DI DAERAH NUSA 
TENGGARA TIMUR PADA AWAL REVOLUSI KEMERDEKA­
AN. 

1 . Berita Proklamasi Kemerdekaan. 

Berita Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia sampai 
ke daerah Nusa Tenggara Timur agak terlambat. Bahkan para 
pemimpin pergerakan seperti I.H. Doko sampai tanggal 22 
Agustus 1945 belum mengetahui adanya proklamasi. Pada upa­
cara pesta pembukaan sawah di Buraen masih mengucapkan pi­
dato yang menganjurkan agar rakyat bersatu padu dan berte­
kad menjadi Bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pidato terse­
but diucapkan di depan rakyat Amarasi yang dihadiri pula pe­
jabat-pejabat Jepang, yang tidak menyadari bahwa kemerdeka-

. an telah diproklamasikan sejak l7 Agustus 1945 oleh Bung 
Karno dan Bung Hatta. 1

). -

Barulah secara tak langsung pada tanggal 24 Agustus se­
orang pembesar Jepang yang bernama Yano memanggil I.H. 
Doko untuk meminta maaf atas insiden sewaktu upacara pem­
bukaan sawah. Di sam ping itu diberitahukan juga tentang ada­
nya perintah bahwa Tentara Nippon harus menyerah kepada 
Sekutu dan berita kemerdekaan bangsa Indonesia. 

Namun secara jelas Proklamasi Kemerdekaan baru diketa­
hui pada tanggal 11 September 1945 yakni hampir bertepatan 
dengan masuknya pasukan Sekutu dan NICA ke daratan Timor 
Berita Proklamasi Kemerdekaan secara jelas diketahui dari siar­
an radio, oleh pemimpin-pimpimpin pergerakan, berkat ada­
nya radio yang masih dimiliki oleh seorang apoteker yang her­
nama Heihanusa. 

Setelah mendengar secarajelas berita proklamasi, para pe­
mimpin pergerakan mendukung sepenuhnya kemerdekaan In­
donesia. Namun para pemimpin pergerakan tidak marripu ber­
gerak lebih lanjut karena pada waktu itu Belanda yang mem-
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bonceng pasukan Sekutu telah mengambil alih kekuasaan. Se­
dang kaum pergerakan sebagian besar adalah para pegawai, pa­
cta waktu itu tidak mempunyai kekuatan nyata adalah para pe­
gawai, pacta waktu itu tidak mempunyai kekuatan nyata. 

2. Pengibaran Bendera Sang Merah Putih. 
Pengibaran Sang Saka Merah Putih di Nusa Tenggara Ti­

mur untuk pertama kali terjadi justeru sebelum Proklamasi Ke­
merdekaan. Tepatnya adalah pacta tanggal 29 April 1945. Ke­
sempatan ini terjadi pacta saat upacara hari Tencho Setsu yang 
diadakan di lapangan Airnona di Kota Kupang. Pacta waktu itu 
oleh Pembesar Angkatan Laut Jepang telah diserahkan Bende­
ra Merah Putih kepada Ketua Dewan Raja-raja di Timor H.A. 
Ko.roh dan disaksikan oleh I.H. Doko. Bendera Merah Putih di­
kibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. 

3. Pembentukan KNI di Daerah. 

Keadaan di daerah Nusa Tenggara Timur agak berbeda de­
ngan daerah lain terutama dengan daerah-daerah di Indol]esia 
bagian Ba~at. Seperti telah dikemi.Ikakan bahwa berita Prokla­
masi Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Bung 
Karno dan Bung Hatta secara jelas baru diketahui pad a tanggal 
II September 1945. Justru pada waktu itu tentera Sekutu dan 
NICA mendarat~an mengambil alih pemerintahan. Bahkan be­
berapa tokoh pergerakan sempat ditawan, walaupun kemudian 
dibebaskan. 

Oleh karena itu iklim pergerakan di daerah Nusa Tenggara 
Timur kurang menguntungkan untuk mengikuti tindakan-tin­
dakan seperti yang dilakukan di Jawa. Termasuk dalam hal ini 
di Nusa Tenggara Timur tidak terbentuk KNI. 

B. PEMBERITAHUAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI 
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR. 

Berl-Jeda dengan situasi di daerah-daerah lain di Indonesia ba­
gian Barat, daeriill Nusa Tenggara Timur tidak terjadi pengambil­
alih<In kekuasaan dari tangan J epang oleh kaum nasionalis. J epang 
tetap m{mjalankan kekuasaan sampai pasukan Sekutu dan NICA 
mengambil alih kekuasaan. 

Hanya di Kupang beberapa hari sesudah tanggal 24 Agustus 
1945 Kepala Pemerintahan J epang (Ken Kanrikan) memutuskan 



menyerahkan- kekuasaan Wali kota dan Tom Pello serta 1.1;1. Doko. 
Namun secara urrium di Nusa Tenggara Timur keadaannya tidak 
berubah sampai kedatangan pasukan Sekutu dan Demikian pula 
pemerintahan Jepang yang kemudian baru diambil alih oleh pasu­
kan NICA dan membentuk pemerintahan penjajahan Belanda ~em­
bali di daerah Nusa Tenggara Timu'r scperti kcadaan sebclum perang. 

. . 

Sebagian besar masyarakat NTT bclum menyadari Pro­
klamasi Kemerdekaan Indonesia , Berita Proklamasi kemerdekaan 
diterima oleh kaum nasionalis secara jelas baru pada tanggal II 
September 1945. Pad aha! wak tu itu teijadi pula pendaratan pasu­
kan sekutu yang diboncengi pasukan NIC A. Pasukan NIC A lang­
sung mengambil alih kekuasaan pemerintahan dengan bantuan Se­
kut.u . 

Dengan demikian secara formal pemerintah Belanda kembali 
berkuasa dan· hal terse but k~rang merimngkinkan- terbentuknya pe­
merintah Indonesia di daerah Nusa Tenggara Timur. Hal ini ditam­
bah·- dengan kenyataan, bahwa kaum nasionalis di daerah sebagian 
besar pegaw ai dan bersifat kooperatip. 

-C. PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMILITERAN (PERJUANG­
AN SENJATA) DI DAERAH. 

Seperti halnya bidang pemerintahan, dalam bidang kemiliter­
an di daerah Nusa Tenggara Timur tidak teijadi pembentukan or­
ganisasi militer Republik. Kekuatan militer yang ada dan terorga­
nisir sebelum Jepang adalah organisasi militer Belanda. Dalam ke­
kuatan mil_iter di daerah unsur pasukan yang menonjol adalah pa­
sukan K!\IL. Dengan penyerbuan Jepang, kekuatan militer di Nusa 
Tenggaran Timur diainbil alih oleh Angkatan Lau t J epa rig ( Kai­
gun). Namun kemudian juga muncul Angkatan Darat. Jepang me­
nyerah dan bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, na­
mun di Nusa Tenggara Timur berita proklamasi diterima terlambat 
Dan bertepatan dengan pendaratan pasukan sekutu yang dibon­
cengi pasukan NICA. Kekuatan kaum nasionalispun sangat terba­
tas, sehingga modal untuk pembentukan organisasi militer di Nusa 
Tenggara Timur tidak teijadi. Setelah Jepang kalah langsung pasu­
kan sekutu mengambil alih dan diserahkan p-ada pasukan Belanda. 

Namun demikian eli luar Nusa Tenggara Timur, putera-putera 
berasal dari Nusa Tenggara Timur banyak yang memasuki militer 
dan beijuang melawan penjajahan Belanda. Dengan kata lain akti­
vitas kemiliteran pejuang-pejuang Nusa Tengg~ra Timur dalam me-



lawan tidak terjadi di Nusa Tenggara Timur, tetapi terjadi di Jawa, 
Sumatera dan sebagainya. 

Ole,h karena itu pula partisipasi masyarakat dalam rangka per­
juangan bersenjata pun tidak terjadi di Nusa Tenggara Timur. Di 
daerah Sumba, setelah berita keka1ahan Jepang diketahui tangga1 
22 Agustus 1945 di Waingapu pacta tangga1 28 Agustus 1945 di­
bentuk suatu badan yang disebut Dewan Untsan Keamanan dan 
Kesentosaan Rakyat di Sumba Timur. Badan ini anggota-anggota­
nya ada1ah D.A. Latuperisa sebagai ketua, dengan anggota-anggo­
ta C. Piry, A. Saroinsang, M. Se1un, Umbu Nggaba Hungu, Umbu 
Hapu Hambadinia, Umbu Hina Kapita, Lie Tiaw Pauw dan A1wi 
A1djuffri. 

Sejak terbentuknya Dewan Keamanan pacta tangga1 28 Agus­
tus 1945 sampai dengan tibanya pasukan Sekutu di Sumba pacta 8 
Nopember 1945, urusan yang menyangkut kepentingan rakyat se­
mata-mata dilakukan oleh Dewan Keamanan. Namun soal-soal1ain 
tetap berada dibawah kekuasaan Jeparig. Sete1ah pasukan Sekutu 
datang maka kekuasaan diserahkan kepada Be1anda. 

D. KEDATANGAN TENTARA SEKUTU DAN TENTARA NICA DI 
DAERAH. 

1. Sikap Masyarakat. 
Sesudah terjadi penyerahan tanpa sarat dari Jepang yang 

ditandatangani pacta tangga1 2 September 1945 di atas kapal 
Missouri di teluk Tokyo, maka mu1ailah Sekutu mendaratkan 
pasukimnya di berbagai daerah. Situasi di Nusa Tenggara Ti­
mur tidak terkecuali. Di Kupang pasukan Australia mendarat 
dibawah komando Jendera1 Sir Thomas Blarney pacta tangga1 
11 September 1945, yang ternyata dibuntuti oleh pasukan Be­
landa yang tergabung dalam NICA dibawah pimpinan Kolonel 
de Rooy. 2 

) . 

Pasukan Australia yang mendarat di Kupang dengan tugas 
melucllti senjata dan menawan tentara Jepang. Sedangkan ang­
&ota NICA segera mengambil alih seluruh pemerintahan sipil di 
pulau Timor. 

Di pu1au Sumba tentara Australia mendarat pacta tanggal 
8 Nopember 1945 di Waingapu. Bersa!Jlaan dengan mendarat­
nya pasukan Australia tersebut ikut membop.c~ng pula tentera 



NIC A d ibawah Kaptcn Pia as. dahulu adalah scorang kontrolcr. 
di Sumba Timur sebelum Jepang melakukan penyerangan. Sete­
lah Jepang kalah , Kapten Pl'aas kembali ke Sumba Timur, un­
tuk menerima penyerahan pemerintahan dari tangan pemerin­
tah pendudukan Jepang. Pada tanggal 9 Nopember 1945 pasu­
kan Australia yang telah berhasil melaksanakan tugas melucuti 
pasukan Jepang, berangkat. dari Waingapu menuju Sumba Barat 
melalui Waikelo dengan tugas yang sama. Setelah berhasil me­
lucuti pasukan Jepang. pasukan Australia mcttuju ke Sumbawa. 

Bersamaan dengan pendaratan tentara Australia di Sumba 
Barat, ikut mendarat pula pasukan NICA dibawah pimpinan 
Letnan Weisterbeek yang kemudian menerima penyerahan pe­
merintahan Jepang. 

Dengan adanya pendaratan ten.tara Australia dan pasukan 
NICA di daerah Nusa Tenggara Timur betjalan dengan lancar, 
karena tidak mengalami petlawanan dari Jepang maupun rak­
yat. Terhadap pendaratan pasukan Australia yang berlangsung 
dengan lancar, masyarakat tidak memberikan reaksi dan bersi­
kap·· tenang baik kepada ten tara Australia maupun pasukan 
NICA. Anggota masyarakat tetap tunduk pada pimpinan pe­
merintah yang ada. 

:2. Akibat-akibat Pendaratan Pasukan Australia dan pasukan 
NICA. 

Tentara Australia yang mendarat di beberapa daerah Nusa 
Tenggara Timur hanya bersifat sementara. Sebabs~!_elah mer:t 
jalankan tugasnya tanpa pcrlawanan dan berjalan lancar. ten­
ra Australia meninggalkan daerah Nusa Tenggara Timur. Na­
mun bersamaan dengan mendaratnya pasukan Australia, ikut 
membonceng pasukan NICA. Setelah pasukan Australia me­
ninggalkan daerah Nusa Tenggara Timur, maka tinggallah pa­
sukan NICA, dengan lancar tanpa perlawanan dapat mengam­
bil alih kekuasaan dari pemerintahan J epang. Dengan demikian 
kekuasaan Belanda keJ!lb~li dengan mudah memegang kekuasa­
an di wilayah Nusa Tenggara Timur seperti sebelum masa pen­
dudukan Jepang. 

Walaupun pendaratan pasukan Australia dan NICA betja­
lan Iancar tanpa mengalatni perlawanan tetapi tet-ap melakukan 
tindakan-tindakan-tindakan pencegahan agar tidak tirnbul per-·· , 
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46. 

lawanan. Tindakan ini terutama berupa penggeledahan, dan pe­
nangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai. Pada umum­
nya golongan masyarakat yang dicurigai adalah anggota masya­
rakat yang semasa pendudukan Jepang menjadi pejabat peme­
rintahan . Di sam ping itu j'uga golongan nasionalis dalam masya­
rakat. 

Diantaranya di Timor. rumah !I.A. J. Koroh. D. Adoe. 
Toni. Pella dan I.H . Doko digeledah berulangkali. karena ditu­
duh menjadi anak emas Jepang dan menyimpan senjata serta 
barang-barang Jepang. 4 

). Namun dalam situasi yang sulit, to­
koh-tokoh tersebut masih diberi kesempatan untuk membela 
diri. Dengan kesempatan ini tokoh-tokoh yang dituduh dapat 
meyakinkan dan menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan yang 
ditimpakan adalah palsu dan tidak berdasar. Dengan demikian 
terhindarlah tokoh-tokoh tersebut dari penangkapan pasukan 
:'\!CA. Terbebasnya tokoh-tokoh tersebut bukanlah mengura­
ngi usaha Belanda untuk mencari kesempatan mencurigai bebe­
rapa tokoh yang lainnya. 

Oi Sumba dan Flores banyak pegawai dan bekas pejabat 
yang dicurigai dan ditangkap dengan alasan yang dicari-cari. 
antara lain sebagai kolaborator Jepang. Diantara tokoh-tokoh 
yang ditangkap di pulau Sumba adalah J.S. Amato, Sarongsong 
dan Latuparisa. 5 ). 

3. Pergerakan Politik Sesudali. Proklarnasi. 

Pada pemimpin rakyat di Timor pada bulan Oktober 
1945 mengetahui tentang kekalahan Jepang dan adanya Pro­
klamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Di bawah pimpinan 
I. H. Doko, Tom Pella dan kawan-kawann_ya bersama-sama de­
ngan I ndische Katholiek Volks Partai OK \'P) d:111 P:trk it (Partai 
Katholik Indonesia) dibangunlah Partai Dimwkrasi Indonesia 
sebagai penjelmaan Persatuan Kebangsaan Timor. 

Partai ini segera mengadakan konsolidasi ke dalam dengan 
cara tiap kantor pemerintah ditunjuk seorang yang ditugaskan 
untuk mengumpulkan berita yang ada sangkut pautnya dengan 
peJjuangan bangsa. Beberapa cabang Partai Demokrasi Indone­
sia didirikan. Di Kupang cabang partai Demokrasi Indonesia 
(POI) dibentuk dengan ketua A. Nisnoni, raja kerajaan -Ku­
pang, dan Titus Uly sebagai wakil ketua. Kaum buruh dipersa­
tukan dibawal1 pimpinan Saduk Nausaf Eomatan, bekas anak 



didik Bung Karno di Flores. Para pemuda diorganisir dibawah 
pimpinan Max Rihi, seorang pemuda Jepang yang telah turut 
bertempur pada I 0 Nopem8er di Surabaya. 

Di Rote, Sabu, Sumba, Flores dan Sumbawa Partai De­
mokrasi Indonesia mendapat sambutan hangat dari masyara­
kat. Cabang-cabang POI, didirikan di tempat-tempat tersebut. 
Pimpinan PDI yakni I.H. Doko dan Tom Pella mengunjungi 
sendiri pulau Sumba guna membebaskan para pegawai bangsa 
Indonesia yang masih meringkuk dalam penjara NICA di Wai­
ngapu. 

Di antara tokoh-tokoh yang dipenjarakan terdapat nama­
nama Sarongsong, D. Latuparisa dan J.S. Amato Di Sumba Ti­
mur PDT yang dibcntuk dipimpin olch Rehatta seorang opzich­
ter pada Dinas PekeJjaan Umum. Demikian juga di Sumba Ea­
rat , Cabang PDI dibentuk dibawah pimpinan H. Malada dan 
N.D. Dillak. 6). 

Melihat gelagat tindakan dan pcrkembangan PDI yang 
mengkawatirkan pemerintah Belanda, maka berdasarkaR per­
timbangan politis menyokong Partai Lima Serangkai yang pro 
l3elanda. 'Untuk mengimbangi PDI. Partai Lima Serangkai ini 
terdiri dari Partai Timor Besar, yang terpusat di Ambon , Indo 
Luropeesoh Verbond yang berpusat di Jakarta , Democratische 
/Jond van Indonesia yang berpusat di Jakarta, Persatuan Kaum 
Maluku (orang-orang Ambon) yang berada di Kupang dan Per­
satuan Selatan Daya. 

Partai Ga bungan Lima Serangkai dalam ak tivi tasnya j elas­
jelas mendukung Belanda dan bersaingan dengan POI. Oleh ka­
rena itu Partai Lima Serangkai mendapatkan kebebasan berge­
rak untuk mengadakan rapat-rapat umum dimana-mana. 

Partai Demokrasi Indonesia semakin meningkatkan aktivi­
tasnya masuk kampung ke luar kampung menyadarkan rakyat 
guna memperkuat barisan menentang penjajahan. Karena akti­
vitasnya yang me_nyatakan kehendak merdeka bersama Repu­
blik Indonesia, maka anggota-anggota PDI yang aktif dicap Re­
publikanen, Sukarnoisten dan£xtremisten. 

Para pemuda bahkan merencanakan untuk membumiha~ 
nguskan seluruh kamp. NICA, tempat-tempat kediamanan pa­
mong praja Belanda serta kantor-kantor, Jawatan dan gudang-
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gudang makanan NICA. Seluruh rencana telah disusun oleh 
Max Rihi dan di bawah pimpinan Tom Pello. Pemuda-pemuda 
seperti Jos Sue, Adi Pello, M. Saba, M.M. FoEh, Arif Kiah, A. . 
Johannes, Arba Salean telah siap sedia menyerbu dan mengha­
dapi segala kemungkinan. Kaleng-kaleng dan botol-botol berisi 
bensin telah disiapkan dan tinggal menunggu komando. 

Namun terhadap rencana ini tidak ada kesepakatan. Ke­
tua POI, I.H. Doko Menolak aksi yang direncanakan Tom Pello 
dan Max Rihi tersebut. Hal ini disebabkan dengan membakar 
habis kamp. NICA dengan persediaan makanan dan bahan pa­
kaian yang diperlukan penduduk Kota Kupang dan rakyat se­
kitarnya, akan menimbulkan reaksi buruk dan merugikan per­
juangan. 

Belanda akan dengan mudah menghasut penduduk kota 
menentalig POI. Dengan aksi tersebut ada alasan yang kuat 
untuk menangkap pimpinan petjuangan dan membubarkan 
partai. Di samping itu para pemuda dan anggota POI tidak 
mempunyai suatu persiapan untuk menghadapi pasukan Belan­
da ya~g bersenjata lengkap, sehingga korban jiwa dan hancur­
nya petjuangan akan tidak seimbang dengan hasil aksi pemba­
karan. Ternyata para pemuda yang telah siap menjalankan aksi 
kecewa dan tidak puas atas alasan I.H. Doko Akibatnya tetap 
tidak ada kesepakatan dalam m!!nentukan aksi tersebut. Oleh 
karena itu diminta jasa-jasa baik dari penasehat POI yakni H.A. 
Koroh raja dari kerajaan Amarasi. . 

Berkat kebijaksanaan H.A. Koroh, maka emosi para pe­
muda dapat dicegah dan rencana aksi dibatalkan. Dengan de­
mikian perpecahan petjuangan di kalangan anggota partai De­
mokrasi Indonesia dapat dih!ndarkan pula. 

Sebelum rencana aksi tersebut sebenarnya pihak pimpin­
an POI telah mengadakan dialog dengan Komisi Parlemen Be­
landa yang datang ke Kupang pada bulan Maret 1946. Misi par­
lemen ini terdiri dari Schermorhorn, Can Poll. dan Welter. Se­
dangkan pihak POI diwakili tokoh-tokoh H.A. Koroh, I.H. Do­
ko, Tom Pello, Ch. F. Ndaumanu dan A. Nisnoni. 7 

). 

Dalam pertemuan terse-but POI telah mengungkapkan 
petjuangan bangsa Indonesia umumnya dan POI khususnya. 
Komisi mengharapkan agar keamanan dan ketertiban umum 



dipellhara di daerah. Harapan ini disanggupi oleh pihak PDi te­
lah mengungkapkan peJjuangan bangsa Intlonesia umumnya 
dan PDI telah mengungkapkan peJjuangan bangsa Indonesia 
umumnya dan PDI khususnya. Komisi mengharapkan agar ke­
amanan dan ketertiban umum dipelihara di daerah. 

Harapan ini disanggupi oleh pihak PDI asalkan Pemeriri­
tah NICA juga menahan diri dan tidak bertindak sewenang­
wenang dan menyakiti hari rakyat. 

Di Kupang tanggal 7 April 1946 berdiri suatu organisasi 
sosial keagamaan yang bemama Persatuan Islam Timor (Per~ 

' Sit), yarig ·dilengkapi pula dengan ·bagian Pemuda yang disebut 
Badan Pemuda Persit. Susunan personalia Persit adalah Ketua 
A.S. Sitta, wakil Ketua Muhammad Sanusi, Penulis Abang Sa­
miun, Muhammad Naiusaf, Bendahara A. Adjan. Pembantu 
Baa Salasa, Bai Baba, Hamid Alkatiri, Husein Amin, Djo Ke 
weng, S.B. Talib. 8 ). -

Di Alor pada tahun 1946 berdfri Qrganisasi Islam d~ngan 
nama Persatuan .Muslim Timor (Pennut). Kedua organisasi ter­
s.ebut di atas sebenamya adalah orga'nis~i sosial keagamaan. 
Aktivitasnya bergerak dalam kegiatan ke~gamaan seperti dak­
wah, pengajian, juga di bidang pendidikan keagamaan dengan 
mendirikan Madrasah. Namun kemudian Persatuan Islam Ti­
mor ternyata mengadakan kegiatan politik juga. Hal ini ter­
bukti dengan adahya usul dari organi.Sasi ini pada p~merintah­
an penjajahan Belanda agar di daerah Timor dibentuk raad­
raad seperti landschap raad, desa raad. 9 

). 
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BAB IV 

PERJUANGAN Dl DAERAH 

A. MASA SEBELUM AKSI MILITER BELANDA KE-1. 

1. Politik Pemer:i,ntahan. 

Sesudah bangsa Indonesia dibawah pimpil}an Sukarno -
Hatta memproklamirkan kemerj;iekaan Indonesia pada tanggal 
17 - 8 - 1945·; berita · Prokhi'rr\a:!i deQgan ~epat menyebar ke 
berbagai daerah di Indon~sia, termasuk daerah Nusa Tenggara 
Timur. Namun situasi di daerah Nus# Tenggara Timur pada 
waktu itu, agak berbeda dengan · di. t 'ndonesia bagian Barat. 
Runtuhnya kekuasaan Jepang ti'pak rtiemberi kesempatan tum­
buhnya kekuatan militer dari . b~ingsa lndoaesia di daerah Nusa 
Tenggara Timur. Pemerintah Belanda de08!!J1 cepat mengambil 
alih kekuasaan peinerintahan Jepang. Semua pasuhn Jepang 
berhasil dilucuti oleh·r pasukan Australia dan pasukan NICA 
menggantikan kedudukan Jepang. 

Kekuasaan Belanda dengan lancar memperoleh keduduk­
an kembali sebagai penguasa di Nusa Tenggara Timur. Sistem 
pemerintahan di seluruh Nusa Tenggara Timqr dikembalikan 
p~da: struktur pemerintahan penjajahan Belanda sebelum pen~ 
duduka~ Jepang. Seluruh wilayah NIT diperintah oleh seorang 
residen ya.ng berkedudukan di Kupang. Wilayah keresidenan 
yang g1eliputi wilayah NIT bernama Keresidenan Timur dan · 

· daerah taklukannya yang meliputi tiga afdeeling Timor dan ke-
. pulauannya, afdeeling Flores d~m afdeeling Sumba. Untuk tiap . 
afdeeling diperintahi oleh seorang assisten Residen. Afdeeling · 
:{imot dan kepulauanhya berpusat di Kupang. Afdeeling Flo­
res betpusat di Ende dan afdeeling Sumba berpusat di Waingapu. 

Tiap a/deeli~g terdiri darl be.llerapa onder afdeeling. Tiap 
onder afdeeling terdiri dari beberapa swaprlija (selfbestuur) 
dan onder bestuurder yang dibawahnya terdapat bestuur asis- . 

. . : . 
ten dan desa,. 

· Onder afdeeling dipimpin oleh seorang kontrolur Se­
dangkan swapraja yang berupa self bestuurder dan.Juga onder 
bestuurder dipegang oleh seorang raja dan raja kecil. 

J?i bidang pemerintahair untuk pemerintahan raja-raja pa­

~: 



da akhir tahun 1946 terjadi perubahan. Perubahan tersebut ka­
rena adanya penggabungan pemerintahan raja-raja dalam suatu 
gabungan (fedcrasi). Di daerah Nusa Tenggara Timur terdapat 
tiga gabungan pemerintahan raja-raja, yakni sebuah di pulau 
Sumba, sebuah di pulau rJores dan sebuah lagi di pulau Timor. 

Pemerintahan gabungan raja-raja di Sumba (Soemba Ei­
land Federatie) diben.tuk pada tanggal 26 Nopember 1946 
yang meliputi 16 kerajaan. Pembentukan pemerintahan gabu­
ngan tersebut sebagai hasil rapat yang diadakan di Waingapu 
yang dihadiri oleh ~aja-raja seluruh Sum'ba dan Residen Schul­
ler, Assisten Residen Dr. Koerts, Asisten residen Hartstein, 
kontrolur Woundstra: 

Di dalam Peraturan Pembentukan Federasi Sumba itu an­
tara lain . terdapat ketentuan bahwa raja-raja Sumba yang terdi­
ri dari 16 raja menggabungkan diri dalam Dewan Federasi, un- . 
tuk mengatur dan mengurus hal-hal yang menyangkut kepen­
tingan bersama dengan pengertian bahwa tiap landschap (swa­
praja) tetap memiliki hak untuk mengatur- dan mengurus ru­
mah tangganya sendiri kecuali urusan-urusan yang sudah dise­
rahkan kepada dewan federasi Sumba: 

Tugas pemerintahan sehari~hari dijalankan ole~ suatu ba­
dan pemerintahan yang terdiri dari tiga orang.anggota diambil 
dari keanggotaari Dewan Raja. F.aja Sutnba dan dipiinpin oleh 
seorang ketua yang disebutkan 'Ketua Dewan Raja-raja Sumba. 
Bersamaan dengan pembentukan Dewan raja-raja Sumba, di­
bentuk juga Badan Perwakilan Rakyat dengan pama Dewan 
Sumba (Sumba Raad), yang merupakan sliatu Ba,dan Penase­
hat. Bad an ini terdiri dari 23 anggota, sebanyakJ 6 orang di­
angkat dari wakil-wakil rak.yat Sumba, tiga orang ahggota se­
bagai wakil .dari tiga golongan . penduduk bangsa asing yakni 
Belanda, China dan Arab, empat orang anggota .sebagai wakil 
dari partai politik. 

Untuk pertama kaliriya yang menjadi Ket~a Dewan Raja.:. 
Raja Sumba,. adalah raja Mamboro : Timotius Umbu Tunggu 
Billi, wakil ketua H.R. Horo, raja swapraja Kodi, sebagai ang­
gota S. Ora raja swapraja Lauli, Umbu Hapu Hamba Ndinia ra­
ja swapraja Rin~ Mangili dan Umbu Hunga Wokangara. · 

Adapun Ketua Dewan Sumba odalah L Kalimbango, raja 
swapraja Loura, wakil ketua K.W. Palekahelu. Sebagai penase-



hat dari kedua dewan tersebut adalah Asisten residen Belanda 
di Waingapu. 

. · Di antara 16 raja yang tergabung dalam Dewan Raja-Raja 
Sumba adalah raja-raja dari swapraja Melolo, Rindi Mangili, 
Waijilu, Mahu Karera, Lewa Kambera, Kenatong, Tabundung, 
Loura, !vfemboro, Kgdi, Watjewa, Lauli, Wanokaka, Lamboya, 
Anakalang dan Lawonda (Umbu Patunggai). 

Di Flores gabungan pemerintah~rl J;;Jja-raja (Flores Eiland 
Federatie) terbentuk pada tanggal 26 Nopember 1946. Ada­
pun swapraja swapraja yang tergabung dalam: E"ederasi Dewan 
R!lja-n1Jadi Flores adalah swapraja Manggami., $wapraja Ngada, 
swapraja Nagekeo, swapraja Riung, swapraja Ende, swapraja 
Lio, swapraja Sikka, swapraja Larantuka ·dan ' swapraja Adona­
ra. Seperti juga pemerintahan Dewan F:aja-raja . di ~umba, di 
Flores pemerintahan gabungan raja-raja di Flores' dijalankan 
oleh Dewan Raja-raja. Di samping Dewan · Swapraja terdapat 
pula semacam dewan perwa.kilan yang disebut Flores Raad. Se­
dangkan di Timor, pemerintahan gi'lbuqgan raja-raja Timor 
(Timor Eiland Federatie) terbentuk p~qa ranggal 21 Oktober 
1946. Sebagai Ketua Dewan Raja-raja terpilih raja Amarasi 
H:A. Koroh 2

) dan A. Nisnoni raja Kupang sebagai ketuayang 
anggotanya mewakili 20 swapraja tergabung dalam Timor Ei­
land Federatie terd'iri atas swapraja Kupang; Amarasi, Fatuleu, 
Arrifoang, Amanuban, Amanatun, Mollo~ Miomaffo, Insana, 
Biboki, Belu, 'Alor, Pantar Timur, Pantar Barat, Kei, Batulo­
long, Kolana, Puremau, Rote dan Sabu; 

Sedangkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat ada­
lah : LH. Doko, H. ,Oem:atan, A. Bouma, P.J. Dina, Ds. E. 
Durkstra, SL. Selan,. Ch: Tallo, T. Benufinit, P. Koning, Th. 
Van de Tillart, H. Van Wissing, A.M .. Carrua, G. Asi, M. Siran, 
P. · Duka, P. Adang, P. Malaikuang, M. Malina, J.S. Amato, Th. 
Mesakh dan J.J . Radja. 

Terbentuknya pemerifttahan raja..:r~ja secara teori memberi 
keleluasaan raja-raja 'ineqjalankan pemerintahan secara bebas di 
daerah kekuasaannya dan Dewan Raja-raja merupakan penguasa 
di'" daerah afdeeling. Pejabat-pejabat pemerintahan Belanda se­
perti Residen ,' asisten residen, dan kontrolur berfungsi sebagai 
pendamping ataupun penasehat. Namun dalam kenyataannya 
penguasa Behmda masih tetap memegang peranan pentmg se-
bagai penguasa pemerintahan di daerah-daerah. ss: 



Dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ma­
ka usaha pemerintah Belanda untuk menguasai kembali wila­
yah Indonesia tidaklah semudah yang diharapkan. Perjuangan 

. bersenjata terjadi dimana-mana. Oleh karena itu Belanda da­
lam mengata~i tantangan ini tidak saja menggunakan cara-cara 
kekerasan dengan kekua~an senjata, tetapi juga dengan cara­
cara halus yang jelas dimaksudkan membela kepentingan pe­
merintah Belanda. Pemerintah Republik Indonesia yang jelas 
menentang berkuasanya kembal~ kekuasaan penjajahan · Be­
landa tidak saj a men~hadapi tantangan kekuatan senjata, te­
tapi juga cara memecah belah. Di antaranya pemerintah Be­
landa di beberapa daerah antara lain di Nusa Tenggara Timur 
berhasil berkuasa kembali , karena kekuasaan Republik belum 
sempat terkonsolidasi. 

Pemel-intah penjajahan Belanda yang menginginkan kern­
bali untuk menguasai bekasjajahannya yang telah merdeka da­
lam negara Republik Indonesia, rilenjalankan politik pecah be­
lah untuk melemahkan kekuasaan Republik Indonesia. Salah 
satu usaha Belanda adalah . mendirikan negara dalam wilayah 
yang telah -menjadi wilayah kekuasaan riegara Republik Indo­
nesia yang dahuhinya adalah wilayah bekas jajahan BeJanda. 

Atas prakarsa penguasa Belanda di Denpasar telah diada-
. kan suatu komper·ensi yang dihadiJi utusan dari berbagai dae­
rah di wilayah Indonesia Bagian 'Timur. Konperensi ini ber­
langsung dari tanggal 18 sampai 24 Desember 1946. Daerah­
daerah di Nusa Tenggara Timur mengirimkan utusannya pula 
yakni daerah afdeling Sumba, afdeling Flores, dan afdeling Ti­
mor, yang merupakan wakil dari Dewan Raja-raja · yang telah 

· dibentuk sebelum konperensi ini berlangsung. 

Di Sumba Dewan Raja-raja mengirimkan tiga utusan ke 
konperensi Denpasar, OE. T. Mbili sebagai wakil raja-raja di 
Sumba, L. Kalumbang sebagai wakil rakyat dan OE. T. Marisi 
sebagai Sekretaris. 3 

). 

· Daerah Timor mengirimkan utusan ke konperensi Denpa­
sar yakni G. Manek, A. Rotti dan I. H. Doko. Namun kemudian 
A. Rotti digantikan oleh Y.S. Amalo .. 

Pada konperens~ dl Denpasar inilah akhirnya pada tanggal 
24 Desember 1946 menetapkan terbentuknyaNegaralndone-



sia Timur (NIT) yang mdiputi 14 daerah di Indonesia Bagian 
Timur. ya itu Bali. Lombok. Sum bawa. Sumba. Flores. Timor. 
Sulawesi Sdatan. Sulawesi Tengah. Sulawesi Utara. Minahasa. 
Sangihe-Talaud. ivlaluku Utara. Maluku Sclatan dan Irian Ba­
rat. 4 

). 

Dengan terhentuknya Negara Indonesia Timur. maka wi­
layah Nusa Tl:'nggara Tinuir yang berada dibawah kekuasaan 
Dewan Raja-raja yang didampingi kckuasaan residen. assisten 
residen dan kontrolur. menjadi bagian dari 1\egara Indonesia 
Timur. 

Struktur pemerintahan di daerah Nusa Tei1ggara Timur ti­
dak banyak mengalami perubahan. llanya saja dengan terben­
tuknya pemerintahan 1\egara Indonesia Timur. pemerintah di 
daerah Nusa Tcnggara Timur mempunyai kaitan yangjelas de­
ngan kekuasaan di luar wilayah NTT yakni dengan kekuasaan 
Negara Indonesia Timur. Bcbhapa perubahan kedl dalam pe­
merintahan di daerah terutama dalam hal peranan kekuasaan 
pemerintah Belanda . Setclah Negara Indonesia Timur tcrhen­
tuk . pada tahun llJ47. Pemerintah negara Indonesia Timur me­
ngeluarkan perintah membebaskan pegawai-pegawai pemerin­
tahan Belanda dari di scluruh wilayahnya. Sehingga dengan pe­
rintah ini sedikit demi sedikit pcranan pemerintah Bclanda di 
daerah-daerah dikurangi. Residen dan asisten residcn masih da­
pat dijadikan semacam pcnasehat pcmcrintah sctcmpat. walau­
pun dalam praktek masih tetap berkuasa . 1\.cmudian scjak itu 
k cd ud uk an k ontrolu r d i daerah-dacrah Omlerajd eeling d igan ti 
dcngan KetJa/a Pcmerintahan SetcnltWt. (K PS). 

Dalam pemerintahan lh.'gara Indonesia Timur unsur-unsur 
wakil dari dacrah NTT juga mendapatkan pcranan. Misalnya 
dalam Parlemen Negara Indonesia Tir1nrr. terdapat dua utusan 
dari Sumba yakni : Timotius Umu Tunggu Mbelli Ketua Dc­
,,·an raja-raja Sumba dan L. 1\.alumbangi. ketua dewan Sumba. 
Dengan duduknya kedua wakil tersebut . maka kedudukan Kc­
tua Dewan Raja-raja di Sumba digantikan olch H. R. Horo. raja 
Swapraja Kodi dengan ilnggota : S. Ora. raja Swapraja Loli . 
dan Umbu II. llamba Ndima. raja Swapraja Rindi . Mangeli . Se­
dangkan ketua · Dewan Sumba digantikan c;>leh 1\1. Weru. wakil 
S\\ apraja \Vanukaka dan wakill\.L'tua K.W. Pak . 

R.\' . D. fRcgcraings l 'uorlicflting Dienst) yang sejak NI­
C A berpcranan bcsar. termasuk di daerah Nusa Tcnggara Ti-
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mur. oleh kementrian Penerangan direncanakan akan segera di­
ganti dengan Jawatan Penerangan Negara Indonesia Timur. 

Residen C\V. Schuller mendesak agar ~lacare salah seorarl!! 
pimpinan dari Lima Serangkai diangkat menjadi Kepala Jawat­
Jll pcnerangan tersebut di Kupang. 1'\amun Kementerian Pene­
rangan Negara Indonesia Timur menolak caJon residen Schuller 
terscbut. Untuk mengatasi suasana kalut di kalangan masyara­
kat. Pemerintah Negara Indonesia Timur mcnghendaki calon 
dari kalangan nasional sebagai Kepala Jawatan . Dan untuk itu 
telah Jimintakan kQsediaan E. R. II ere \Vila yang pada waktu 
itu sedang berada di Makasar untuk meil1egang jabatan terse­
but . Pada bulan Desember 1947 dcngan bubarnya kabinet Na­
djamudin. muncullah kabinet Anak Agung dalam pemerintah­
an 1'\ usa Tenggara Timur . dengan 1.11. Doko sebagai Menteri 
Muda Penerangan . 

2. Kcadaan Ekonomi Penduduk. 

KL·adaan ckonomi penduduk eli daerah !':usa Tenggara Ti­
m u r sesud ah Prok lamasik Kemerdekaan dan masa perjuangan 
bersenjata tidak banyak mengalami perubahan. Pemerintahan 
Be Ianda kembali berkuasa dan tidak meri1perhatikan kehiclupan 
ekonomi pendudu. Sebagian besar penduduk di Nusa Tenggara 
Tiri1l!r tetap menggantungkan kehidupannya dari sektor perta: 
nian. Dalam sistlm pertanian di NTT ialah pertanian perladang­
an yang menonjol. Pertanian sawah hanya terbatas di beberapa 
daerah kecil yang cuk up sum ber air dan terutama di I em bah-lem­
hah sungai. Sedang cara berladang selalu berpindah hanya de­
ngan menggunakan alat yang sederhana berupa tongkat kayu 
sebagai pengolah tanah dan sekal i setahun mengerjakan ladang­
nya . Sebclum ladang dikeljakan biasa dilakukan pembakaran 
dahulu untuk mcmbersihkan tanah. Cara bertani Iadang meru­
pakan proses pengerjaan tanah dengan alat sederhana yang di­
lanjutkan dengan penanaman. Jenis tanaman yang umum ada­
lah padi ladang, jagung. ubi kayu dan jewawut. Dalam proses 
pertanian terse but dilak ukan pula serangkaian upacara pertani­
an untuk mohon kesuburan dan hasil yang baik dengan saji-sa­
jian dan binatang korban. yang oitujukan kepada dewa-dewa 
dan arwah nenck moyang. 

Di samping hL•rtani . JWnduduk juga betcrnak terutama 
kcrbau. babi. sapi. kambing kuda dan unggas. Namun peter­
nakan lebih banyak bcrfungsi untuk memcnuhi keperluan upa­
cara dan status sosial dari pada fungsi ekonomi . 



Perkebunan bcsar clan seclang belum dikenaL yang ada se­
macam perkebunan kecil yang ditanami tanaman penlagangan 
oleh rakyat seperti kelapa. kopi. Di samping itu juga hasil-hasil 
hutan berupa madu. Jilin, kayu ccndana. kemiri dan asam. 

3. Keadaan Masyarakat dan Kepercayaan. 

Keadaan masyarakat di Nusa Tenggara Timur tidak -ba­
nyak mcngalami pembahan. Masyarakat masih tetap terikat 
pada nilai tradisioneL Kehidupan masyarakat tctap tcrbela­
kang. Peranan pemimpin-pemimpin adat masih sangat besar 
dan diikuti oleh anggota masyarakat. r 

Dalam b idang kepercayaan pendud uk sebagian besar tclah 
mcmcluk agama Katholik temtama di pulau Flores dan sebagi­
an pulau Timor. Agama Kristen Protestan berkembang di Ti­
mor. Sumba. Alor. Rote dan Sabu. Pada masa scbelum tahun 
1947. dalam organisasi ke9.erajaan terutama di Timor. merupa­
kan masa transisi dari masa lndisc/ze Kerk ke masa Gereja Jlla­
sehi Injili Timor. Pada tahun 1945 datang dari negeri Belanda, 
kc Timor Ds. E. Durkstra yang meneruskan peke!jaan Ds. G.P. 
Locher dan D.S.I.H. Enklaar yang ditinggalkan karena mcle­
tusnya perang pada tahun 1942. Ds. Durkstra memulai tugas­
nya dengan menyusun satu komisi untuk mempersiapkan sua­
tu sinode yang bcrdiri sendiri. Pada tanggal 31 Oktobcr 1947 
Gcrcja eli Timor memperoleh keduclukan sebagai gcrcja yang 
bcrdiri sendiri dengan nama Gereja Masehi lnjili Timor(CMIT) 
dalam lingkungan Gcrcja Protcstan Indonesia. Dan Ds. Durks-

tra. mcnjabat Prodckant T'ooritter. Tcrakhir dan mcnjadi Sino­
de G MIT yang pcrtama. Sekretarisnya adaiah pend eta E. To­
koh. Sinodc GI\11T yang pcrtama tcrcliri dari enam klasis yaitu: 
a. 1\.lasis 1\.upang yang mcliputi Kupang. Amarasi dcngan pcn­

dcta I. Arnolclus sebagai Ketua klasis. 

b. Klasis Camplong yang mcliputi Fatuleu dan Amfoang de­
ngan Pendeta Naiola sebagai Ketua Klasis. 

c. Klasis SoE yang_ meliputi Amanuban, Amanatun , Mollo, Ti­
mor Tenga Utara d;m Belu dengan Pendeta M. Bola sebagai 
Ketua Klasis. 

d. Klasis Alor/Pantar dengan Pendeta M,. Maotina sebagai Ke­
tua Klasis. 

e. Klasis Rote dengan Pendeta Y. Zacharias scbagai Ketua Kla­
sis. 
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f l~lasis Sabu dcngan pcndcta l\1. Radja Haba scbagai Ketua 
Klasis. 

Di sam ping cnam klasis itu tcrdapat juga tiga jcmaat yang 
bcrdiri scndiri. yaitu jcmaat Kota Kupang. Jcmaat Endc (Flo­
res) dan Jemaat Sumba 

Dcngan takluknya Jcpang. dalam agama Katholik mcmba­
wa pcrubahan. Pastor-pastor. brudcr dan sustcr yang diintcrnir 
lambat Iaun kembali kc posnya. Dcngan demikian umat yang 
tcrlantar dapat dilayani kcmbali dcngan intcnsip. 

Dalam bidang agama Islam. pcmcluknya tcrbatas di dac­
rah-daerah pantai. walaupun secara formal scbagian bcsar pcn­
duduk tclah mcmduk agama. tctapi dalam kehidupan schafi- ' 
hari unsur kcpcrcayaan asll yaitu pcmujaan tcrhadap rokh nc­
nek moyang masih sangat bcrpcngaruh . 

4. Didang Scni budaya dan Pcndidikan. 
n~llam hil1~1ng sl·ni hudaya . dacr;.~h \:TT tidak hanyak 111l'­

ngalami pcrubahan kcbudayaan tradisional tetap bcrkcmbang. 
yakni scni ikat tradisional yang mcnghasilkan kain sarung dan 
sclimut. Tari-tarian yang scring dikaitkan dcngan upacara adat. 
dcmikian pula syar-syair adat. scni suara tradisional juga n1c­
ngalami Jh'rkcmbang;.~n. 

Dalan1 hidang Jll'ndidiLmpun tidak banyak lllL' llgalami . 
pcrubahan walaupun sckolah-sekolah yang ada tctap mcnjalan­
kan missinya . Sckolah tcrscbut adalah sckolah-sckolah yang di­
asuh olch Misi Katholik maupun lending Protcstan. 

B. MASA AKSI MILITER BELANDA PERTAMA. 
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lksarnya biaya opcrasi militcr Belanda di Indonesia telah 
ln c·I: l! 'L" IIiJ ' i~ kas Ncgcri Bclanda yang kcadaan ckonominya sudah 
huruk . Di samping itu juga atas dcsakan kaum politisi. agar Bclan­
da mempcrccpat pcnyclcsaian masalah yang dihadapi di Indonesia, 
maka Van Mook mclancarkan Aksi ivlilitcr Pcrtama pada tanggal 

21 Juli 1947 . 

Namun situasi Aksi l\lilitcr Bclanda yang pcrtama tcrscbut. di 
dacrah Nusa Tcnggara Timur hampir tidak nampak pcngaruhnya. 
llal ini discbabkan karcna pada saat itu scluruh dacrah NusaTeng­
gara Timur berada dibawah kckuasaan Bclanda dcngan mcncmpat­
kan scorang residen bcrkcdudukan di Kupang. Pada waktu itupun 



tidak ada kekuatan militcr lain diluar kekuatan militer B~..·lamla . 

Walaupun di dacrah Nusa Tcnggara Timur dalam bidang pcmcrin­
tahan swapraja. raja-raja tl'tap mcnjalankan pcmcrintahan. tctapi 
mcrcka sebenarnya tunduk pada kckuasaan yang lebih tinggi yakni 
kontrolur. assistcn residen dan residcn. 

Oleh karcna itu juga kehidupan ckonomi. seni budaya. pendi­
dikan. dan stntktur pemcrintahan tidak mcndapatkan pcngaruh 
dari luar dan tidak banyak mcngalami pcrubahan. Namun dcmiki­
an putcra-putcra dari dacrah Nusa Tcnggara Timur yang bcrada di 
Jaw a dan Sum at era scrta bcbcrapa dacrah lain ikut ak tip bcrsama 
saudara-saudaranya bl'!juang mclawan Aksi l\1ilitcr Pcrtama Bclrul­
da . 

C. MASA AKSI MILITER BELANDA KE II DAN PERIODE PE­
RANG GERIL Y A. 

Pihak Bclanda mulai mdaksan:.rkar\ Aksi Militcr kedua dcngan 
nwnycrang ibu kota Rcpublik lndor1csia di Jogyakarta pada tang­
gal 19 Dcscmber 1948. Jam 06.00 pagi. Dcngan mcngambil pcla­
jaran dari Aksi ivlilitcr yang pcrtama yaitu sukar menundukkan Rc­
publik Indonesia dcngan mcngepung_nya dari Jawa Barat. Scma­
rang dan Jawa Timur. maka ibu kota Rcpublik Indonesia langsung 
discrbu. Melalui opcrasi lintas udara pasukan Baret IIijau Bclanda 
ditcJ:iunkan di ping).!ir kota yogyakarta. Dalam waktu yang singkat 
pangkalan udara :-.tafuwo tclah dikuasai scpcnuhnya olch tcntara 
I3clanda. 

Di dacrah-dacrah lain pasukan Bclanda bcrgcrak mclintasi ga­
ris demarkasi dan dalam waktu singkat berhasil mcnguasai kota­
kota dan jalan~jalar1 raya. Namun dcmikian Bcland~i tidak berhasil 
menghancurkan Rcpublik Indonesia. Pcrlawanan bcrsenjata tcrha­
dap Bclanda tctap bcriangsung dan · diiakukan secara bcrgcrilya 
olch kckuatan Rcpublik Indonesia. 

Di dacrah Nusa Tcnggara Timur pada waktu itu tidak tcrjadi 
pcrlawanan bcrscnjata. karcna situasi di dacrah Nusa Tenggara Ti­
mur tidak banyak bcrbcda dcngan situasi pada Aksi ~tilitcr Perta­
ma. DaC'rah Nusa Tenggara Timur tctap dibawah kckuasaan Pemc­
rintahan Belanda. Secara formal NTT bcrada dibawah kckuasaan 
Ncgara Indonesia Timur. namun dalam praktck Rcsidcn dan wakil 
rcsidcn Bclamra yang didukung kckuatan KNIL tctap berkuasa. 
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Atas serangan Jogya, sebagai protes Kabinet Negara Indonesia 
Timur yakni kabinet Anak Agung Gcdc Agung kc I mcmbubarkan 
diri pada tanggal 20 Desember 1948. Hal mana disokong scpcnuh­
nya oleh Fraksi Progresif dan Fraksi Nasional yang anggota-anggo­
tanya mempakan golongan terbesar dalam Parlcmen NIT. 

Belanda sangat terkejut dcngan sikap tegas dari pcmcrintah 
dan rakyat NIT, apalagi seluruh duniapun mencela tindakan Bclan­
da. Kaum Nasionalis di lua~: dan di dalam Parlemcn NIT semakin 
menuntut, dengan menunjuk kembali Anak Agung Gede Agung sc­
bagai Perdana Menteri, tetapi dengan program yang lebih maju lagi 
dari program Kabinet sebelumnya. 6

)-

Program Kabinet yang baru itu mcnyebutkan : antara lain 
mencela dengan sangat tindakan Belanda . NIT hanya mau mem­
bentuk Negara RIS yang merdeka bersama-sama Rer)ublik dan 
oleh karena itu Bung Karno dan Bung Hatta harus segera dikemba­
likan ke Jogyakarta. Agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 
mengusahakan suatu Konperensi Meja Bundar guna mclahirkan 
Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat. 

Rancangan Undang-undang yang telah disetujui oleh Pemc­
rintah Belanda, sebagai basil .f(onperensi Federal Bandzmg, antara 
lain menyetujui pembe.ntukan Republik Indonesia Scrikat dalam 
bentuk uni dengan Belanda, dengan militer tctap dikuasai oleh 
Pemerintah Belanda, ditolak t'nentah-mentah olch NIT. 

I.H . Doko seorang tokoh POI dalam Kabinet Anak Agung 
Gede Agung ke II diangkat sebagai Menteri Penerangan 7 

) . 

Di luar Parlemen oleh partai-partai Nasional yang pro-Rcpu­
blik di seluruh Negara Indonesia Timur, dibentuklah Gabungan 
Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI ), yang berpusat di 
Makasar yang· cliketuai oleh Arnold Monomitu . Partai Demokrasi 
Indonesia Timor menunjuk I.H. Doko sebagai wakil tetapnya cia­
lam GAPKI, dalam Kongres GAPKI yang pertama kalinya diada­
kan di Makasar. Kongtes tersebut telah menghasilkan yang pedo­
man peJj uangan GAPKI isinya an tara lain : 

I. Sukarno - Hatta adalah lambang peJjuangan dan persatuan In­
donesia; 

2. Yogyakarta adalah lambang peJjuangan kemerdekaan Indonesia . 

3. Merdeka hanya bersama-sama dengan Republik, sehingga sekali 
ke Yogyakarta, tetap ke Jogya. 8

). 



Sesudah GAPKI pada kongresnya mengeluarkan beberapa resolusi 
yang mengeritik dan mendesak Pemerintah NIT untuk bertindak 
lebih tegas terhadap politik adu domba Belanda, yangturut ditan­
datangani oleh beberapa Menteri NIT antara lain Y. Tatengkeng 
dan I.H. Doko, maka terjadilah kegoncangan dalam kabinet. 

Y. Tatcnkeng dan I. H. Doko dcnga1~ tegas mcnyatakan.· bah­
wa mereka scdia mengundurkan diri dari kabinet apabila keduduk­
an mcreka sebagai Mcntcri Negara tidak dapat dipcrsatukan de­
ngan keanggotaan mereka dalam GAPKI. Nampaknya Kepala Ne­
gara NIT, Sukawati clan Perdana Menteri Anak Agung Cede Agung 
tidak berani mengambil tindakan dan kedua. tokoh tersebut di atas 
tetap sebagai anggota kabinet da11 mempertahankan pendiriannya. 

Di Timor beberapa waktu sebelum Aksi Militer Belanda ke­
dua tcrhadap Republik. dimana timbul plakat-plakat anti Belanda. 
sehingga kekuatan Kolonial Belanda dengan penuh kccurigaan dan 
kerahasiaan terhadap tindakan kaum nasionalis. 

Pada tanggal 23 Desember 1948 yaitu empat hari sesudah 
Aksi l\1iliter Belanda dimulai, Kantor Pencrangan Daerah Timor 
mengadakan Rapat Raksasa di lapangan Airnona Kupang. yang di- . 
hadiri oleh lima sampai enam ribu orang.';l)i antaranya juga hadir 
bebcrapa anggota pamong praja bangsa Belanda. Dalam rapat terse­
but para anggota KNIL dari berbagai kcsatuan bersama P·olisi Mili­
ter dan Nefis menjaga kemungkinan dengan senjata lengkap. 

Dalam rapat tersebut berbicara Th .. Mesakh (Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Timor) clari E.R. Here Wila (Kepala 
Kantor Pencrangan Keresidenan kepulauan Timor'). Th. Mcsakh 
dalam rapat membentangkan ten tang Aksi Militer Beland a ·terhac 
dap Republik. Sedang E.R. Here Wila mengungkar}kan bantahan­
nya sebagai Kepala Kantor Penerangan keresiclenan Timor atas No­
ta Dinas ·yang disodorkan Asisten Residcn atas nama Residen Ti­
mor untuk mengumumkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia 
Timur menyetujui dan mendukung Aksi Militer Belanda Kedua. 
adalah ticlak benar. Akibatnya suasana rapat menjadi semakin te­
gang. Beberapa hari kemudian Belanda melakukan penangkapan 
atas bcbcrapa pemuda Pnsatuan Islam Timor (Persit) antara lain : 
A.\1. Salia. \1. llyas. M.A. Kiah, S.M . Djawas Jan II.A. Alhab­
sji. Mereka ditaha_n atas tuduhan palsu. Selama beberapa bulan 
Angkatan Berscnjata Koionial Belanda sibuk mengamat-amati 
pcmuka-pcmuka Nasional. Di antaranya rumah dan pckarangan 
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I-I.A. Koroh raja Amarasi. Ketua Federasi Timor atas tuduhnan se­
dang mcnyembu11y ikan sisa-sisa scnjata Jepang. Namun berkat usa­
ha E. R. llcn:wiLt maka usaha Belanda dapat digagalkan. 9

) 

D. INTERAKSI OJ DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN 
GERBAGAI KEJADIAN BERSEJARAH TINGKAT NASIONAL. 
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I. Maklumat Pemerintah No. X. 

Pad a tanggal 16 Ok tober 1945. jad i tidak mcncapai 2 bu­
lan setclah Undang-undang Dasar 1945 bcrlaku. Wakil Prcsiden 
atas usul Komite Nasional Pusat. pada hari yang sama tclah 
mcngumumkan \laklumat No. X. yang mcnctapkan bahwa 
Komite Nasional Pusat. sebclum terbcntuknya Majelis Pcrmu­
sya\varatan Rakyat dan Dewan Pcrwakilan Rakyat discrahi kc­
kuasaan legislatif dan ikut mcnetapkan garis-garis bcsar daripa­
da haluan negara. 10

) 

Di Daerah Nusa Tcnggara Timur pada waktu itu tidak ada 
intcraksi langsung dengan Maklumat Pemcrintah no. X. kan:na 
Belanda bcrkuasa kcmbali sesudah Jcpang menycrah. Okh ka­
rena itu Komite Nasional daerahpun tidak terbcntuk . DaL'rah 
Nusa Tenggara Timur pun tidak mengirimkan wakilnya sccara 
langsung kc Komite Nasional Pusat. Namun dcmikian "akil 
dari Nusa Tcnggara Timur ada. yakni A.S. Pello dan . IR . ! () bu . 
Kedua orang tcrsebut adulah orang-orang dari Nusa TL·nggara 
Timur yang bcke!ja di Jawa. schingga mcreka dapat ditunjuk 
mcnjadi wakil di dalam Komitc Nasional Indonesia Pusat. 

2. Sikap Masyarakat di Dacrah terhadap Konpl·rcnsi ~'Iatino. 

Sc·l'c· luJn KPilflL'I"L'Ihi \lalino. di Daerah Timor terscbut da­
lam kalangan tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam 
Partai Demokra~i Indonesia adanya dua pcndapat yaitu : 

a. Pendapat Tom Pello yang beraliran non koopcratip. 
Tom Pcllo tidak mcnyetujui pengiriman utusan dari Partai 
lkmokrasi Indonesia ke Konpcrensi \lalino karcna Rcpublik 
tidak · ikut serta. Konperensi Malino dianggap sebagai suatu 
usaha Beland a untuk mengadu dom ba tokoh-tokoh di Dac­
rah Jcngan Rcpublik. 

b. Pcndapat 111. lhko mcngatakan bahwa Partai Demokrasi 
Indonesia harus mengirimkan utusannya ke Malino. Dcngan 
mengirimkan utusannya berarti Japat memperdengarkan ke-



pada bangsa Indonesia di Dacrah lain dan kepada dunia luar, 
ten tang suara hati nurani rakyat Timor yang sebenarnya ingin 
merdeka bersama-sama dengan saudara-saudara Bangsa dan 
se Tanah Air. • 

Jika golongan nasionalis yang tergabung dalam Partai De­
mokrasi Indonesia tidak mengirimkan utusan , maka golongan 
Lima Serangkai yang pro Belanda akan mendapat kesempatan 
untuk mengirimkan utusannya atas nama rakyat Timor dan 
menentang golongan Nasional. Mereka akan menyatakan rak­
yat Timor tetap sctia kepada Belanda selama-lamanya . 1 1 

) . 

Bila hal tersebut terjadi akan sangat merugikan golongan 
nasionalis. Oleh karena itu setelah teijadi pertukaran pikiran 
yang cukup matan__g_, akhirnya diputuskan POI akan mengirim­
kan utusan kc Konpncn~i \blino dcngan syarat. bahwa para 
utusan dalam kcadaan yang bagaimanapun tcrikat dengan man­
dat yang diberikan oleh partai. 

Utusan yang dikirim· adalah H.A . Koroh didampingi LH. 
Doko sebagai penasehat dan Th. OEmatan sebagai sekretaris. 
Adapun mandat yang harus dipeijuangkan yang ditandatangani 
oleh Tom Pello dan Ch. F. Ndauman'u memberi kuasa kepada 
utusan Timor agar bermusyawarah dengan wakil Pemerintah 
Belanda tentang Nusa Bangsa Indonesia . Hak untuk menentu­
kan nasib diri . sendiri untuk seluruh bangsa Indonesia pada 
waktu itu juga, menjadi dasar tuntutan delegasi. Memperjuang­
kan bersama-sama dengan wakil-wakil yang bersangkutan , su­
paya Keresidenan Timor dan daerah takluk digabungkan de­
ngan Bali, Lombok dan Pulau-pulau Selatan Daya menjadi su­
atu daerah otonomi d~lam lingkungan Republik Indonesia. 

Di samping utusan-utusan dari Timor, daerah-daerah Nusa 
Tenggara Timur lainnya juga mengirimkan utusannya seperti 
Daerah Sumba dan Flores. Ternyata utusan dari Timor dengan 
berani mengemukakan _pendapatnya sesuai dengan mandat 
yang dihcrikan. Dalam Konperensi tersehut bahkan dalaQl pi­
datonya utusan Timor menuntut hak untuk menentukan nasib 
sendiri. Mereka diluar atau di dalam lingkungan kerajaan terse­
rah kepada pemilihan dan penentuan Bangsa Indonesia sendiri . 

Selanjutnya utusan Timor mengusulkan supaya keresiden­
an Timor dengan persetujuan dari utusan-utusan yang bersang­
kutan, digabungkan dengan Bali dan Pulau-pulau Selatan Daya 
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menjadi satu, autonoom Gebied" yang berada langsung diba­
wah kekuasaan Pemerintah Pusat Indonesia. 

Sementara itu NIC A di Timor memperhebat usaha meng­
adu domba dengan cara menghasut Lima Serangkai dan raja­
raja yang lain untuk menolak suara POI yang dikeluarkan di 
Malino. Belanda berhasil mengajak pemimpin-pemimpin Lima 
Serangkai untuk mengirim telegram ke Malino yang ditujukan 
kepada Letnan Jendral Dr. Van Mook dan Komisaris Pemerin­
tahan Timur Besar, Dr. Hoven yang menyatakan bahwa kcdua 
utusan Timor kc Malina yakni II\ . ~oroh dan Ill Doko bukan 
mewakili rakyat Timor. Suara yang mereka keluarkan sama se­
kali bukanlah suara rakyat Timor dan oleh karena itu tidak da-
pat diterima. · 

Dengan adanya surat terse but kedua utusan Timor dipang­
gil kcdua pembesar Belanda dalam konperensi Mali diatas dan 
dituduh mcmbawa suara atas nama rakyat yang tidak benar. Se- . 
tclah diketahui bahwa panggilan tersebut adalah gara-gara til­
gran) yang dikirimkan Lima Serangkai I.H. Doko dan H.A. Ko­
roh berhasil menangkis tuduhan bahwa Lima Serangkai yang 
mengatas namakan rakyat Timor untuk protes adalah tidak be­
nar. Sebab mereka adalah bukan orang Timor · tetapi orang­
orang Maluku Selatan Daya dan Delanda Indo . 

Pemcrintah Belanda di Timor mcncari usaha lain karena 
melalui Lima Serangkai gaga!. Raja-raja di Timor dihasut untuk 
menentang pendirian utusan Timor di Malino . Seorang Asisten 
Residen Belanda di Kupang membujuk pula raja Kupang A. 
Nisnoni untuk membuat pernyataan menentang suara utusan 
Timor. Tetapf.usaha tersebut gaga!, karena raja Kupang tidak 
menerima bujukan tersebut , lebih-lcbih raja Kupang adalah Ke- · 
tua Cabang ~Dl. Kupang Pemerintah Be Ianda tidak put us asa 
untuk mendiskreditkan utusan Timor di Malino .Kepada semua 
Hoofd van P/aatselijk Bestuur d iinstruksikan untuk menghasut 
raja-raja di wilayah masing-masing agar menentang raja Amara­
si pada rapat raja-raja yang diadakan di SoE, tetapi ternyata 
usaha yang diharapkan d~pat membawa hasil. gaga! total. Se­
bab raja-raja yang dibujuk agar tidak mengakui suara utusan 
Timor ke konperensi Malino, bahkan semuanya yang hadir 
akhirnya mendukung apa yang dikemukakan raja Amarasi se­
bagai utusan Timor di konperensi Malina. 



3. Sikap terhadap Konperensi Denpasar dan NIT. 

Pada waktu diadakan Konperensi Denpasar daerah-daerah 
Timor, Flores dan Sumba mengirimkan utusannya. Dalam kon­
perensi yang berlangsung dari tanggal 18 sampai 24 Desember 
1946 , daerah Sumba mengirimkan utusannya yang .terdiri dari 
Umbu T. · Mbili sebagai wakil raja-raja, L. Kalumbang sebagai 
wakil rakyat dan U.T. Marisi sebagai Sekretaris berdasarkan ha­
sil keputusan rapat raja-raja seluruh Sumba pada tanggal 26 
Nopember 1946 dalam rangka pembentukan Dewan Raja-raja. 
Sedangkan Daerah Timor mengirimkan tiga utusan pula, yaitu 
I. H. Doko yang dipilih melalui pemiliha,n, yang kedua Ds. Alex 
Rotti yang ditunjuk oleh Dewan Raja-raja. Kedua utusan terse-

. but adalah merupakan unsur nasional dari POI. Sedang utusan 
ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Belanda Pastor G. Ma­
nek dari Belu. 

Dengan kenyataan baliwa daerah-daerah di Nusa Tenggara 
Timur secara resmi n1engirimkan utusan di mana utusan terse~ 
but dipilih oleh Dewan Raja:raja , dapat dikatakan bahwa pada 
waktu itu tidak ada reaksi yang ruenentang Konperensi Denpa-· 
sar. 

Walaupun dcmiktan utusan dari Timor mendapat mandat yang 
mcngcmban .tiga hal yakni : 

·a . Timor mendukung sepenuhnya persetujuan Linggarjati yang 
telah tercapai antara Perdaria Menteri R.I. Sutan Syahrir dan 
Komisi Jendral Belanda yang dipimpin oleh Prof Schermer­
horn, sebagai" permulaan pembukaan jalan untuk pemben­
tukan Negara Republik Indonesia yang merdeka. dan berda­
ulat. 

b. Timor tidak dapat diceraikan dari Indonesia seluruhnya. 
c. Menuntut agar Korte Verklaring yang menetapkan bahwa 

wilayah Kerajaan raja-raja adalah bagian mutlak dari wilayah 
kerajaan Belanda dan para raja harus mengakui kedaulatan 
Ratu Belanda dan tetap setia dan taat kepadanya, segera ha­
rus dibatalkan dan dianggap tidak berlaku_ lagi bagi raja-raja 
di Timor. 

Dari Konperensi Denpasar ini akhimya diputuskan ten­
tang berdirinya Negara Indonesia Timur. Dengan demikian 
utusan dari Nusa Tenggara Timur ikut ambil bagian dalaril pro-
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ses berdirinya negara Indonesia Timur. Oleh karena itu sejak 
beridirinya negara Indonesia Timur, daerah Nusa Tenggara Ti­
mur jadi bagian dari negara Indonesia Timur. 

Namun demikian dengan adanya unsur-unsur Nasional 
dan tokoh-tokoh didalam negara Indonesia Timur, termasuk 
juga tokoh dari Indonesia Timur, pel*lnan tokoh-tokoh itu sa­
ngat besar dalam proses perkembangan ke arah terbentuknya 
Negara Kesatuan RI. setelah melalui proses yang panjang. Bah­
kan tokoh-tokoh dari Nusa Tenggara Timur tidak jarang hants 
mengalami pertentangan dengan Van Mook dan pembesar­
pembesar Belanda yang lainn ya. 

E. PERJUANGAN MASY ARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG 
KEGIAT AN/KEHIDUPAN. 
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1. Tata Pemerintahan. 

Seperti telah d iungk apbn b:thw a d i dacrah :\usa Teng­
gara Timur sesudah Proklama:.i Kemcnkkaan tidak scmpat ter­
bentuk Pemerintahan Republik . Sesudah Jcpang menyerah ti­
dak terjadi pentbahan pemerintahan sampai pasukan Sek utu 
datang. Dengan nH~ndaratnya pasukan Australia sebagai anggo­
ta Sekutu yang dibelakangnya membonceng kekuatan NIC A, 
kekuasaan pemerintahan penjajahan Beland a kembali scperti 
sebelum perang. Tata pemerintahan ini berlaku scjak pendarat­
an Sekutu. di Timor pad.a tanggal II September 1945 dan di 
Sumba pada tanggal 9 Nopember 1945. Adapun daerah Nusa 
Tenggara Timur berstatus sebagai kercsidenan yang diperintah 
seorang residen dengan kedudukan di Kupang. Kekuasaan resi­
den meliputi tiga ajdeeling yakni Sumba-Bima. Flores dan Ti­
mor dan kepulauannya yang masing-masing dibawah kckuasa­
an asisten residen. Tiap afdeeling terdiri dari swapraja-swapra­
ja dibawah J<ekuasaan raja-raja. Di bawah kekuasaan raja-raja 
terdapat raja-raja kecilatau · raja bantu. Dibawah raja-raja kecil/ 
bantu adalah kckuasaan bestuur assistent yang dibantu oleh 
pembantu bestuur assistent dan tingkat terbawah adalah kepa­
la desa (lihat bagan I). 

Tata pemerintahan tersebut mengalami perubahan dengan 
terbentuknya pemerintahan Dewan Raja-raja di tiap afdeeling. 
Dewan raja-raja yang diketuai kedua Dewan Raja-raja mempu­
nyai anggota dan sekretaris sebagai Badan Penzerintahan /art­
an. Di samping itu terdapat scmacam Dewan Pcrwakilan yan~ 



disebut Badan Raja-raja. Namun pad a wak tu itu assistent resi­
den dan residen tetap merupakan penguasa yang riil. Dibawah 
kekuasaasisten residen masih terdapat controleur. Dan raja-raja 
secara resmi berada dibawah dua kekuasaan yakni Controleur 
dan Dewan Raja-raja. 

Dibawah kekuasaan raja-raja terdapat penguasa-penguasa 
yang tidak mcngalami pembahan seperti sebelumnya. Periocle 
ini berlangsung dari tanggal 2 I - 26 Nopember 1946 sampai 
tanggal 24 Desember 1946 (lihat bagan 1). Dari tanggal 24 De­
scm ber 1946 dengan terben tuk nya N egara Indonesia Timu r ta- . 
ta pemerintahan mengalami sedikit perubahart. Perubahan ini 
terutama bagian dari NIT. Sebenarnya pada masa NIT tclah di­
keluarkan pcraturan untuk pembebasan pegawai-pegawai ber­
bangsa Belanda. Namun dalam prak tck Residen clan asisten 
residen yang bertindak scbagai penasehat Dewan raja-raja te­
tap bcrfungsi sebagai pemegang kekuasaan (lihat lampiran 3). 

Dengan terbentuknya RIS pacla tanggal 27 Desember 
1949, maka NIT merupakan negara bagian dari RIS dan daerah 
NTT berarti merupakan wilayah RIS dan dengan masuknya 
NIT dalam RIS scrta adanya usaha untuk semakin memberi 
otonomi pemerintahan daerah. maka pada tanggal 29 Septem­
ber I 949 misalnya di Timor dcngan resminya terjadi penycrah­
an kekuasaan dari residen dan asisten residen kepada kcpala 
pemerintahan Dewan Raja-raja. Sehingga sejak proklamasi I 7 
Agustus l 945 barulah pada tanggal 29 September 1949 terjadi 
suatu tata pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan 
oleh penguasa daerah NTT tanpa ada lagi kekuasaan residen 
dan asist~n residen lihat bagan 4 ). 

Dalam perjuangan pemerintahan tokoh yang aktif dan du­
duk sebagai salah seorang pcjabat di 'Negara Indonesia Timur 
adalah I.H. Doko seorang tokoh pergerakan dari daerah Nusa 
Tenggara Timur. Di samping itu eli tingkat daerah nama-nama 
yang menonjol adal.ah H.A. Koroh, Tom. Pello, A. Nisnoni, 
E. R . Herewila . 
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BAGAN I 

STRUKTUR PEMERINTAHAN (II September). 
9 Nopember 1945 - 2 I /26 Nopember 1946 ). 

Gubernur Jendral. 

1 
Residcn 

t 
Asisten Residen l --

Kontroleur 

1 
Raja-raja besar (swapraja) 

Raja-raja Kecil 

t 
Bestuur Asisten 

1 
Pembantu bestuur asisten 

Kepala Desa 



BAGAN 2 

STRUKTUR PEMERINTAHAN 
(21/26 Nopembcr 1946-24 Desembcr 1946) 

Gttbernur Jendra1 

Residen 

T 
Asisten residen Ketua dewan raja-raja 

I ./ 
Badan raja-raja . 

Controlur · 
~ ,/ 

~ ~// 
Raja 

l 
Raja Kccil 

Bestuur lssistent 

l 
Pembantu bestuur assistent 

l 
Kepala Desa 
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BAGAN 3 

STRUKTUR PEMERINTAHAN 

(24 Desember 1946- 29 September 1949) 

Presiden NIT 

ReJden 

A . l 'd ststen rcs1 en Ketua dewan raja-raja 

KonJolur / 

Badan raja-raja. 

~// 
Raja 

l 
Raja kecil 

l 
Bestuur asistent 

l A ' Pembantu bestuur s1stcn 

1 
Kepala Desa 
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R.I. 

BAGAN 4 

STRUKTUR PEMERINT AHAN 
(27 Desember 1949- 17 Agustus 1950) 

~RI~ 
N 1 T Negara-negara bagian Iainnya. 

J 
Ketua Dewan raja-raja 4~--~~ Badan raja-raja. 

~ 
Raj a 

1 
Raja Keci1 

l 
Bestuur Asisten 

t 
Pembantu Bestuur Asisten 

J 
Kepa1a Desa 
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2 . Bidang Ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi daerah selalma masa revolusi pisik 
sangat lamban , terutama karena situasi politik pada waktu itu 
yang sangat labil dan terjadi perubahan-pcrubahan di tingkat 
atas. Usaha-usaha perbaikan kehidupan ekonomi belum men­
dapatkan perhatian yang wajar. Sebagian bcsar ekonomi da.c­
rah di Nusa Tenggara Timur tetap bersumber pacta bidang per­
tanian. Di mana pertanian pcrladangan dan peternakan mcru­
pakan dua bidang yang menonjol. Dalam perlada ngan dengan 
hasil utama padi ladang, ubi kayu, jagung, dan umbi-umbian 
serta kac.ang-kacangan . Hasil tersebut tcrutama untuk keper­
luan sendiri. Perladangan dikerjakan dengan cara sangat seder­
hana dengan sistem perladangan berpindah dengan tehnik pem­
bakaran dan penggunaan tugal (tongkat kayu). Dengan cara ini 
hasil sangat terbatas, namun membawa akibat samping makin 
meluasnya penggundulan dan erosi yang menyebabkan pemis­
kinan lingkungan , sehingga penduduk dalam keadaan miskin . 
Dalam sistem bert ani demikian orientasi pencluduk berakar pa­
d a kepercayaan nenek moyang. Keberhasilan pertanian tidak 
saja ditentukan oleh tehnologinya, tetapi juga proses upacara­
nya. ·~-

Dalam biclang peternakan, cara beternak adalah secara 
ekstensif, di mana hewan-hewan dilepas di padang. Terriak­
ternak yang penting adalah kucla, sapi, kerbau , babi. Namun 
ternak-ternak bagi kehidupan penduduk lebih berfungsi un­
tuk menjaga status s6sial daripada untuk kepentingan ekono­
mi. 

Di samping hasil-hasil tcrscbut eli atas claerah Nusa Teng­
gara Timur menghasilkan hasil hutan seperti : kemiri, kenari. 
asam, madu, lilin . Di daerah Sabu, Rote dan beberapa daerah 
di sekitar Kupang menghasilkan juga nira dan gula air dan gula 
kmpeng (gula merah) dari lontar. 

Dari bidang perikanan, hasil-hasil ikan terutama untuk ke­
perluan lo\cal. Sedang batu lola, sirip hiu dan rumput laut di­
perdagangkan ke luar. Di daerah Flores dihasilkan pula kopra. 

Di bidang kerajinan terutama yang menonjol adalah te­
nun ikat yang diketjakan secara tradisional dengan motif yang 



indab. Namun basil tenunan lcbib banyak digunakan untuk ke­
perluan keluarga. 

Kehidupan tata niaga, masih sangat terbatas tcrutama le­
bih berkisar di kota-kota swapraja ke atas. Pasar-pasar yang ra­
mai adalah di kota-kota pantai seperti Kupang, Waingapu, En­
de, Maumere, Kalabahi, Larantuka, Atapupu, Baa dan Seba. 

Dalam Junia perdagangan pedagang-pet:lagang Cina meme­
gang dominasi.Barang-barang yang dipcrdagangkan ke Juar ada­
Jab cendana . ternak. madu . lilin. kopra. asam , kemiri. kenari. 
batu lola. sirip hiu , rumput-rumput !aut. kulit. kayu manis. 

Sedang barang-barang dagangan yang dimasukkan ke da­
erah Nusa Tenggara Timur adalah barang-barang ke lontong. ba­
han bangunan , dan barang~.barang kebutuhan pokok. 

3 . Keadaan Sosial di Daerah. 

Pada masa pcrjuangan bcrscnjata di negara Indonesia ber­
langsung kcadaan di daerah Nusa Tenggara Timur.seperti telah 
dikemukakan tidak mengalami perjuangan bersenjata (revolusi 
fisik) . Okh karcna itu di bidang sosiaLjuga tidak begitu nampak 
::Jct::Jnya pcruhahan. 

Masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang sebagian besar 
hidup di desa yang tcrpencil dan tcrsebar. seb;:tgian besar meng­
gantungkan hidupnya dari pertanian tradisional. Dalam pola 
kehidupan penduduk tcrikat pada tata aturan tradisional yang 
bersumber pada kcpercayaan ncnek moyang . Dalam masyara­
kat yang demikian peranan pimpinan adat adalah sangat besar. 
Pclapisan masyarakat yang terdiri dari lapisan penguasa adat / 
bangsawan , golongan rakyat biasa dan golongan lapisan bawah 
yang dabulunya bekas-bekas keturunan budak masih tetap aua. 
namun demikian di pusat-pusat pemerintaban terdapat Japisan­
iapisan yang berada di luar lapisan secara tradisional yakni go­
longan pegawai, guru dan politisi. buruh yang lebih bebas kehi­
dupannya dan kurang terikat pada pola hidup tradisional. Go­
longan ini banyak mendapat pengaruh pendidikan modern dan 
pergaulan yang lebih longgar. karena ikatan-ikatan tradisional 
yang mulai renggang akibat pengaruh pendidikannya Jan Iing­
kungan hidupnya di kota. 

Walaupun dalam bidang pemerintahan penguasa-penguasa 
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tertinggi adalah berada pada penguasa Belanda yang berpang­
kat residen dengan kedudukan di Kupang. Namun bagi kehi­
dupan penduduk, raja adalah merupakan figur yang tetap sa­
rtgat penting peranannya dalam masyarakat, di samping para 
ketua adat. Beberapa raja yang terkenal dan berjiwa nasionalis 
serta besar peranannya di antaranya adalah H.A. Koroh raja 
dari Swapraja Amarasi,_ raja A. Nisnoni dari swapnija Kupang 
dan sebagainya. 

4. Kebudayaan. 

Dalam bidang kebudayaan, kehidupan keQudayaan tradi­
sional tetap berlangs:ung. Tari-tarian · tradisional, syair-syair 
adat dan nyanyian dilaksanakan terutama dalam kaitan dengan 
upacara upacara siklus/daur hidup/maupun upacara pertanian. 
Syair-syair adat yang berisi cerita-ce"rita nenek moyang dan do­
~geng tetap ditaati tata cara dan pelaksanaannya secara adat. 
Demikian pula tari-tarian dan nyanyian-nyanyian. Di bidang 
seni ika-t. · pendud uk masih tetap melaksanakannya untuk ke­
perluan hidup sehari-hari dan upacara. Motif-motif tradisional 
seperti motif yang. merupakan simbol reptil, binatang lain se­
perti burung, kuda, ayam tumbuh-tumbuhan, bunga, motif 
geometris dan orang tetap, berlaku. Namun pada periode ini 
penggunaan benang toko dan warna untuk pencelup yang be­
rupa wenter juga dikenal; disamping warna asli. Demikian juga 
pemakaiim kain tidak semata-mata unt"uk kehidupan sehari­
hari dan upacara adat, tetapi juga untuk dijual. 

Seni anyaman yang berupa tempat sirih, baku! dan alat­
alat kebutuhari sehari-hari serta -topi juga tidak banyak meng­
alami perubahan. Pada masa ini juga mulai muncul sandiwara 
yang dipentaskan untuk tujuan politik. Hal ini terutama ter­
jadi di Kupang yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Partai Demo­
krasi Indonesia Timor. Sandiwara yang mengandung sindiran 
pada penguasa terkenal dengan lakon Oom Kloom dan Tante 
babangka. Sebenarnya sandiwara untuk tujuan politik pernah 
juga hidup pada masa periode perjuangan pergerakan. Teruta­
ma adalah terjadi di Ende yakni sewaktu tokoh pergerakan dan 
proklamator yakni Bung Karno dibuang di Ende oleh pemerin­
tah Belanda. 

5. Pendidikan dan llmu Pengetahuan . 
. 1& Keadaan pendidikan di daerah Nusa Tenggara Timur pada 



masa pergerakan dan peijuangan bersenjata tidak banyak me­
ngalaRli hambatan. Hal ini terutama karena di daerah Nusa 
Tenggara Timur memang peijmingan bersenjata tidak teijadi . 
Sekolah-sekolah terutama dilaksanakan oleh Misi Katholik dan 
Zending Protestan. Lebih-lebih lagi dengan kekalahan Jepan_g 
tenaga-tenaga pendidik berhasil bebas kembali dan dapat 
bekerja kembali pada pos-pos pendidikan semula. Banyak di 
antara kaum pendidik justeru lahir tokoh-tokoh peijuarigan di 
daerah seperti I.H. Doko, N.D. Dillak. 

Di samping sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah 
yang tetap melangsungkan misi pendidikanny~·. dibawah Yaya­
san dari Misi Katholik dan Zending Protestan, pada masa ini 
mulai pula adanya sekolah-sekolah madrasah yang didirikan 
oleh Organisasi Islam seperti Persit. 

Di Nusa Tenggara Timur telah ada pula sekolahSeminari 
Katholik di Todabelu . Pada tahun 1945 telah ada Ill siswa se­
minari dengan 6 kelas. Di Ledalero telah ada Seminari Tinggi . 
Sebenarnya seminari ini telah didirikan pa;da tahun 1936 na­
mun pada bulan Nopember 1943 terpaksa harus dikosongkan 
atas perintah penguasa pemerintahan Belanda. P. Koerneester 
bersama para novis, frater , pindah ke Lela. Namun pada 1944 
para novis harus meninggalkan Lela dan pergi ke Todabelu . Ba­
ru pada tangga1 5 Desember 1945 P. Koemeester bersama fra­
ter-frater dapat_kembali ke _Ledalero 1 3

) . Dan sejak itu semina­
ri tersebut dapat berkembang dengan lancar. 

Kaum cerdik pandai pada masa ini semakin banyak. Pada 
umumnya golongan cendikiawan ada1ah para pastor dan pen­
deta. Df samping itu juga beberapa golongan masyarakat biasa . 
Terutama yang menonjol adalah orang-orang dari keturunan 
suku Rote dan Sabu. 

Pengga1ian bidang ilmu terutama adalah ilmu kemasyara­
katan dan kebudayaan banyak dilakukan oleh para pastor dap 
pende-ta, di antaranya Ds. P. Middlekoop , P. Arndt, SVD, dan 
sebagainya. Di SoE pad~ masa ini telah ada lembaga pendidik­
aii yang menghasilkan tenaga pelayan jemaat. Pendidikan terse­
but bernama Stovil. Kemudian pada tahun 1949 telah berdiri 
di SoE Seko1ah Theologi I yakni yang menerima siswa-siswa 1u­
lusan SMP dan SGB dengan masa pendidikan 4 tahun 14

). 
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6. Agama dan Kepercayaan. 

Agama yang berkem bang pad a masa ini adalah agama Ka­
tholik. agama Prates tan dan agama Islam. Agama Katholik di­
anut sebagian bcsar penduduk pulau Flores, pulau Timor bagi­
an wilayah kabupaten Bclu dan Timor Tengah Utara. di sam­
ping itu juga terdapat d i Sumba. Sedangk an agama Protestan 
dianut di Timor wilayah kabupaten Timor Tcngah Selatan . Ku­
pang tr:rmasuk pulau Rotc dan Sabu dan pulau Sumba. Se­
dangkan agama Islam terutama bcrkembang di daerah pantai 
scpcrti di dacrah Alar. Flores. Sumba dan Timor. 

Pclayanan kchidupan agama Katholik dan Protcstan mcn­
jadi semakin baik setelah J cp<!ng nwnyPrah . Para pastor, pen­
deta yang diinternir telah dibebaskan kembali. Di bidang aga­
ma Kristen pad a 31 oktober 194 7 terbentuk Gereja Masehi In­
jili Timor (GMIT) dalam lingkungan Gereja Protestan di Indo­

nesia . Ds. Durkstra sebagai ketua Sinode GMIT yang pertama 
dmgan Sekretaris Pendeta E. Tokoh. Pacta tahun 1948 GMIT 
menjadi anggota dewan Gereja-gereja sedunia. GMIT telah 
mempunyai -6 Klasis yakni Klasis Kupang yang meliputi Ku­

pang dan Amarasi dengan Pendeta J. Arnoldus sebagai Ketua 
Klasis camplong meliputi Fatuleu dan Amfoang dengan pende­

ta \'aiola sebagai ketua. 

Klasi s SoL yang mcliputi r\manuban, Amanatun. Mollo. 
Timor Tcngah Ut<tra dan Bclu dcngan kctua pendeta 1\1 . Bolla. 
Klasis Alor/ Pantar dcngan kctua Pendeta M. Molina. Klasis Ro­
tc dcngan kctua pcndeta J. Zacharias dan klasis Sabu dcngan 
kctua M. Raja liaba. 1 5

) 

Pada tahun 1948 jumlah jemaat 170 buah dcngan 6 klasis 
yang dilayani tenaga pcnuh 280 orang di antaranya 75 orang 
pcndeta Indonesia, (14 Vikariat, II5 Guru Jemaat. 208 Guru 
Injil dan lima orang utusan lending. Jumiah anggota Baptisan 
200.000 orang. 1 6

) 

Pada pcriodc ini dalam kalangan agama katholig tidak di­
kctah u i secara past i bcrapa j umlah umat Katholik d i N usa 
Tenggara Timur. Di dacrah Larantuka misalnya telah ada ± 

90.000 umat Katholik. Scdangkan di daerah Ende dan Laran­
tuka pada tahun 1946 telah mendapat tambahan tenaga pastor 



dari Belanda 25 orang. Scdangkan pada tahun 1947 . 8 orang. 
tahun I948 tambah 14 tcnaga dan tahun 1949 tambah 22 tc­
naga. 

Walaupun scbagian besar pcnduduk Nusa Tenggara Timur 
telah mcmeluk agama. namun sisa-sisa kcpercayaan asli masih 
cukup kuat berpcngaruh dalam kchidupan sehari-hari. Dalam 
kcpercayaan asti pend ucl uk d i N usa Tengga ra Timur unsur pc­
inujaan arwah nenek moyang menduduki kedudukan pcnting. 
Di sampi.ng itu pemujaan makluk supernatural yang terpcnting 
adalah pemujaan penguasa langit. bulan, )natahari. makluk 
pcncipta dan penguasa bumi . Di berbagai (Jaerah dikcnal de­
ngan berbagai sebutan. Di dacrah Manggarai dikcnal Mori Kera­
Eng, di Ngada dikcnal istilah Cae Dell'a. di Ende Lio discbut 
Dua .Vggae. di Si.kka disebut Tana Ekan lera wu,lan, di Flores 
Timur dikenal istilah Lera Wulan Tana l:'kan. Di kalangan su­
ku berbahasa Dawan dikena.J istilah Vis .Veno. di Bclu dikenal 
Vai Maromak. di Sabu salah satu istilah menyebutkan deo wa­
ro deo penji, di Sumba disebut Va mall'u/u tau na maji tau 
(yang menganyan manusia). na nia pakall'ul·unga na Ama paka­
wunmgu (ibu bapa yang bila discbut namanya dibisikkan). 

Unsur-unsur kepercayaan asli masih nampak terutama d i 
kalangan masyarakat pedesaan dalam upacara pertanian dan si­
klus hidup. 

Dalam pelaksanaan pemujaan nenek moyang secara tra­
disional tetdapat bangunan suci simbul nenek moyang yang 
berada di tengah kampung. Bangunan ini selalu sepasang dalam 
bentuk menhir dan doln1en dari kayti ataupun batu di Ende 
Lio dikenal dengan istilah tubu musu dan lodo nda, di Ngada 
disebut ngadhu, bagha, pao dan !tire. Di Flores Timur dikenal 
dengan istilah nama dan mbanara, 'di d~erah Berbahasa Dawan 
dikenal lzau teas. d i Belu dikenal istilah bosok, d i. Sumba de­
ngan istilah marapu wano dan marapu bina. 17

) 

Simbul-simbul n~nek moyang tercermin pula dalam tiang­
tiang agung tersuci dalam rumah tradisionil dikenal tiang laki­
laki dan tiang wanita. 

7. Pers di daerah. 

Di daerah dikenal media masa yang berupa pers dalam 
bentuk majalah maupun surat khabar. Pers tersebut rata-rata 79 
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dikeluarkan oleh organisasi sosial, politik dan keagamaan. 

Di antara pers yang dikenal/diketahui namanya adalah 
Majalah Bin tang Timur yang dikeluarkan Misi Katolik di Ende, 
Majalah ini lebih banyak ditujukan untuk pembinaan umat Ka­
tholik dan tersebar terutama di Flores. 

Di sam ping itu dikenal pula surat kabar Timor Sedar yang 
berbahasa Indonesia. Surat kabar ini tersebar terutama di dae­
rah Timor dan sekitarnya dan lebih banyak bersifat sosial dan 
politik. 

Dari pihak organisasi politik Lima Serangkai dikeluarkan 
pula surat khabar berbahasa Belanda dan berbahasa Melayu 
bernama Kepanduan Timor. 

8. Kepemudaan, Kewanitaan dan lain-lain. 

Di Manggarai terdapat organisasi sosial bernama Persauda­
raan Sosial Katholik Ruteng. digerakkan oleh tokoh Katolik 
yang berasal dari Jawa bernama Eligius Suradjin Martawidagda, 
seorang Inspektur Sekolah, sejak tahtin 1933. 

Salah satu bagian organisasi sosial ini adalah Studie club 
· yang dipimpin seorang Guru bernama Gabriel Tjangkoeng yang 

pada t(!.hun 1 949 telah mempunyai 219 orang an.ggota. 

Persatuan Islam Timor (Persit) p~da tanggal 16 April 
1948 telah membentuk Badan Pemuda Persit dengan susunan 
Ketua Mohammad Ilias, Wakil : Salam Djawas, Panitera I : Ab­
dul Latif Malik , Panit.era II Ad. Djawas, Bendahara Djo Keneng 
dan Pembantu Hasan Baktiar, Said Anis Alkatiri , Husein Alka­
baji, Hadi Djawas, Kader Kiah, Muhammad Saleh, Kiang Lama­
ja, H. Baven dan Abdurrahmim. 

Tujuan Badan Pemuda Persit adalah mempererat hubung­
an anggota Persit serta mencerdaskan anggota-anggota agar 
mencapai kesempurnaan hidup sebagai seorang pemuda Islam. 
landasan Badan Pemuda Persit adalah KeTuhanan, Kemanusia­
an dan Perdamaian. Untuk mencapai tujuan organisasi, Badan 
Pemuda Persit berusaha menyiarkan ajaran Islam melalui kur­
sus-kursus, tabliq, olah raga dan kesenian/sandiwara. Untuk 
mengatur permainan sandiwara, maka dibentuk Badan Urusan 
Sandiwara pada IS Oktober 1948 yang dipimpin oleh Hamzah 
Alhab~i dan Husein Alkabsji. 18

) Di antara lakon yang pernah 



dipentaskan adalah Rangkaian Melati dan Mayat Yang Ter­
bungkus Tikar. Hasil sandiwara digunakan untuk membiayai 
pendidikan Persit, perbaikan mesjid dan disumbangkan pada 
Palang Merah. 

Di samping organisasi Pemuda, Persit juga memiliki orga­
nisasi wanita dengan nama Kesadaran Muslimat Persit ( KMP) 
yang dibentuk tanggal· 23 Mei 1948. Organisasi wanita ini di­
pimpin Nyonya Sitti Hawa dengan wakil Nyonya Sitta. Organi­
sasi ini dilengkapi dengan dua orang penulis, seorang bendaha­
ra, lima pembantu dan lima orang penasehat. Kegiatan organi­
sasi waqita ini selain meluaskan organisasi, juga mengadakan 
kursus pembantu mubaliq, kursus pemberantasan buta huruf, 
tabliq , secara keliling. Di samping itu juga mengadakan hu­
bungan dengan daerah-<laerah lain dalam rangka mempersatu­
kan umat Islam Timor. 

Oleh karena · itu dikirim ut.usan dati Kuparig ke Rote , Sa­
bu, Alor, Sulamu , Tablolong, OEsalain, Atambua, SoE. Pada · 
bulan September 1948 Persit mengirimkan tiga orang utusan 
untuk mengikuti Kongres a/ Islam di Makasar. 

Pad a tahun 1949 berdiri pula Kepanduan Muslimin Indo­
nesia (KMI), Namun berdirinya organisasi ini menimbulkan 
perpecahan di kalangan anggota Persit, karena ada yang pro 
dan kontra pembentukan Kepanduan Muslimin· Indonesia. 

oooOooo 
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BAB V. 

KEADAAN DI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR MENJELANG 
AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN (REVOLUSI FISIK) 

A. MASA MENJELANG PERSETUJUAN KMB. 

Keadaan di daerah Nusa Tenggara Timur menjelang persetujuan 
KMB, masih tetap berada di baw~h k~kuasaan Negara Indonesia 
Timur. Sesudah Negara Indonesia Ti~ur terbentuk, maka pegawai­
pegawai Belanda berangsur-angsur dlbebas-tugaskan. Walaupun se­
bagian kekuasaan itu masih dipegang oleh pihak pemerintah Be­
landa terutama posisi-posisi yang penting. ' · 

Kemudian ~tas usaha Ketua Gqbungan Keradjaan-keradjaan 
Afdeling Timor dan pula_u-pulaunya .dibuatlah suatu rencana untuk 
mengorganisasikan kerpb&li gabungan Kerajaafio.kerajaan Afdeling 
Timor dan pulau-pulaunya menjadi. Daerah Timor dan kepulauan­
nya. Sementara itu disiapkan puhi ~~atu peraturan untuk daerah 
tersebut, peraturan mana dicantumkan dalam peraturan Daerah 
Timor dan kepulauannya, tertanggal 24 April 1949 No. _I 0/Dr. 1

) 

Pada awal bulan Mei 1949 datanglah I.H. Doko, Menteri Pe­
nerangan Negara Indonesia Timur ke Kupang melantik Pemerintah 
dan meresmikan Daerah Timor dan Kepulauannya atas nama Men­
teri Dalam Negeri, Negara Indonesia Timur. 

Di samping itu 'sebelum peresmian tersebut, telah dikirimkan 
petugas ke daerah Nusa Tenggara Timur yakni seorang anggota 
Staf Kementeiian Dalam Negeri, Asisten Residen Rubiek untuk 
mengumpulkan data dan bukti-bukti yang menyebabkan ketegang­
an di daerah Nusa Tenggara Timur. Petugas tersebut berkunjung 
ke ~upang, Ende dan Waingapu. Ternyata setelah la.poran peJjalan­
an tersebut · dipelajari Menteri Dalam Negeii Negara Indonesia Ti­
mur, Anak AgungGede Agung, rriemp~roleh kenyataan bahwa Re­
siden Timor yang waktu itu dijabat schuler, dianggap sebagai sum­
her ketegangan. Untuk meredakan situasi maka Residen Schuler 
digeser d;m dikembalikan ke Nederland. Sebagai penggantinya di­
angkat Residen Verboef seorang Pamong Praja dari Makasar yang 
banyak mengikuti perkembangan daii dekat Negara Indonesia Ti­
mur. Oleh karena itu Residen Verhoef bertindak lebih luwes dalam, 
usaha menciptakan suasana saling pengertian di Timor. Walaupun da­
lam kenyataan di tiap daerah yakni daerah Sumba, d·aerah Timor dan 

. . . 



daerah Flores dipegang oleh Ketua Dewan Raja-raja dan residen 
serta asisten · residen sebagai penaseha t pemerin tahan dew an raj a-ra­
ja. namun dalam pelaksanaan residen dan asisten residen tetap 
mempunyai kek uasaan pemerin tahan yang besar. Kek uasaim resi­
den dan asisten residen barulah secara formil diserahkan kepada 
ketua dewan raja-raja di Timor pada 29 September 1949. sedang 
di Sumba bam pada tahun 1950. 

B. SIKAP MASY ARAKAT TERHADAP KONPERENSI ANT AR IN­
DONESIA. 

Konperensi Antar Indonesia yang berlangsung dua kali yakni 
yang pertama berlangsung di Jogya dari tanggal 19 Juli 1949 sam­
pai tanggal 22 Juli 1949, SL'dangkan yang kedua berlangsung di Ja­
karta dari tanggal 31 Juli 1949 sampai tanggal 2 Agustus 1949. Da­
lam konperensi tersebut hadir wakil-wakil Rl. dan pimpinan BFO. 
Pembicaraan dalam konperensi tersebut semuanya mengenai pem­
bentukan Negara Republik Indonesia Serikat. Kemudian susunan­
nya, terutama yang mengenai susunan dan hak Pemerintah RIS di 
satu pihak dan · negara-negara bagian/daerah otonom di lain pihak, 
khususnya mengenai kuangan dan perekonomiannya. Selain itu di­
atur juga perihal budaya, antara lain pendidikan dan akhirnya ten­
tang keamanan umumnya dan khususnya tentang pembentukan 
Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) penarikan 
tentara Belanda dan penyerahan KNIL yakni anggota-anggota Ten­
tara Belanda bangsa Indonesia kepada APRIS 2 

). 

Dalam konperensi tersebut daerah Nusa Tenggara Timur seca­
ra tidak langsung diwakili yakni oleh IH. Doko yang pada waktu 
itu sebagai Menteri Penerangan NIT dan sebagai salah seorang ang­
gota utusan NIT. 

Sekembalinya dari konpen:nsi Antar Indonesia. dalam kedu­
dukan sebagai Menteri Penerangan NIT. segera mengadakan kam­
panye umum baik lisan maupun tulisan mengenai has.il konperensi 
yang ditujukan pada masyarakat dan pihak Belanda. 

Akibat pidatonya yang memberi penerangan hasil konperensi 
Antar Indonesia dan menggugah semangat persatuan maka I.H. 
Doko mendapat teguran dari seorang pembcsar militcr Belanda 
berpangkat Kolonel. Namun oleh I.H. Doko tidak diperdulikan ka­
rena dia beranggapan seolah-olah memberikannya tunduk pada 
Perdana Mentcri dan presiden NIT. 3) 

Scdangkan di daerah Nusa Tenggara Timur. reaksi masyarakat 
hampir tidak nampak. disebabkan terbatasnya komunikasi . Di 



samping itu konperensi tersebut diikuti pula oleh tokoh dari NTT. 

C. PELAKSANAAN HASIL KONPERENSI KMB DI DAERAH NU­
SA TENGGARA TIMUR. 

Daerah Nusa Tenggara Timur merupakan daerah dalam ling­
kungan Wilayah Negara Indonesia Timur. Dalam "bidang pemerin­
tahan secara formal terd apat pemerintahan Dewan Raja-raja yang 
terdapat di daerah Flores dengan pusatnya Ende , daerah Sumba 
dcngan pusat waingapu clan daerah Tinior dengan pusatnya Ku­
pang. Disamping pemerintahan Dewan raja-raja yang diketuai oleh 
seorang ketua, dalam kenyataan masih terdapat kekuasaan Residen 
dan asisten residen yang sangat berpengaruh dan merupakan peme­
gang kekuasaan yang nyata. Walupun telah dikeluarkan pertaturan 
di lingkungan NIT agar para pegawai Pamong praja berbangsa Be­
landa dibebas-tugaskan namun masin tetap Pemerintah Belanda 
yang berkuasa. 

l . 

Nampaknya dcngan adanya konpercnsi KMB membawa pc-
ngamh di daerah NTT. Yakni secara riil pemerintah Belanda mele­
paskan kekuasannya, dan diserahkan sepenuhnya kepada Dewan 
Raja-raj a. 

Di Timor pada tanggal 29 September 1949 dilakukan pula pe­
nyerahan seluruh kekuasaan Asisten Residen serta sebagian kekua­
saan Residen kepala-kepala Daerah Timor dan kepulauannya yakni 
H.A. Koroh yang mulai menjalankan tugasnya terhitung tanggal 1 
Oktober 1949. 

Pada bulan Oktober dan Nopember 1949 diadakan pemilihan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timor dan kepulauannya. De­
ngan hasil konperensi KMB, akhirnya Belanda menyerahkan kedau­
latan kerajaan Belanda pada RIS di Amsterdam yang dilakukan 
-sen·cftri olen Ratu Yullana kepada Drs . Mo h. _Hatta scbagai wakil 
Indonesia. Di sam ping itu juga tetjadi penyerahan kedaulatan Rl 
kepada RIS yang berlangsung di Jogya . Sedangkan-penyerahan pe­
merintahan Hindia Belanda pada RIS berlangsung di Istana Gam­
bir, .Jakarta. Akibat penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 De­
sember 1949, timbullah suasana tegang di daerah Nusa Tenggara 
Timur umumnya dan Timor khususnya, karena adanya keragu-ra­
guan dari pihak anggota-anggota KNIL yang datang dari Jawa . Me­
reka tidak dapat menentukan ked1:1dukannya, apakah akan meng­
ikuti Belanda atau mengikuti Indonesia . Ketegangan tersebut se­
makin hebat dengan tetjadinya Proklamasi Republik Maluku Se/a­
tan pada 25 April 1950. 

87 



Di tengah-tengah ketegangan tersebut tibalah di Kupang dari 
Makasar anggota Tentara Nasional Indonesia, Kapitan Andi Jusuf 
selaku pemimpin keadaan di Timor. Atas ketjasama dengan Jawat­
an Penerangan Daerah Timor dan kepulauannya, Andi Jusuf meng­
adakan peninjauan di Timor sampai perbatasan Timor Timur. Se­
bagai hasil penil).jauan tersebut, beberapa anggota KNIL dibawah 
pimpinan · ondef_Ieutnant I. 0, Faah bersedia meleburkan diri ke 
dalam Tentara Nasional Indonesia. 

D. SIKAP MASYARAKATTERHADAP CITA-CITA PEMBENTUK­
AN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. 

Sesudah Negara Republik Indonesia Serikat terbentuk, BFO 
seg~ra dibubarkan dan RIS sendiri mengangkat Mr. Moh. Roem se­
bagai komisaris Tinggi RIS di Nederland. Perdana Menteri ·NIT, 
Anak Agung Gede Agung diartgkat sebagai Menteri Dalam Negeri 
RIS dan kedudukamwa sebagai Perdana Menteri NIT digantikan 
oleh J.E. Tatengkeng. Namun kemudian Perdana Menteri J.E. Ta­
tengkeng mengundurkan diri pada tanggal 20 Pebruari 1950 dan 
diganti oleh Ir. P.O. Diapari . 

Kabinet NIT yang baru tersebut mengalami berbagai k.esulit­
an, karena kaum republik menghendaki pembubaran NIT dan me­
leburkan diri dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun 
kaum reaksioner yang pro . ( Twaaltde Province ) yang dipimpin 
oleh Mawikere; Petsatuan Timur Besar (PTB) yang .dipim(>in _oleh 
Pdlupessy, Lima Serangka1 di Timor yang dipimpin olch F.W. Ma­
race oe·ngan terang-terangan dengan oantuan Belanda dan anggota 
KNIL menghendaki Negara Kesatuan Indonesia Timur yang mer­
deka dan berdaulat dalam ikatan Kerajaan Nederland. Namun usa­
ha kaum reaksioner yang mendapat dukungan Belan.da; mengalami 
kegagalan. Di samping itu juga mulailah aksi-aksi m.cnentang fede­
ralisme dan mendukung persatuan dan kesatuan. Persatuan Demo­
krasi Indonesia di Timor bersama pemerintah dan rakyat di dae­
rah-daerah di NTT tidak tinggal diam dalam aksi pembubaran fe­
deralisme dan pembentukan Negara Kesatuan. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timor dan kepulauannya 
dalam sidang pleno tertanggal 23 Maret 1950 telah menyatakan su­
atu resolusi bersama, bahwa telah tiba saatnya untuk rakyat Indo­
nesia di daerah Timor, dan kepulauannya untuk menyatakan hasrat 
dan keinginannya mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia 
dj daerah Timor, dan kepuhiuannya untuk menyatakan hasrat dan 
kein~inannya mendeSak kepada Pemerintah Republik Indonesia 



Serikat dan Negara Indonesia Timur dihapuskan melalui Undang 
Undang Darurat dan meleburkannya ke dalam Republik Indonesia 
Menganjurkan kepada Pemcrintah Republik IndoneSia Serikat dan 
Republik Indonesia, agar supaya Daerah Timor dan Kepulauannya 
dijadikan bagian Republik Indonesia. 4 

) . 

Tokoh-tokoh yang pada waktu berperanan diantaran)'a adalah 
HA. Koroh sebagai Ketua Dewan Raja-raja Timor dan kepulauan­
nya dan ER. Herwwilu sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
dan tokoh-tokoh yang tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia . 

E. KEGIATAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KE­
HIDUPAN. 

1 . Kehidupan Sosial. 

Kehidupan sosial di Daerah Nusa Tenggara Ti~ur men­
jelang akhir revolusi kemerdekaan tidak banyak mengalami 
perubahan dengan suasana sebelumnya. Masyarakat tetap 
terikat pada kehidupan tradisicinil, dengan peranan yang be 
sar pada tokoh-tokoh adat.Mtmghadapi masa akhir revolusi ke­
merdekaan yang di daerah Nusa 'renggara Timur sendiri media 
masa sangat terbatas dan rakyat masih terbelakang, maka se­
bagian besar penduduk hampir tidak mengetahui terjadinya 
perjuangan bersenjata di Wilayah Indonesia lain . Hanya sebagi­
an kecil anggota masyarakat yang mengetahuinya, yaitu go­
longan terpelajar, pegawai pamong praja, guru dan pendet.a, 
ulama serta kaum pergerakan dan tentara. 

Bahkan timbul keresahan dan ketegangan karena kawatir 
akan nasib mereka setelah terjadi penyatuan dengan Negara 
Republik Indonesia. Golongan ini terutama para angota KNI L 
dan beberapa anggota bekas pamong praja Belanda. Namun si­
tuasi ini tidak berlangsung lama. Setelah bcrakhirnya kekuasa­
an Belanda ternyata masyarakat me_rasa lcbih bebas dan tidak 
diliputi rasa ketakutan. Bahkan nai1tinya semakin banyak ang­
gota masyarakat yang teijun dalam lapangan politik. Hal ini 
karena dahul~1 Belanda pernah melakukan larangan bagi orang 
Kristen untuk ak tif dalam politik . 

.. 2. Kehidupan Ekonomi. 

Dalam kehidupan ekonomi penduduk Nusa Tenggara Ti­
mur sebagian besar tetap berada dalam situasi kemiskinan. Pen­
duduk . yang tetap menggantungkan sebagian besar hidupnya 
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pada pertanian dimana perladangan berpindah dengan pemb:r­
karan padang dan pengolahan tanah belum mengenal bajak dan 
cangkul, 'menyebabkan dari basil pertanian tidak mencukupi 

· kebutuhan hidupnya. Pemeliharaan ternak· yang terpusat pada 
golongan bangsawan dan tokoh adat tidak banyak membantu, 
karena lebih banyak berperan untuk pesta-pesta dan menjaga 

. status sosial. 

Perhubungan antar daerah sangat sulit karena jalan-jalan 
sangat terbatas. Perkebunan-perkebunan besar dan sedang ti­
dak dikenal. Dalam dunia perdagangan golongan pedagang ke­
turunan Cina memegang kedudukan sangat penting baik seba­
gai pedagang perantara maupun pengecer. 

Barang-barang perdagangan dari Nusa Tenggara Timur be­
rupa hasil hutan yakni kayu cendana, asam, kemiri. Jilin , ma­
du, gula merah, kulit kayu. Di samping itu juga ternak saRi , 
kerbau, kuda dan hasil !aut berupa sirip hiu , batu lola, rumput 
laut. 

Kerajinan rurhah tangga yang mempunyai arti penting 
dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga adalah kerajinan 
tenun ikat'. anyam-anyaman dari daun lontar dan daun pandan. 

3 . . Kebudayaan. 

Dalam bidang kebudayaan, dalam masa menjelang akhir 
revolusi kemerdekaan tidak banyak mengalami perubahan ju­
ga. Kebudayaan daerah tetap berdasarkan kebudayaan yang 
bertumpu pada kehidupan tradisional. Seni tari, seni suara, se­
ni syair, seni anyam dan ukir tetap hidup secara tradisional dan 
terikat oleh tata aturan tradisional secara turun temurun. Ti­
dak terkoonlinir dalam suatu organisasi yang teratur secara 
modern. 

Suatu hal nyata adalah pemakaian dan penyebaran bahasa 
Indonesia menjadi semakin luas, di samping pengguna~n baha­
sa daerah dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Pendidikan. 

Dalam bidang pendidikan sebagian besar tetap dilaksana­
kan oleh swasta yakni oleh lembaga-lembaga keagamaan, ter­
utama agama Katholik dan Kristen Protesten. Di samping it11 



walaupun terbatas terdapat juga lembaga pendidikan yang di­
selenggarakan oleh golongan Islam yakni be'rupa madrasah da­
lam jumlah yang sangat terbatas. Pendidikan pada waktu itu le­
bih banyak terbatas pada tingkat dasar dan menengah pertama. 
Untuk pendidikan menengah atas hanya terbatas berupa Seko­
lah Seminari, Sekolah Theologia dan Sekolah Guru. 

Secara berangsur-angsur pada masa akhir peijuangan ke­
merdekaan, mulai adanya sekolah yang diusahakan pemerin­
tah. Hal ini terutama sangat nampak sesudah penyerahan ke­
daulatan. Namun tidak ada angka statistik yang pasti mengenai 
keadaan perkembangan pendidikan pada masa ini. Hanya pada 
tahun 1948 terdapat 130 sekolah Kristen di Timor. 

5. Keadaan Agama/Kepercayaan 

Di bidang agama Kristen , terutama di daerah Timor masa 
ini adalah merupakan masa awal periode Gereja Masehi lnjili 
Timor. Adapun perkembangan pokok adalah mendidik Jemaat 
yang telah biasa hidup dalat11 suasana lndische Kerk apa arti­
nya gereja yang -berdiri sendiri, di biqang pelayanan, tanggung 
jawab keuangan , administrasi dan lain-lain .. Tata gereja yang di" 
pakai boleh dikatakan kodifikasi dari p'raktek (pengalaman) 
pada waktu itu, dengan wadsan dari periode-periode yang lalu. 
Hal ini lebilr mendesak , karena dalam periode ini teijadi perpi­
sahan finansiil antara Gereja dan Negara. 5

) 

Adapun angka statistik yang ada yaitu tahun 1948 terdapat 
200.000 anggota baptisan di NTT, dengan 78 pendeta Indone­
sia , lima utusan Zending yang tersebar di enam klasis. 

Sedang dalam agama Katholik tidak terdapat angka statis­
tik yang jelas pada periode ini. Angka yang ada pada tahun 
1945 jumlah anggota baptisan di NTT kecuali Sumba adalah 
385 .290. Pada tahun 1953 menj"adi 568 .960. 6

) Namun yang 
jelas pada periode ini perkembangan agama semakin Iancar. 
Agama Islam tetap dianut sebagian kecil penduduk di daerah 
pantai. 

Sedangkan kepercayaan asli yang memuja arwah nenek 
moyang dan dewa-dewa tetap mem!mnyai peranan besar dalam 
kchidupan sehari-_hari bagi penduduk yang telah menganut aga-
ma maupun yang belum . · 
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6. Pers. Ke·pemudaan dan kewanitaan. 

Kehidupan Pers pada masa ini di daerah tidak begitu jelas. 
Namun pada masa ini telah ada Jawatan Penerangan di Kupang 
yang mulai aktif menyebarkan informasi dan penerangan kepa­
da penduduk. 

Sedangkan organisasi kepemudaan dan kewanitaan yang 
ada hanya berupa organisasi yang ada kaitannya dengan kegiat­
an agama baik dari agama Katholik, Kristen Protestan maupun 
agama Islam . 
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BAB VI 

PENUTUP 

Dari uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan beberapa hal se­
bagai berikut : 

1. Keadaan di daerah Nusa Tenggara Timur pada masa perjuangan 
bersenjata (revolusi phisik), salah satu segi banyak ditentukan oleh 
keadaan yang terjadi pada masa Jepang. Daerah Nusa Tenggara Ti­
mur merupakan daerah yang strategis bagi pertahanan baik ditin­
jau dari segi kepentingan Jepang maupun Sekutu. 

Pada masa pendudukan Jepang rakyat di Nusa .Tenggara Ti­
mur . sangat menderita. Namun demikian tidak sampai menimbul­
kan perlawanan. Organisasi-organisasi. yang dibentuk Jepang ter­
utama adalah S einendan, le~ho . Di samping itu juga terdapat pe­
ngerahan tenaga romusya. Gerakan _Pu.tera, Tiga A, Jawa !lokokai, 
Cuo Sangiin, Dokuritzu Jumbi Coosakai serta organisasi-organisasi 
lainnya yang di Jawa, dikenal tidak seluruhnya terbentuk dan di­
kenal. Tokoh-tokoh perjuangan pada masa Jepang menganut tak­
tik kooperatip dan banyak mendapat';kesempatan membela kepen­
tingan rakyat. 

" Kejadian Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diketahui sangat ter­
lambat oleh tokoh-tokoh perjuangan. Berita Proklamasi itu diketa­
hui menjelang Tentara Sekutu mendarat. Oleh karena itu tidak ter­
jadi perebutan kekuasaan dari tangan Jepang. Organisasi yang ber­
sifat kemiliteran pun tidak terbentuk, sehingga ketika pasukan Se­
kutu mendarat dan pasukan NICA membonceng, proses pengam-
bilan kekuasaan be.dalan lancar. · 

Pemerintahan Indonesia di daerah Nusa Tenggara Timur 
akhirnya tidak sempat terbentuk, karena dengan bantuan Sekutu, 
pemerintahan Belanda .Iangsung memperoleh kekuasaan kembali 
dengan lancar. Sedang kaum pejuang kurang memperoleh kontak 
dengan dunia luar dan proses pengambilan kekuasaan Jepang sa­
ngat singkat. 

3. Dengan keadaan yang demikian, maka Belanda melaksanakan pe­
merintahan penjajahan kembali. Kaum pejuang yang sangat terba­
tas, tidak meniungkinkan untuk melakukan perjuangan bersenjata, 



karena situasi dan potensi yang mcnunjang ke arah perjuangan ber­
senjata tidak teijadi. 

4. Kemelut peijuangan bersenjata yang tcijadi di wilayah Indonesia 
yang lain dan Aksi Militer Bclanda pertama dan Aksi Militn Be­
·landa pertama dan kedua hampir tidak bnpengaruh. Dacrah l\usa 
Tenggara Timur tetap clalam situasi tenang dan am an. \\ 'alaupun de­
mikian putera-putera asal Nusa Tcnggara Timur justcru banyak 
berjuang dengan saudara-saudaranya di daerah lain yang mengala­
mi peijuangan berscnjata seperti di Jawa. Sumatera dan sebagainya 

5. Sedangkan perjuangan di daerah Nusa Tenggara Timur bersifat ko­
operatif. Oleh karena itu kaum nasionalis ikut aktip dalam kegiat­
an-kegiatan politik. Di antaranya adalah partisipasi dalam konpe­
rensi Malina dan Denpasar yang dihadiri pula olch wakil raja-raja. 
Sehingga pada waktu terbentuknya Negara Indonesia Timur. Dae­
rah Nusa Tcnggara Timur merupakan bagian dari Negara Indonesia 
Tim ur. 

6. Di bidang pernerintahan daerah. untuk mcmbcrikan kesan otono­
mi yang lebih luas oleh Pemerintah Belanda dibentuk pemcrintah­
an Dewan Raja-raja di tiga daerah yakni Flores. Sumba dan Timor. 
Namun demikian sebenarnya sampai dengan tahun 1949 tcrdiri 
clualisme kekuasaan. Di satu segi kekuasaan Dewan Raja-raja. di 
lain segi kekuasaan ·penjajahan Bcla!1da yang diwakili residen dan 
asisten residen yang dalam prak tck li1emiliki kekuasaan yang lebih 
besar. 

7. Situasi terse but bamlah sebagai hasil Konperensi Meja Bundar. 
Dan secara riil pemerintahan daerah di Nusa Tenggara mcmperolch 
kekuasaan penuh setelah asisten residen dan residen Belanda me­
nyerahkan kekuasannya pada bulan September 1949. Pelaksanaan 
basil KMB di daerah be1jalan lancar dan sctclah NIT bubar. daerah 
Nusa Tenggara Timur bergabung dengan Negara Kcsatuan Repu­
blik Indonesia. 

8. Situasi sosial ekonomi. .pendidikan. agama kebudayaan tidak ba­
nyak terpengaruh gejolak peijuangan bersenjata di bagian lain dari 
wilayah Indonesia dan tetap tidak banyak mengalami perkembang­
an dan perubahan yang berarti . I Ia! ini disebabkan karena pemerin­
tahan penjajahan Belanda k~1rang mcmperhatikan bidang tersebut 
dan sibuk dengan urusan-urusan politik dan militer. 

98 
oooOooo 



I. , 

3 . 
4 . 
5. 

(l . 

7 . 
8 . 

9 . 

10. 
II. 
12. 
13 . 
14. 

15 . 

16 . 

17 . 

18. 
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DAFT AR ARTI KAT A DAN ISTILAH 

Afdceling 
Bagha 

Batu lola 
Bunkyo kakati 
Controlcur 

Deo woro deo penji 
Dua nggae 
Fetor 

llau teas 

Gae dewa 
Kaigun 
Keibodan 
Kenpetai 
Ken Karikan 

Klasis 

KNIL 

Korte Verklaring 

Lera wulan tana ekan 

Minseibu 

Minseifu 

bagian dari satu karesidcnan. 
rumah untuk mengadakan persembahan 
suku Ngada . 

· sejcnis batu taut yang diperdagangkan . 
Dinas Pencrangan pada masa Jepang. 
nama jabatan dibawah asisten residcn 
pada masa penjajahan Bclanda. 
sebutan nama dewa tertinggi suku Sabu 
nama Dewa tertiilggi suku Lio. 
penguasa adat di daerah Dawan di atas 
Kcpala Desa (Tcmukung). 

-- Tiang kayu bercabang tiga dengan altar 
tempat pemujaan suku Dawan . 
,sebutan Dew a tertinggi suku Ngada. 
Angkatan Laut Jepang. 
Barisan Pe-mbantu Polisi masa Jepang. 
Korps Polisi l\lilitcr Jcpang. 
l\ama jabatan untuk satu Ken. di ba­
w~th Minseifu pada masa Jepang. 
Wilayah administrasi Gcrcjani Kristen 
Protcstan dibawah Sinode . 
singkatan dari Koninklijke Nederlandch 
lndie Leger . yaitu tcntara kolonial Be­
landa terdiri dari bangsa Indonesia . 
plakat pendck. yaitu pcrjanjian singkat 
an tara raja dengan pihak ' Beland a _ 
scbutan Dcwa Tertinggi suk u Lamaho­
lot. 

-- jabatati pad~ masa Jcpang di daerah di­
bawah Minscifu. 

--- jabatan tertinggi pada lllasa Jepang un-
tuk daerah Indonesia bagian Timur. 

Moti karaeng - sebutan Dcwa Tertinggi suku Manggarai 
Na mawulu tau nama- -- arti harfiahnya yang mengayam manu­
ji tahu. sia yang 

1
dimaksudkan ialah sang Maha 

penguasa dan Pencipta dikalangan suku 
Sumba. 



23. Na nia paka wurunga, 
na ama pakawurunga. 

24. Nai Maromak 
25. Ngadhu 
26. Nubanara dan nama 

27. Pao 

28. Romusha 
29. Sjo Sunda Sukai Yun 

30 . Seminari 

31. Suco 
32. Tubu musu 
33. Ture 

34. Uis neno 

- arti harfiahnya ibu bapa yang bila dise" 
but namanya secara berbisi)c istilah 
Yang Maha Kuasa suku Sumba. 

- sebutan Dewa Tertinggi suku Belu. 
- Tiang persembahan suku ngadha. 
-- menhir dan domen dari suku yang ber-

bahasa Lamaholot. 
- Tiang batu lambang nenek moyang laki­

laki suku Ngadha sebagai. tempat per­
sembahan. 

- tenaga kerja paksa pada masa Jepang. 
- ~aresidenan Sunda Kecil (Nusa Tengga-

ra). · 
- Lembaga Pendidikan Agama · Katolik 

untuk mendidik caJon Pastor. 
- raja dalam istilah Jepang. 
- sebutan untuk menhir bagi suku Lio. 
- sebutan untuk menhir dan dolmen bagi 

suku Ngadha. 
- . sebutan untuk Penguasa Langit atau 

Dewa Tertinggi suku Dawan. 



A. 
Adonara 

DAFTAR KATA DAN TATA NAMA 

Administrator Apostolik 
Afdeeling 
Afdeeling flores 
Akimura 
Aksi Militer ·Pertama 
Alor 
Alwi Aljufri 
Amalo J.S 
Amana tun 
Amanuban 
Amarasi 
'Amfoang 
Anak Agung Gede Agung· 
Anakalang 
APR IS 
Arnold Manonutu 
Arnold us 
Asisten residen · 
Atambua 
Atapupu 
Australia 

B. 
B'ali .·. 

Batulolong 
Beland a 
Belu 
BFO 
Biboki 
Bima 
Bintang Timur 
Bog or 
Bung Karno 
Bung Hatta 
Bunken Kanrjkan 



Bunkyo Kakari 
Buraen 

c. 
('u danco 
Cuo San!:din 
Camp long 
Cina 

D. 

Demo era t ische Bond van Jmlonesie 
Denpasar 
Deapari. PDZ 
Doko Ill. · 
Dokuritzu Zumbo Coosak<ii 
Dua Nggae 

L. 

I::nde. 

F 

Fa tuleu 
Flores 
riores Timur 
Fujinkai 

G. 

Gae Dewa 
GAPKI 
Gereja Maselli Injili Timor (GMIT) 
Gowa 
Gun co 

II. 

Ilarstcin 
I latta 
lleiho 
Herewila E. R . 
!!india Belanda 
!Ioven Dr. 
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I. 

lnd o ncsia 
Indo Evropeesch Bond . 
lnd isch c K crk 
In sana 
Islam. 

J. 

Jakarta . 
Jaw a 
Jcpang 
Jogya 
J uasa 

K. 

Kaigun 
Kalabahi 
Kalimantan. 
1\.apten plaas 
Katholik 
Kefa 
Keibodan 
Kcmpctai 
Ken Kanrikan 
l\.q1anduan Timor 

KL'panduan 1\luslimat Pcrsit 
KMB 
KNIL 
Kolana 
Kolbano 
Kolonel de Rooy 
Konpercnsi Antar Indonesia 
Koroh H.A. 
Korte vcrklaring 
Kristen 
Kristen Protcstan 
Kui 
Kupang 

L. 

Lamboya 
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Larantuka 
Latu Parissa D.A . 

. Lawonda 
Lera wulan Tana Ekan 
Lew a 
Lima serangkai 
Lombok 
Loura 

M 

Mag moo 
Majapahit 
Makasar 
Maklumat pemerintah No . X. 
Malino 
Maluku Selatan 
Mangili 
Manggarai 
Maumerc 
Melolo 
Michel Iwanaga 
Minahasa 
Minseibu cokon 
Minseifu 
Minseibu 
Miomafo 
Mori Karaeng 

N. 

Nadjamudin 
Nagasaki 
Nai Maromak 
Nederland 
Nefis 
Negara Indonesia Timur (NIT) 
Ngada • 
NICA 
Nisnoni A. 
Nusa Tenggara Timur . 
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Pantar !brat 
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I'L'J') ( . 

, :ntugis I 
l'n.:Jikant \'oorzitter 
Pulau Sl' latan da\a 
Pu relll an 

R. 

Residen 
Rindi :-.tangili 
RIS 
Ri ung 
Ro mush a 
Eote 
Rotti 
RVI> 

S. 

Sabu 
Sangihc Talaud 
Saroinsong A. 
Schennerhorn 
Schuller 
Seinendan 
Sekutu 
Self Bl·~tuur 
Seram 
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Sho Sunda Sukai lin 
Sho Sunda Shu 
Singaraja 
Sikka 
Sir Thomas Blanev 
So lor 
Slovil 
Suco 
Sukarno-Hatta 
Sukawat i 
Sulawesi 
Sumatra 
Sumba 
Sumba Barat 
Sumba Eiland Federatie 
Sumba Timur 
Sumbawa 
Sutan Syahrir 

T. 

Tasaku Salo 
Tentara Nasional Indonesia 
Ternate 
Theologia 
Timor 
Timor Sedar 
Timor Sjuko 
Timor Tengah Selatan_ 
Timor Tengah Utara 
Timotius Umbu Tungg.u Billi 
Tokyo 
Tom Pella 
U. 

Umbu Hapu Hambadina 
Umbu Hina Kapita 
Uis neno 

V. 
Van Mook 
Verhoef residen 
Vikariat 
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W. 

Waikelo 
Waingapu 
Wanokaka 
Westerbeek 
Woda 
Wondstra 

Y. 

Yano 

z 
lending Protestan. 

.oooOooo 

1fl7 



DAFT AR SlJMBER 

Cooky . Dr. F. L., Benih yang Tumbuh, jilid II. Arnold us Lnde. 1976. 
Doko. I. H., Nusa Tenggara Timur dalam Kancah Perjuangan Kemerde­

kaan Indonesia, Masa Baru, Bandung. I 974. 
Goro. A. Kadir G .. Sejarah Perkembangan Agama Islam di Kabupaten 

Kupahg, Jurusan Sejarah. Fak ultas 1\.eguruan Undana. Kupang. 
1977 (Thesis). 

Ismail Suny SH. MCL. Prof. Dr. . Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Ak­
sara Baru , Jakarta . JlJ77 . 

Kana Ch , Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Timor, J urusan 
Sejarah. Fakultas Keguruan Undana. Kupang. I 969" (Skripsi ). 

Kansil SH. Drs. CST.. Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Aksara 
Baru,Jakarta.I979 . 

Kapita Oe , H .. Sejarah Perkembangan Ketentaraan di Daswati II Sum­
ba Timur, Waingapu. I 962 (stensilan). . 

---.. Sumba di dalam Jangkauan Jaman, BPK Cunung Muli<~. Jakarta . 
I976. 

Liang Gie, The. , Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-undang 
Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Indonesia, Karya 
Kencana. Jogyakarta . I979 . 

Mardjuki Magang, Sejarah Pergerakan Rakyat di Kabupaten A/or, Ju­
rusan Sejarah Fakultas Keguruan Und<.~n<.~. 1\.up<.~ng. 19 7 ~ !Skripsil. 

Mark Teniem. , T. Sato .. I Remember Flores . ( l· arrar Strausse and Cu­
dahy, New York. 1957 . 

Monografi Nusa Tenggara Timur, Daerah Timor, Rote, Sabu, .lilid I. II. 
Proyek Pengembangan Media Kehudayaan. Dep . P dan 1\. . I 975. 

Sartono Kartodirdjo Prof. Dr,. ct a!, Sejarah Nasional Indonesia, .i ilid 
V dan VI, Departemen P danK. PT (;r<.~fitas. Jakarta . I 975. 

Sejarah Gereja Katofik Indonesia, Jilid 3a , Jb. Arnoldus J::nde. I 974 . 
Seherly , Drs. Tanu, Sedjarah Perang Kemerdekaan Indonesia, Departe­

men Pertahanan Keamanan , Pusat Sedjarah ABRL 19 7 I . 
Widiyatmika.,Drs. M. Pola Pemukiman Penduduk di Nusa Tenggara Ti­

mur dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan, Panitia Dies Universi­
tas Nusa Cendana, Kupang, 1979 (Pidato Die:.) . 

----., Pola, dan Makna Perladangan Berpindah serta pengaruhnya Bagi 
Kemiskinan Penduduk di Nusa Tenggara Timur, Malang , I 979 
(Prasaran Kongres HIPIS ke III di Malang). 

108 



I. Nama 
U m u r 
Pendidikan 
Pekerjaan 
A lam at 
Kegiatan 

Hasil karya 

., 
Nama -· 
Umur 
Pendidikan 
Pekcrjaan 

Alamat 
Kegiatan 

Hasil karya 

3. Nama 
U m u r 
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Kegiatan 
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1\.arya 

14. Nama 
U m u r 
Pendiuikan 
Pekerjaan 
A lama t 
Kegiatan 

Karya. 

15. Nama 
Umur 
Pendidikan 
Pekeljaan 
A lam at 
Kegiatan 
Karya 

I (J . N a m a 
Umur 
Pendidikan 
Pekerjaan 
A lam at 
KL·giatan 

Karya 

17 . Nama 
Umur 
Pendidikan 
Pekerjaan 
A lam at 
Kegiatan 
Karya 

18 . Nama 
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U m u r 
Pendidikan 
PekL·Ijaan 
Alamat 
Kegiatan 

Peit Petu svd. 
± 56 tahun. 
Seminari 
Pastor 
Pastoran Ende. 
Aktip di bidang penuiuikan dan PL'nditian 
sejarah daerah. 
Nusa Niba . 

Rat11 Carvallo. 
~I Llllllll . 

Seku1ah <.;uru. 
Pet ani 
Komandaru. Lmk . 
Pcrintis• Pendidikan di pulau Lnde . 

Riwu Ga . 
6~ tahun . 

Pegawai P. U. 
Desa Onekorc. Ende . 
Bekas Pembantu Bung: Karnu sewaktu dibu­
ang di Ende 

A.ll. T. Nope. 
(J 1 tahun . 

Siandard SL'110ol. 
Pcgawai Kc:.ra. Kantor Bupati TTS. 
Tcnu Wewo . SoL 

LL.D. BanunaEk . 
70 tahun . 
Stanuaru School. 
Petani 

0 Ekamusa. /\manu ban Barat. TI"S. 
BeL1s fetor r\manuban Barat. 



Karya 

19. Nama 
Umur 
Pendidikan 
Pekerjaan 
A lam at 
Kegiatan 

Karya 

20 . 1\ama 
Umur 
Pend id ikan 
Pekerjaan 
A lam at 
Kegiatan 
Karya 

· M. Mella. 
7 1 tahun . 
SR. 
Pensiunan . 
Kesetnana. Molo Selatan. TTS. 
Aktip di bidang pemerintahan sebagai Ca­
mat. 

Gasper Fuis. 
80 tahun. 
Standard Schoo l. 
Pensiunan guru. 
NoEm uti . Miomafo Timur. TTU. 
Ak tip di hidang pendidikan. 

oooOooo 

113 



LAMP IRAN 

L\\lPIRA:\ : satu . 

PIDATO H.A. KOROH UTUSAN TIMOR DI 
KONPERENSI MALINO. 

Excellentie !. 

Sidang jang terhormat ! 
Dasar perdjoangan kami di Timor ialah : "ketiadaan persatuan 

politik 11!llllgkin lanf(sung terus-menerus. kalatl tidak diterima dengan 
suka rela . " 

Kalimat ini adalah suatu kutipan pidato S. Baginda pacta tanggal 
6 Desember 1942, jang kami· pakai di Timor selaku dasar pendirian 
kami. Kami berpendapat , bahwa kekatjauan jang ada sekarang di In­
donesia in\. adalah sebahagian . besar berdasarkan atas "tidak meneri­
ma dengan suka rela akan politiek jang disadjikan." Apakah jang di­
sadjikan oleh Pemerintah Belatida kepada Bangsa Indonesia , tak dapat 
saja katakan , tetapi bukti-bukti me.njatakan, bahwa politiek itu tidak 
diterima dengan suka rela ." 

Pact a tanggal 6 Nopember 1945 , Pemerintah Belanda datang de­
ngan usul-usul jang lebih njata, tapi agaknja usul-usul ini pun tidak di­
terima dengan suka rela. Dalam pacta itu, pembunuhan berlaku , keka­
tjauan memuntjak. 

Pada tanggal I 0 Pebruari 1946, Pemerintah Belanda datang pula 
dengan usul-usul jang lebih njata , tapi agaknja usul-usul inipun tidak 
diterima dengan suka rela oleh sebahagian jang terbesar dari bangsa 
Indonesia . 

Bahagian jang terpenting dari usul-usul pemerintah itu, jang di­
madjukan kepada bangsa Indonesia dan jang mengenai dasar pendiri­
an kami , ialah : 

a. Bentuk status Indonesia didjalankan pacta satu waktu, jang diba­
tasi , dalam waktu mana diduga bisa tertjapai sjarat-sjaratnja pu­
tusan merdeka. 

b. Sehabisnja waktu tadi , kawan-kawan sekutu akan memutus ma­
sing-masing bebas, hal langsungnja atau tidak langsungnja perseku­
tuan mereka . · 



c. Umpama. ada perselisihan hal soal. apakah kiranya tempo tersebu1 
harus ditambah pel.· waktu itu . sebclumnja putusan merck a itu 
mungkin diambilnja. A-Iaka perselisihan ini akan diserahkan pada 
peraturan perdamaian, a tau · pun jika perlu. pad a putusa n arbitrage 
(djuwara). 

Karena a. b, c ialah : pernjataan principe. bahwa pemerintah Be­
landa mengakui hak bangsa Indonesia atau menentukan nasib politick­
nja. hal mana njata pada kita, bahwa usul-usul pemcrintah itu sesung­
guhnja menjesuaikan dirinya, bukan sadja dengan dasar dari piagam 
Atlantik, dan piagam bangsa-bangsa , jan~ ditanda tangani sendiri olch 
pemerintah Be Ianda, melainkan djuga dengan "wercldopinie." Usul­
usul itu jang dengan terang-terangan , menjebutkan" : hak bangsa In­
donesia untuk menentukan nasib politieknja sendiri" tidak boleh tidak 
tentu'akan diterima oleh bangsa Indonesia dengan penuh kegembiraan. 
djakalau tidak tidak dibataskan lagi dengan waktu peralihan jang terse­
but dalam fasal a . 

Sclanjutnja dengan adanja hal jang tersebut dalam pasal c. njata­
lah kcpada kita sekalian, bahwa "zelfbeschikkingsrecht", jang telah di­
akui dan diberikan dalam fasal a dan b. mungkin djuga tidak diberikan 
sehingga waktu peralihan jang terbatas itu, mungkin diperpandjangkan 
mendjadi suatu waktu peralihan. jang tidak terbatas. 

Benarlah, bahwa perselisihan tentang hal itu, dapat diselesaikan 
oleh arbitrage (djuwara). tetapi sekiranja putusa itu tidak disetudjui 
oleh bangsa Indonesia. "apakah akan djadi ? . 

Tak lain dan tak bukan, tentu sekali ke bentjian terhadap bangsa 
Belanda jang mengakibatkan pembunuhan dan kekatjauan s~perti se­
karang djuga adanja . Supaja terpelihara tanah Indonesia kita dari baha­
ja jang mungkin timbul kesekian kalinya itu, maka kami meminta dari 
pemerintah. agar "zeJfbeschikkingsrecht" itu diberikan sekarang djuga 
kepada bangsa Indonesia. · 

Permintaan hak ini, sungguh adalah suatu perbuatan jang tidak 
melanggar hukum dan kesopanan internasional , dan tak usah pemerin­
tah Belanda menganggap bahwa pikiran tadi, adalah suatu tanda ke­
tjurigaan dari pihak kami. Jang kami kehendaki, hanyalah untuk ke­
baikan Nusa dan bangsa serta berusaha mentjapai suatu persatuan po­
litiek jang bisa diterima dengan suka rela. 

Oleh sebab itu kami tetap memegang teguh "claim" kami : beri­
kanlah hak menentukan nasib politick kita sendiri. sekarang ini djuga. 
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' Mcrdeka diluar. a tau didalam lingkungan keradjaan. scn1Ua itu terserah 
kepada pcmilihan dan penentuan bangsa Indonesia sendiri. 

Kami pertjaja, dan ini bolchlah menjadi djaminan kepada bangsa , 
Be Ianda, bahwa dalam status Indonesia jang akan dipilih itu,bangsa In­
donesia dan bangsa Bclanda akan bckcrdja bcrsama-sama atas hak-hak 
dasar demokratis . 

Dalam pembitjaraan ·tentang Negara Indonesia. maka pl'nduduk 
Timor mengusulkan supaja : 

KercsidenaiY Timor. dan dengan persctudjuan dari utusan-utusan 
jang bersangkutan , digabungkan dengan Bali dan Lombok dan pulau­
pulau Selatan Daja menjadi satu "autonom gebied" jang bcrhubung 
langsu ng dengan pcmcrintah Pusat Indonesia . 

Sekian . . 

H. A. K oro h . 

De I. T i m o r 

Malino 18 -7- '46 . 

---ooOoo----
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Lampiran dua . 

RADJA-RADJA DARI KERADJAAN-KERADJAAN KOEPANG, 
MARASI, FATULEU, AMFOANG, AMANOEBAN, AMANATOEN, 
MOlLO, INSANA, MIOMAFFO, BIBOKI, SAVOE, ALOR, KOEI, 

KOLANA. BATOELOLONG, DAN ANGGOTA-ANGGOTA 
BESTUURCONMISSIE BELOE DAN ROTI. 

Menimbang bahwa perlulah diadakan gabungan semua kcradjaan 
keradjaan dalam tiap-tiap ;1fdccling untuk mcndjalankan kewadjiban 
jang pcntingjang terseruh kepada mereka dalam susunan pemerintahan 
jang baru. 

Menimbang bahwa pcrlu djuga diadakan badan Pcrwakilan Rakjat 
untuk mclaksanakan sifat demokrasi dcngan djalan bcrangsur-angsur. 

Mcmperhatikan bunyi artikcl 22 dari Peraturan Pemerintah Kera­
djaan 193~3"(Staatsblad 1938 ·No. 529). 

ME MUTUS K AN. 

Pertama : 

Menetapkan peraturan sebagai berikut : 

"PERATURAN GABUNGAN KJ:.:RADJAAN-KERADJAAN AFDEt:­
LJNG TJ!HOR DAN PULA U- PULA UN/A. 

Fasal I 

Keradjaan-keradjaan dalam afdecling Timor dan Pulau-pulaunya meng­
gabungkan diri mendjadi satu serikat "TIMOR EILAND FEDERA­

. TIE". jang mana akan tinggal disebut demikian dalam fasal-fasal beri­
ku t. 

Fasal II 

Semua keradjaan-keradjaan bersefakat supaja bersama-sama menetap­
kan undang-undang dan hak membuat rantjangan anggaran wang serta 
bersama-sama mendjalankan umlang-undang dan anggaran wang jang 
mengenai segenap daerah Timor Eiland Federatie, menurut fasal-fasal 
jang berikut. dengan mempertahankan hak-hak serta kepentingan dan 
urusan rumah tangga dalam keradjaan sendiri . 
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Fasal III 

Aturan dan pemerintahan dari Serikat 'Timor eiland Fcredatie" clipu­
tuskan olch Dewan Radja-radja (Raad van Zelfbestuurders) dan diban­
tu oleh Dewan Perwakilan Rakjat (Timor-Eiland-Raad). 

Fasal IV. 

(I). Dewan Radja-radja 1i1emilih scorarig Kctua dan Ketua muda anta­
ra anggauta-anggautanja. 

(2 ). Kctua dan Ketua Muda memangku djabatannja selama satu taln111 
sadja. dan sa tu tatum scsudahnja itu. baru boleh dipilih lagi sela­
ku Ketua atau Ketua Muda. 

Fasal V. 

(I). Dalam Dewan Radja-radja dud ukiah semua ,Rlttlja-radja dari Kera­
djaan-keradjaan dalam Daerah Timor Eiland Federatic. Bilamana 
seorang radja sa kit a tau ''berhalangan ia diwakili oleh seorang jang 
menurut adat dalam kcradjaannja, ~erhak boleh mewakil_i radja . 

(2). Kalau tak ada orang jang menurut adat tjakap mewakili radja. 
maka zelfbestuur (radja, fettor-gettor dan lain-lain pemerintah 
keradjaan) boleh menundjuk seorang jang lain jang pantas mewa­
kili radja. 

(3). Djika satu Keradjaan dipcrintahkan oleh satu Zelfbestuurs-com­
missie maka keradjaan itu hanya mendapat satu anggota dalam 
Dewan radja-radja, ketjuali untuk pulau Roti dan landschap Belu. 
Roti boleh mengirim dua anggotanja ke Dewan Radja-radja dan 
Belu tiga anggota. 

(4). R<+dja-radja atau wakil-wakil radja botch disertai seorang adviscur 
(Penasehat atau djuru bitjara). · 

Fasal VI. 

Dewan radja-radja bersidang di Kupang a tau di lain tempat jang ditim­
bang baik dan ditet~pkan oleh Ketua Dewan Radja-radja. 
Ketua mengundang De-.yan Radja-radja untuk bersidang. 

Fasal VII . 

(I). An tara Anggota Dewan Radja-radja dipilih tiga anggota jang dikc­
tahui olch Kdua Dewan Radja-radja jang mcnjadi satu hadan 
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jang mengurus pekerdjaan hari-hari dari Dewan Radja-radja (Col­
lege van Gecomitteerdcn Badan Pengunts Pekerdjaan Hari-hari). 

C). Anggota dari college van Gecommitteerden (Badan Pengurus Pe­
kercljaan Hari-hari) dipilih untuk satu tahun dan scsudah itu ba­
lch tents dipilih kembali. 

F Fasal VIII. 

(I) . Dewa n Pcrwakilan Rakjat (Timor ciland-raad) terdiri dari cluapu­
luh satu anggota. jan!? dipilih . jaitu dari tiap-tiap keradjaan se­
orang. ketjuali untuk Roti mendapat dua anggota dan tiga untuk 
Belu. clan kota Kupang satu anggota. 
Pada Paduka Tuan Rcsidcn terscrah mcnundjukkan satu wakil 
orang-orang Belanda. Tinghoa dan Arab masing-1~1asing . 

(2). Untuk pertama kali Dewan- Perwakilan Rakjat dipilih menurut 
tundjukkan Dewan Radja-radja . Dalam tuncljukkan-tundjukkan 
ini ditctapkan antara jang lain siapa bcrhak akan mcmilih : 

a. Semua penduduk laki-lak·i dcwasa. jang sckurang-k urangnja kc­
luaran sckolah sambungan a tau sckolah jang sama tinggi peng­
adjarannja. jang tidak hi fang haknja untuk memilih olch karena 
pernah mendjalankan hukuman badan oleh lain-lain sebab. 

b. Semua Kcpala-kepala adat. 

(3) . Anggota-ahggota j'ang tdah dipilih itu mcndapat kedudukan satu 
tahun dalam Perwakilan Rakjat. Dalam tahun ini djuga susunan 
Dewan Perwakilan Rakjat jang tctap akan dibentuk scrta ditetap­
kan peraturan-pcraturan pemilihan (vcrkiczingsvcrordening) . 

Fasal IX 

(I). Dewan Perwakilan Rakjat bersidang di Kupang atau di lain tcm­
pat mcnurut timbangan dan pcnctapan Kctuanja . Dewan Perwa­
kilan Rakjat diundang olch Ketuanya .~mtuk bersidang. 

Pcrsidanga1_1 dilak.ukan "dcngan pintu tcrbuka. kctjuali Kctua me­
nimbang pcrlu pcrsi(langan dilakukan ''dengan pintu tcrtutup.'' 

(2) . Dewan Perwakilan Rakjat sc kurang-kurangnja hants bersidang 
dua kali setahun untuk mcrundingkan rantjangan-rantjangan ang­
garan wang dan rantjangan-rantjangan undang-undang dan selan­
djutnja bilamana . Ketua merasa perlu atau atas permintaan dari 
sekurang-kurangnja lima anggota . 
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(3). Ketua dan Ketua Muda Dewan Perwakilan Rakjat dipilih antara 
anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat oleh Dewan Perwakil­
an Rakjat sendiri jang mana pemilihan itu harus disahkan oleh 
Dewan Radja-radja. 

Fasal X. 

Dewan radja-radja menjampaikan rantjangan-rantjangan undang-un­
dang dan anggaran wang kep.ada Dewan Perwakilan Rakjat. 
Hal menjampaikan itu jakni kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat. 
dan ketua itu wadjib memadjukan usul-usul itu dalam persidangan De­
wan Perwakilan Rakjat jang berikut : 

Fasal XI 

Rantjangan-rantjangan seperti dimaksud dalam fasal dimuka, dapat di­
madjukan djuga oleh sekurang-kurangnja tiga anggota dari Dewan Per­
wakilan Rakjat. 

Fasal XII 

(I). Dewan Perwakilan Rakjat memberi nasehat tentang rantjangan­
rantjangan jang telah diperhadapkan menumt bunji fasal X dan 
XI. Djika maksud nasehat ini bukan akan menolak atau meneri­
ma baik rantjangan itu tetapi akan mengubah rantjangan itu , se­
boleh-bolehnja bunji perobahan itu akan dikarang oleh Dewan 
Per:wakilan Rakjat. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat akan mengi­
rim nasehat tersebut kepada Ketua Dewan Radja-radja. 

(2). Anggota-anggota Badan Pengums Pekerjaan Hari-hari dari Dewan 
Radja-radja boleh menghadiri persidangan Dewan Perwakilan 
Rakjat untuk menetapkan rantjangan-rantjangan jang diperhadap­
kan itu lebih landjut . 

(3). Dalam tempoh selama-lamanja dua tahun kewadjiban Dewan Per­
wakilan Rakjat diatur pula. 

Fasal XIII . 

Kalau Dewan Radja-radja tidak atau sama sekali menuiut nasehat dati 
Dewan Perwakilan Rakjat maka keputusan tersebut harus diperhadap­
kan dengan alasart-alasan jang tjukup kepada Dewan Perwakilan Rakjat 
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· Fasal XV. 

Dewan Radja-radja dan Dewan Perwakilan Rakjat menetapkan satu 
peraturan ketertiban untuk persidangannja (Reglement van Orde). 

Fasal XVI. 

( l ). Paduka Tuan Assistent-Residen dari Karesidenan Timor dan pu- . 
lau-pulaunja memberi bantuan jang perlu pacta Dewan radja-ra­
dja dalam mendjalankan kewadjibannja, untuk mana beliau boleh 
menghadiri persidangan-persidangan Dewan tersebut . Beliau ha­
nja membawa suara selaku adviseur (Penasehat). 

(2). Dewan Radja-radja begitupun Dewan Perwakilan Rakjat boleh 
menuhjuk seorang jang ahli buat menghadiri rapat selaku adviseur 
(Penasehat ). 

Fasal XVII . 

Semua undang-undang pemerintahan dan anggaran-anggaran wang jang 
telah ditetapkan itu, didjalankan oleh Dewan Radja-radja atau oleh 
masing-masing radja atau oleh College van Gecommitteerden (Badan 
Pengurus Pekerdjaan hari-hari). 

Fasal XVIII 

( 1 ). Undang-undang ketetapan-ketetapan dari masing-masing Keradja­
an jang berlawanan dengan undang-undang dan ketetapan-kete­
tapan jang diambil oleh Timor Eiland Federatie um).lmnya tidak 
berlaku. 

(2). Bih1mana salah seorang Radja berpendapat, bahwa satu putusan 
dari "Timor Eil?nd-Federatie" ada melawan hak-haknja dan urus­
an rumah tangganja dalam Keradjaannja, boleh radja itu mema­
djukan hal itu pacta Dewan Radja-radja supaya ditimbang dan dji­
kalau tidak mendapat persetujuan boleh radja itu minta putusan 
dari Paduka Tuan Residen . 

Kedua : Peraturan ini mulai berlaku sesudahnja disjahk.an oleh Padu­
ka Tuan Residen Timor dan Daerah takluknya . 
Dibuat di Kefamenanu pacta 21 Oktober 1946. 

Radja Keradjaan Kupang. 
Radja Keradjaan Amarasi. 
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Radja Keradjaan Fatuleu 
Radja Keradjaan Amfoang. 
Radja Keradjaan Amanuban . 
Radja Keradjaan Amanatun. 
Radja Keradjaan Mollo. 
Radja Keradjaan Insana 
Radja Keradjaan Miomafo. 
Radja Keradjaan Beboki. 
Radja Keradjaan Savoe. 
Radja Keradjaan Alor. 
Radja Keradjaan Kui. 
Radja Keradjaan Kolana. 
Radja Keradjaan Batulolong. 
Zelfbestuurscommissie van Rote . 

Zelfbestuurscommissie van Be1lL 

Disetujui : 

tdt. H. Nisnoni. 
tdt. W. Oil Amanit 
tdt. P. None. 
tdt. Kolobanunaek. 
tdt. Tua SonbaE. 
tdt. L. Taolin. 
tdt. Sobe Senak. 
tdt. L. Manlea 
tdt. -----
tdt. Oe. W. Nampira. 

, tdt. B. Kinanggi . 
tdt . M. Makunimau. 
td t. Karimalei. 
tdt . P. Moeborloe. 
tdt. J.D. Mesakh. 
tdt . H. Besinairi 
tdt. A. Bere. 
tdt. B. Leki. 

Di Kefamenanu tertangga1 2 1 October 1946. 
Residen Timor dan Daerah Takluknja, 

tdt. 

( C. W. S C ~ U L L E R ). 
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Lampiran tiga. 

PERATURAN DAERAH TIMOR DAN KEPULAUANNJA 

No.lO/D.R. 

DEWAN RADJA-RADJA DARI DAERAH TIMOR DAN 
KEPULAUANNYA 

Memperhatikan surat penetapan (Besluit) Pemerintah tertanggal 
9 April 1946 No. 3 (stbl. 1946 No. 2 7) dan undang-undang Pemerin­
tah Keradjaan (Se1fbestuursregelen 1938 Stbl. No . 5 29) ; 

Membatja kembali Peraturan Radja-radja tertanggal 21 October 
1946, tentang pembentukan Daerah Timor dan Kepulauannja : 

Berkehendak mempererat dan mempertegaskan tjaranja bekerdja 
bersama-sama diantara Keradjaan-keradjaan di Timor dan Kepulauan­
nja ; 

Menimbang, bahwa dipandang perlu untuk memberikan hak-hak 
turut ambil bahagian dalam membuat undang-undang serta kekuasaan 
lain mengenai DAERAH kepada Dewan Perwakilan Rakjat; 

Menimbang pula , bahwa hants ditundjukkan dasar-dasar atas ma­
na Dewan Radja-radja dan Dewan Perwakilan Rakjat disusun ; 

Mendengar Badan Pengurus (Colege van Gexommitteerden) dan 
Penasehat Daerah Timor dan Kepulauannja (Assisten-Residen Timor 
dan Kepulauannja) dan sesudah mendengat nasehat Dewan Perwakil­
an Rakjat; 

MEMUTUSKAN: 

Mentjabut peraturan gabungan Keradjaan-keradjaan Afdeeling 
Timor dan Kepu1auannja (timor Eiland Federatie) tertanggal 21 Ok­
tober 1946. 

MENETAPKAN: 

Peraturan sebagai berikut : 
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BAB I 
KEKUASAAN, MAKSUD DAN KEDUDUKAN 

DAAI DAEAAH TIMOR DAN 
KEPULAUANNVA 



BAB I 

KEKUASAAN, .MAKSUD DAN KEDUDUKAN DARI DAERAH 
TIMOR DAN KEPULAUANNY A. 

Pasal I 

Pemerintah-pemerintah Keradjaan; Kupang; ~arasi, Fauleu, 
Amfoang, Amanuban, Amanatun, Mollo, Insana , Meomafo, Beboki, 
Sabu, Alor/Pantar, Kui, Batulolong, ~lana, Rote dan Belu, mem­
persatukan diri dalam satu gabungan jang disebut : 

"DAERAH TIMOR DAN KEPULAUANNJA". 

Pasal 2 

Pemerintah-pemerintah Keradjaan di Timor\ dan Kepulauannja 
bersefakat akan bekerja bersama-sam~ tentang hal-hal jang tersebut 
di bawah ini : 

a. Mengepmkakan kepentingan-kepentingan penduduk Daerah Timor 
dan Kepulauannja kepada jang berwadjib. 

b. Memberi bantuan kepada satu dengan jang lain untuk kemadjuan 
Daerah Timor dan kepulauannja dan mempertinggikan kebahagia­
an jasmani dan rohani penduduknja, dengan mengadakan per­
aturan-peraturan dan/atau mengurus bersama-sama kepentingan­
kepentingan jang diterangkan lebih djelas dalam daftar jang ter­
lampir pada peraturan ini (Lampiran A) dan kepada Daerah Timor 
dan kepulauannja dipertanggungkan tugas kewadjiban dan keku­
asaan Pemerintah tentang atjara tersebut dalam lampiran itu. 

c. Mengadakan dan memeliharakan badan-badan pusat Daerah . 

d. Mengadakan pengawasan bersama-sama atas kas-kas keradjaan de­
ngan memperhatikan segala peraturan jang telah atau jang akan di­
tetapkan mengenai hal itu . 

e. Mengesahkan untuk sem{mtara segala anggaran keuangan Keradja­
an (landschapsbegrotingen) jang haus disjahkan lebih lanjut oleh 
Djabatart Negara. 

Pasal 3 

I. Ketjuali hak untuk mengadakan bea (padjak) sendiri dari Daerah, 
maka un~uk membelandjai tugas pemerintahan jang diserahkan ke-
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, 

pacta DAERAH sebagaimana jang tersebut dalam lampiran A dari 
peraturan ini, maka kepada DAERAH akan diserahkan sekurang­
kurangnja : 

a. Penghasilan jang langsung bertalian dengan tugas pemerintahan 
jang diserahkan kepada DAERAH seperti ternjata dalam lampir­
an A. 

b. Penghasilan-penghasilan jang lain seperti ternjata dalam lampir­
an B. 

Tiap-tiap tahun ditetapkan tundjangan kcradjaan-keradjaan kepada 
Daerah . Tundjangan itu dinjatakan ·dengan bahagian (persentage) 
dari pendapatan keradjaan-keradjaan. bahagian (percentage) mana 
saja besar untuk masing-masing Keradjaan . 

3 . Kelebihan-kelebihan dari kas-kas keradjaan bila diperlui oleh Dae­
rah dapat diserahkan kepada Daerah dengan persetujuan Radja 
jang bersangkutan. 

Fasal 4 

Undang-undang dan surat-surat penetapan (besluiten) dari .Kera­
djaan-keradjaan dengan sendirinya tidak berlaku (nietig) djika dan se­
pandjang undang-undang dan surat penetapan itu berlawanan dengan 
Undang-undang Daerah. 

Fasal 5 

Apabila salah satu pemerintahan Keradjaan berpendapat bahwa 
satu keputusan Daerah bertentangan dengan kekuasaannya dalam 
urusan rumah tangganja (Keradjaan sendiri) dan/a tau bertentangan de­
ngan peratura·n ini. maka apabila dalam waktu satu bulan sesudah ke­
putusan diambil, perselisihan itu dapat dipetjahkan dengan djalan per­
mufakatan, maka Radja yang bersangkutan boleh meminta keputusan 
dari djabatan jang ditundjuk oleh Pemerintah Negara Indonesia Timur. 

Fasal 6 

lbukota dari Daerah Timor dan Kepulauannja ialah : 

KUPANG 



BAB II 
BENT·UKAN BADAN-BADAN 

DAERAH TIMOR DAN 
KEPULAUANNYA 



BAB II 

BENTUKAN BADAN-BADAN DAERAH TIMOR DAN 
KEPULAUANNJA 

Pasal 7 

Badan-badan Daerah ialah 

a. Dewan Radja-radja. 
b. Kepala Daerah (Ketua Dewan radja-radja) 
c. Badan penguius dari Dewan Radja-radja). 
d. Dewan Perwakilan Rakjat. 

"··· 
TENTANG DEWAN RADJA-RADJA 

Fasal 8 

I.a. Dewan Radja-radja terdiri atas radja-radja dan satu atau lebih 
anggota ZeifbestuuJ:S-.Commissie · dari Keradjaari-keradjaan jang 
bet:gatiung. 
Bilamana seorang radja atau anggota Zelbstuurs-Commissie berha­
langan menghadiri suatu persidangan/rapat Dewan Radja-radja, ia 
boleh diwakili oleh seorang jang menurut adat dalam Keradjaan­
.nja berhak mewakili radja. 
Kalau tak ada orang jang menurut adat tjakap mewakili radja, 
maka Pemerintah Keradjaan boleh menundjuk seorang lain jang 
lajak mewakili radja. 

b. Djikalau satu keradjaan diperintahkan oleh satu Zelbstuurs-Com­
missie (Zelbstuurs-college) atau oleh satu Gabungan Pemerintah­
an (Sub-federatie) maka keradjaan itu hanja mendapat satu ang­
gota dalam Dewan Radja-radja Ketjuali untuk pulau Rote dan 
Keradjaan Behi. 
Rote mendapat dua anggota dan Belu tiga. 

c. Wakil-wakil termaksud dalam ajat a mempunyai hal< dalam persi-
dangan/rapat sebagai anggota. · 

d. Anggota Dewan radja-radja atau wakilnja boleh disertai dalam 
persidangan/rapat oleh seorang penas~hat a tau djuru bitjara, jang 
hanja bisa memberi ichtiar kepada radja atau wakilnja. 

e. Anggota Dewan radja-radja atau wakil-wakilnja mendapat uang 
persidangan (ziittinggeld) dan uang djalan jang ditentukan dalam 
satu peraturan (verordening) Daerah dengan memperhatikan ang­
garan Daerah. 
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Ongkos-ongkos untuk penasehat atau djuru bitjara seperti ter­
maksud dalam ajat d dibajar oleh kas Keradjaan jang bersangkut­
an. 

f. Ongkos-ongkos tersebut pacta ajat a diberikan hanja bilamana un­
tuk itu tidak telah diberikan kerugian oleh Pemerintah atau ba­
dan lain. 

Fasal 9 

I .a. Ketua jaitu Kepala Daerah dan ketua Muda Dewan Radja-radja 
diangkat oleh Pemerintah Negara Indonesia Timur dari antara 
anggota-anggota Dewan Radja-radja . 

b. Dewan Radja-radja dapat memadjukan andjuran untuk itu seba­
njak-banjaknja tiga oknum, andjuran mana tidak mengikat pacta 
Pemerintah Negara Indonesia Timur. 

2.a. Kepala Daerah mendapat gadji jang ditetapkan oleh Pemerintah 
Negara Indonesia Timur dan dibajar dari Kas Daerah. 

b. Ketua Muda selama mewakili Kepala Daerah jang berhalangan 
mendapat uang tundjangan jang ditetapkan dalam satu peraturan 
(Verordening) Daerah sesuai dengan banjaknja waktu itu meng­
ganti Kepala Daerah dengan memperhatikan anggaran Daerah. 

rasa! 10 

Bilamana Kepala Daerah merangkap keanggotaan salah satu Ba­
dan Perwakilan NEGARA INDONESIA TIMUR atau NEGARA IN­
DONESIA SERIKAT maka djabatan Ketua Muda tidak sesuai dengan 
keanggotaan tersebut itu. 

Fasal II 

Kepala Daerah berkedudukan di K u p a n g 
TENTANG BADAN PENGURUS 

Fasal 12 

I.a. Badan pengurus terdiri dari : Kepala Daerah sebagai Ketua Ba­
dan Pengurus. 

b-. Ketua Muda Dewan Radja-radja merangkap wakil Ketua Badan 
Pengurus. 

c. Satu atau tiga anggota bersama atau tiga wakil anggota dipilih 



Dewan radja-radja dari kalangan sendiri dengan suara terbanjak 
untuk empat tahun. 

Pemilihan anggota-anggota ini harus berlaku selambat-lambatnja 
satu bulan sesudah pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan 
ditetapkan. 

3. Apabila pada waktu perantaraan (tussenti jbs) seorang anggota di­
pilih untuk golongan jang timbul dalam masa jang ditentukan pacta 
ajat dua iapun meletakkan keangkatannja pada penghabisan waktu 
jang sudah ditetapkan untuk anggota jang diganti olehnja. 

4. Anggota atau wakil anggota jang berhenti seketika itu dapat dipi­
lih pula . 

5. Ketjuali Kepala Daerah dan Ketua Muda, anggota lain a tau wakil­
nja dari Badan Pengurus dapat diperhentikan dari Djabatannja 
oleh Dewan Radja-radja, bilamana anggota itu bersalah melalaikan 
kewadjiban-kewadjibannja . 

Pasal 13 

Sekurang-kurangnja seorang anggota daripada pengurus harus her­
ada tetap di kota Kupang, Djikalau Badan Pengurus terdiri atas lima 
anggota jaitu tiga jang terpilih. maka sekurang-kurangnja dua anggota 
harus berada tetap di kota Kupang. 

Pasal 14 

Bilamana seorang anggota Bad an Pengurus jangbukan Kepala Da­
erah atau Ketua Mud a menerangbn keanggotaan salah satu Bad an Per­
wakilan Negara Indonesia Timur atau Negara Indonesia Serikat maka 
djabatan wakil anggota Badan Pengurus tidak sesuai dengan keanggota­
an tersebut . 

Pasal 15 

Anggota-anggota Badan Pengurus jang bukan Kepala Daerah ha­
rus berdiam di Kupang atau di salah satu tempat dari mana mereka te­
ngah djalan biasa dapat sampai di Kupang dalam tempo enam djam ke­
tjuali ditentukan lain oleh Dewan Radja-radja. 

Pasal 16 

a. Ketua Muda mendapat uang tundjangan tetap (waste toelage) tiap­
tiap bulan dan uimg djalan, uang penginapan dan uang makan seba-
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njak . seperti jang ditentukan da1am satu peraturan (verordening) 
Daerah dengan memperhatikan anggaran Daerah. 

b. Anggota-anggota Badan Pengurus dan wakil-waki1nja mendapat 
uang duduk, uang dja1an, uang penginapan dan uang makan seba­
njak seperti jang ditentukan dalam sebuah peraturan (verordening) 
Daerah dengan memperhatikan anggaran Daerah. 

TENTANG DEWAN PERWAKlLAN RAKJAT 

Pasal 17 

l. . Dew an Perwakilan Rakj at terdiri dari setinggi-tingginj a 30 anggota. 
2.a.Anggota-anggotajang dipilihjaitu untuk : Keradjaan Kupang terhi­

tung djuga Kota Kupang 3 anggota jaitu : 2 untuk keradjaan. Ku­
pang.dan satu untuk gemeente Kupang. 

Keradjaan Amarasi. 1 anggota 
Keradjaan Fatuleu l anggota 
Keradjaan Amfoang 1 anggota 
Keradjaan Amanuban 3 anggota 
Keradjaan Amanatun l anggota 
Keradjaan Mollo 1 anggota 
Keradjaan insana 1 anggota 
Keradjaan Meomaffo 2 anggota 
Keradjaan Beboki l anggota 
Keradjaan Sa b u l anggota 
Keradjaan Alor/Pantar 2 anggota 
Keradjaan Batu1olong I. anggota 
Keradjaan K u i 1 anggota 
Keradjaan Ko1ana 1 anggota 
Keradj aan R o t e 2 anggota 
Keradj aan B e l u 4 anggota 

b. Setelah ternjata bahwa da1am pemilihan tidak ada wakiljang dipi­
lih dari golongan-go1ongan ketjil (minderheden) maka djabatan 
jang ditundjuk o1eh Pemerintah Negara Indonesia Timur · berhak 
mengangkat untuk golongan-golongan ketjil itu setinggi-tingginja 
tiga anggota. 

c. Dewan Radja-radja memadjukan andjuran (Voordracht) tentang 
anggota anggota jang diangkat itu s~dapat mungkin sesuai dengan 
kehendak go1ongan-golongan jang bersangkutan. 
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Pasa1 18 

I. Jang bo1eh dipilih atau diangkat mendjadi anggota ·Dewan Perwa­
kilan Rakjat ialah mereka jang : 

a. Mendjadi rakjar Be1anda (Nedet1andzsch-onderdaan) sebe1um 
kewarganegaraan Indonesia ditetapkan. 

b. Berdiam dalam Daerah sekurang-kurangnja 6 bulan. 
c. Berumur sekurang-kurangnja 25~ tahun. 
d. Dapat membatja dan menulis hur'W Latin. 
e. Tidak atas putusan hakim ditjabut haknja untuk dipilih. 
f. Tidak dipetjat haknja untuk mengawasi.foiliknja menurut kepu­

tusan hakim (curatee1e) dan tidak berada dalam keadaan failliet. 
g. Belum pernah dihukum pendjara lebih dari setahun karena ke­

djabat.an menurut patusan hakim jang tidak dapat diubah lagi, 
terketjuali kalau m&eka dapat dispensatie dltri Badan Pengurus 
sebab pokok hukum tidak dipandang sebagai mengurangkan 
kehormatan. 

Pasal 19 

I. Anggota-anggota Dewan duduk selama empat tahun. 
2. Anggota jang mengisi lowongan pada waktu perantara meletakkan 

djabatan be:rsama-sama dengan anggota jang lain. 
3. Anggota-anggota jang meletakkan djabatan seketika dapat dipilih 

atau diangkat lagi. . 
4. Anggota-anggota dari Dewan jang dibentuk dalam tahun 1949 ber 

sama-sama meletakkan djabatan pada tanggal 1 Agustus 1953 dan 
selandjutnja tiap-tiap empat tahun sekali pada I Agustus. 

Pasal 20 

a. Bilamana anggota minta berhenti' ia m_engirim surat untuk itu ke-
pada Ketua. · 

b. Anggota jang berhenti tetap mendJadi anggota sampai penggantian­
nja men~rima k.eanggotaannja diterima sebagai anggota da1am si­
dang. 

Pasal21 

1. Anggota jang tidak 1agi memenuhi salah satu sjaratjang tersebut 
pada pasa.l 18 e, f dang berhenti mendjadi anggota. 



Ia memberi tahukan tentang hal ini dalam tempo empat belas hari 
kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjar dengan menerangkan ala­
san-alasannja. 

3. Bilamana pemberitahuan itu tidak diterima dalam waktu jang di­
tentukan, maka ketua sedapat mungkin setelah mendengar jang 
bersangkutan, menetapkan dengan penetapan dengan sunit menya­
takan alasan-alasan bahwa ia diperhentikan dari keanggotaan De-
wan. 

4. Tentang keputusan ini jang bersangkutan boleh memohon dalam 
tempo satu bulan keputusan lebih tinggi dari Dewan Perwakilan 
Rakjat. 

Pasal 22 

Hanja atas usul dari Dewan Perwakilan Rakjat anggota-anggota 
dari Dewan dapat dilepaskan dari keanggotaannja oleh djabatan jang 
ditundjuk oleh Pemerintah NEGARA INDONESIA TIMUR. 
a. Djika mereka tidak tjakap lantaran berusia tinggi atau lantaran tja­

tj at rochani a tau dj asmani. 
b. J ika mereka mclanggar sesuatu peraturan untuk anggota-anggota 

jang ditetapkan dcngan peraturan umum. 
c. Djika mereka beristirahat atau berhubung dengan lain hal mening­

galkan daerah lebih lama dari enam bulan. 

Pasal 23 

I. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat mendapat uang persi­
dangan (zittingageld). uang djalan dan uang penginapan jang dite­
tapkan dalam satu peraturan (verordening) Daerah dengan mem­
perhatikan anggaran Daerah. 

Ongkos-ongkos tersebut pada ajat I diberikan hanya bilamana un­
tuk itu tidak telah diberikan kerugian oleh Pemerintah atau badan 
lain . 

TENTANG KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT 

Pasal 24 

I.a . Dalam persidangan jang pertama Dewan Peiwakilan Rakjat me­
milih seorang Ketua dan seorang Ketua Muda dari antara anggota­
anggotanja menurut suara jang terbanjak untuk selama masa du­
duk Dewan Perwakilan Rakjat. 



b. Bilamana Ketua berhalangan; ia diganti oleh Ketua Muda. 
2.a. Kety~ Dewan Perwakilan Rakjat mendapat uang turidjangan te­

tap (vast etoelage) tiap-tiap bulan sebanjak seperti ditetapkan 
dalam satu peraturan (verordening) Daerah dengan memperhati­
kan Anggaran Daerah. 

b. Ketua Muda selama mewakili Ketua jang berhalangan mendapat 
tundjangan seperti ditetapkan dalam satu peraturan (verordening) 
Daerah sesuai dengan lamanja waktu ia menggartti Ketua dengan 
memperhatikan Anggaran Daerah. 

BAB III 

TENTANG PERSIDANGAN DEWAN RADJA-RADJA 

Pasal25 

I. Dewan Radja-radja bersidang di Kupang-atau di lain tempat menu­
rut timbangan k~pala Daerah dan sedapat.mungkin dengan permu­
fakatan Bad an Pengurns Kepala Daerah .mengundang anggota-ang­
gota Dewan Radjd-radja untuk bersidang. 

2. Dewan radja-radja bersidang sek~rang-kurangnja dua kali setahun 
dan selanjutnja berkumpul apabila c;Jipandang perlu oleh Kepala 
Daerah, atau permintaan sekurang-kurangnja lima anggota, jang 
memadjukan permohonan kepala Kepala Daerah dengan tulisan 
untuk iiu dengan menjatakan alasan-alasannja. 

3. Dalam hal jang penghabisan Kepala Daerah harusmengadakan ra­
pat selambat-lambatnja sebulan setelah menerima permohonan itu. 

Pasal 26 

1. Ketua Dewan Radja-radja (Kepala Daerah) mengadakan dan me­
m,impin rapat-rapat serta mendjaminkan ketertiban dalam rapat. 

2. · Dewan Radja-radja menentukan peraturart ketertiban (Reglement 
van Orde) unt~ rapatnja. 

Pasal27 

I. Rapat-rapat tidak boleh dikunjungi um~m terke1juali_atas undang-
an Ketua. · 

2. Dewan Radja-radja boleh merahasiakan soal-soal jang diperbin-
1jangkan jang_ mengenai pokok-pokok jang tertentu. Penghasilan 
ini berlaku sampai pada ~aktu radja-tadja menghapuskannja, bu-



< kan sadja untuk mert"kajang menghadiri perbintjangan akan tetapt 
djuga untuk mereka jang dengan djalan lain dapat mengetahui ten­
tang apa jang diperbintjangkan. 

Pasal 28 

Seorang anggota tidak (:!"'...:t memberi suara dalam hal-hal jang 
mengenai dirinja, isterinja atau keluc.1ganja sampai deradjat jang kedua 
menurut hukum Perdata (burgerlijk Wethoek) ataullun dalam perkara 
mana ia mendjadi djuru kuasa (gelastigde). 

Pasal 29 

1. Dewan radja-radja hanja boleh bermusjawarah atau mengambil ke­
putusan djikalau sekurang-kurangnja 2/3 (dua pertiga) dari anggota 
tersebut dalam peraturan ini hadir. 

2. Djikalau pada ha,ri persidangan jang telah ditetapkan anggotajang 
hadir kurang dari 2/3 bahagian, maka ketua belum boleh memulai 
bersidang, tetapi mengundang pula anggota-anggota jang tidak ha­
dir dengan menegaskan sekali lagi, pentingnja pokok-pokok jang 
hendak dibitjarakan: 

Djikalau dalam tempo tiga hari anggota jang dipanggil itu belum 
djuga hadir maka Dewan tersebut boleh mengadakan rapat dan meng­
ambil keputusan-keputusan dengan tidak mengindahkan djumlah ang­
gota-anggota j ang hadir. 

Pasal 30 

I.a. Keputusan-keputusan Dewan diambil dengan suarajang terbanjak 
(volstrekte meerderheid) dari anggota-anggotajang hadir. 

b. Dalam hal mengubahk.an · peraturan Daerah ini, harus diperoleh 
sekurang-kurangnja dua pertiga bahagian dari suarajang dikeluar~ 
kan. 

2.a. Keputusan-keputusan untuk sesuatu hal jang tidak mengenai diri 
seseorang dilakukan dengan suara. Pemungutan suara berlaku de­
ngan panggilan nama satu demi satu bilamana seorang dari anggcr 
ta atau Ketua menghendakinja dan djika begitu dengan lisan. 

b. Apabila mengenai hal-hal (atjara-atjara) tetjadi pemogokan suara 
(staking ban stemmen) maka tentang hal itu akan dilakukan pe­
mungutan suara lagi pada rap.at jnng berikut. Pada pemogokan s~­
arajang kedua maka hal itu dipimd<:tng sebagai tidak diterima. 



3.a. Pemungutan suara jang mengenai diri seseorang dilakllkan dengan 
sua.ra tertutup jang tidak ditanda tangomi. · 

b. Apabila terdjadi pemogokan suara mengenai. oknum tpaka ten­
tang hal itu akan dHakukan pemungutan suara lagi pada rapat 
jang berikut. 

c. Pada pemogokan suara jang kedua, ·hal itu ditentukan dengan uri­
dian; 

Pasal 31 

Ketua dan anggota Dewan Radja-radja tidak dapat dituntut kare­
na apa-.. jang ditentukan dalam rapat atau apa j ang ditulis dalam surat 
itu kepada rapat, ketjuali mereka melanggar IJeraturan untuk mengra­
hasiakan hal-hal jang dibitjarakan dalam rapat jang dituntut dari dja-
batannja, (ambtsgeheim) · 

. TENT ANCi PE~SIDANGAN BADAN-PENGURUS . 

. Pasal 32 

Ketentuan-ketentuan pa!;la pasai 25 ajat 1, 28 dan 30 ajat la, 2a, 
dan 3a berlaku sesuai terhadap Badan Pepgurns. 

p · Pasal33 

1. Badan pengurns bersidang sekurang-kurangnja sekali seminggu. 
2. Rapat-rapatnja tidak boleh dikundjungi umum. 

3. Badan pengurns tidak ao1eh bermusjawarah atau mengambil ke­
·pu:tusan bilamana tidak hadir terbanjak jang djumlah anggotanja. 

4. Bilamarta djum1ah jang terbanjak jang dimaksudkan pada ajat 3 
dalam pasal ini tidak hadir maka dtadakan .rapat barn dan da1am 
rapat itu anggota jang hadir bermusjawarat dan mengambil kepu­
tusan. 

5. Bilamana rapat jarig barn ini tidak dapat dilangsungkan 1antaran 
hadir h~mja seorang sadja maka tugas ke~adjiban dan kekuasaan 
Badan pengurns didjalankan o1eh seorangjang hadir ini, baik ia Ke­
tua maupun ia anggota Badan pengurns·. 

Pasal 34 

1. Ka1au terdjadi pemogokan suara, maka Ketua berhak mengambil 
keputusan. 



2. Anggotajang lain harus takluk pada putusan Ketua. 

TENTANG PERSIDANGAN DEWAN-PERWAKILAN RAKJAT 

· Pasal35 

1. Dewan_Perwakilan Rakjat bersidang di Kupang atau'di lain tempat 
jang ditirilbang baik oleh Ketuanja dan sedapat mungkin dengan 
permufakatan Kepala Daerah. 
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mengundang anggota-anggota un­
tuk bersidang. 

2. Dewan Perwakilan Rakjat bersidang sekurang-kurangnja dua kali 
setahun dan ·selandjutnja berkumpul apabila dipandang perlu oleh 
Ketuanja atau Kepala Daerah atau atas permintaan sekurang-ku­
tangnja lima anggota jang memadjukan permintaan degan tulisan 
.untuk itu, dengan menjatakan alasan-alasannja. 
Dalam hal-hal jang penghabisan, Ketua harus mengadakan rapat ~ 
lambat-lambatnja sebulan setelah menerima permohonan itu. 

Pasal36 

I. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan dan memimpin ra­
pat-rapat serta mendjamin ketertiban dalam rapat. 

2. Dewan Perwakilan Rakjat menentukan peraturan ketertiban CRe­
glement van Orde) untuk rapatnja. 

Pasal 37 

1. Rapat-rapat boleh dikunjungi oleh umum. 
2. Pintu ditutup atas ,permintaan dari sekurang-kurangnja lima ang­

gota j ang hadir atau''djikaJau Ketua menganggap perlu. 
3. Sesudah pintu tertutup, maka Dewan. menetapkan apakah rapat 

akan dilansungkan dengan pintu tertutup. 
4. Tentang hal-hal jang dibitjarakan dalam rapat tertutup bolehlah 

djuga diambil keputusan. 
5. Semua jang hadir pada satu rapat tertutup diwadjibkan mengra­

hasiakan segalajaJ:lg telah dibitjarakan. 

Pengrahasiaan ini, berlaku sampai pada waktu Dewan Perwakil­
an rakjat menghapuskan bukan sadja untuk mereka jang menghadiri 
perbintjangan akan tetapi dju_ga untuk mereka jang dengan djalan lain 
dapat mengetahui tentang apajang~diperbintjangkan. 



Pasal 38 

Dalam rapat tertutup tidak boleh diambil keptit~san-keputusan 
tentang keuangan (financieele asngelenheden) dan tentang penerima­
an ariggota-anggota. 

Pasa139 

Seorang anggota tidak turut me{ll~beri .suara dalam hal-hal (atjara 
atjara) jang mengenai dirinja, isterinja ttau keluarganja sampai den~an 
deradjat jang kedua menurut perdat~ (Burgei:!»k Wetboek) ataupun 
dalam perkara mana ia djadi djuru kuasa (gela.a:gde). 

Pasal · 40. 

Ketentuan-ketentual!, P!.ida pasal 29, 30 dan 3\ berlaku sesuai ter­
hadap Dewan Perwakilan Rakja~, 

BabiV . ._. __ 

HAK DAN KEWADJIBAN BADAN-BADAN DAERAH 

Pasal41 

Keperintahan Daerah dlpertanggungkan kepada Dewan radja-ra­
dja ketjuali djika kekuasaan tentang itu menurut peraturan ini diper­
tanggungkan kepada · Bad an a tau djabatan jang lain a tau diserahkan 
oleh Dewan Radja-radja kepada djabatan jang lain dengan memperha­
tikan peraturan ini. 

Pasa142 

I. Peraturan-peraturan jang bersifat Undang-undang ditetapkan oleh 
Dewan radja-radja dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat 
terkeijuali dalam keadaan jang. terse but pada pasal 45 ajat 3. 

2. Jang dianggap dj~ga sebagai peraturan-peraturan jang bersikap un­
dang-undangjaitu : 
a. Penetapan an.ggar;m keuangan (be'rgroting). 
b. Penetapan perhitungan penutup tentang segala penerimaan dan 

pengeluaran (begrotingsrekening). · 
c. Pindjam-memindjam uang (leiningen). 



Pasal 43 

Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadjukari rentjana undang­
undang (Rocht van Initieief). 

Pasal 44 

Dewan Perwakilan Rakjat berhak mengobahkan rentjana undang­
undang jang diterima (recht van Amendement). 

"asal 45 

1. Rentjana undang-4ndang jang tidak diubah, . begitu dirobah atau­
pun jang tidak diterima dan selandjutnja, rentjana undang-undang 
jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat, dikirim oleh Ketua 
Dewan Perwakilan Rakjat kepada Dewan Radj'a-radja dengan dibe­
ri keterangan tentang keputusan Dewan Perwakilan Rakjat itu. 

2.. Apabila· terhadap satu rentjana undang-undang jang oleh Dewan 
Radja radja dikirim pada Dewa.n Perwakilan Rakjat atau oleh De­
wan Perwakilan Rakjat dengan mempergunakan haknjajang diberi­
kan kepadanja menurut pasal 43, terhadap persetujuan antara De­
wan tersebut dan Dewan Radja-radja maka Dewan Radja-radfa me­
netapkan undang-undang itu. 

3. Apabila keadaan memaksa untuk setjepat-tjepatnja mengadakflll 
peraturan dan tidak dapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat 
atau apabila keputusan dari .Dewan r:tersebut tidak dapat ditunggu, 
boleh Dewan Radja radja ihenetapkan undang-undang atas kuasa 
dan tanggung'djawabnja sendiri. 

4. Dewan Radja-radja memberitahukan pacta Dewan Perwakilan Rak­
jat apakah rentjana undang-undang dengan perobahan atau tidak, 
jang disetujui oleh Dewan PerwaJ<..ilan Rakjat atau jang dimadjukan . 
oleh Dewan tersebut pacta D.ewan Radja-radja telah atau tidak dite­
tapkan. 

5. Apabila Dewan Radja-radja menetapkan undang-unda,ng dengan 
mempergunakan kekuasaan jang tersebut pada ajat tiga dari pasal 
ini, maka tentang hal itu Dewan Radja-radja memberitahukan pacta 
Dewan Perwakilan Rakjat. 

6. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak setudju dengan ketetapan 
Dewan Radja-radja seperti tersebut dalam ajat tiga dari pasal ini, 
maka Dewan Perwakilan Rakjat berarhak memadjukan keberatan­
nja kepada Pemerintali. NEGARA INDONESIA TIMUR. 
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Pasal46. 

Selamabelum ada keputusan dari Dewan kedua-duanja, maka se­
gala usul dapat ditarik kembali oleh Dewan jang memadjukannja. 

Pasal 47 

I. Peraturan Daerah tidak mengikat djika belum diumumkan dengan 
semestinja. 

2. Pengumuman itu dilakukan dengan"tjarajang ditentukan oleh Per-
aturan Daerah. · 

3. U11dang-undang itu berlaku 30 hari sesudak;!pengumuman terketju­
ali kalau ada ditentukan waku j ang lain. 

Pasal 48 

I. Dewan Perwakilan Rakjat b~rhak meminta keterangan-keterangan 
kepada Dewan Radja-radj!. 
Keterangan~keterangan ini harus diberikan, apabila hal itu menurut 
pendapat Dewan Radja-radja tidak berlawanan dengan kepenting­
an umum atau kewadjiban dari pemerintah Daerah. 

2. Dewan radja-radja dapat menundjuk satu atau lebih wakil uiltuk 
memberi keterangan itu dengan lisari Dewan Perwakilan Rakjat da­
lam rapatnja. 

Pasal 49 

I. Dewan Perwakilan Rakjat boleh membentuk Panitia jang seluruh 
atau sebahagian terdiri atas anggota-anggota Dewan itu guna mela­
kukan pekerdjaan-pekerdjaan jang ditentukan oleh Dewan untuk 
kepentingan pelaksanaan kewadjibannja. 

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat ~enundjuk Ketua panitia-panitia. 

Pasal 50 

I. Terhadap peraturan-peraturan Daerah jang telah ditetapkan dalam 
mana dilmtjam -huk.pman tentang pelanggarannja maka Dewan ra­
dja-radja menjatakan sekur~ng-kurangnja sekali dalam lima tahun, 
peraturan-peraturan mana j., •1g masih berlaku. 

2. Pernjataan ini dilakukan deugan surat penetapan (besluit) jang me­
muat nama-nama peraturan jang masih berlaku ataupun djika per-
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aturan-peraturan terse but berlaku . sebahagian sadja, ketentuan-ke­
tentuan peraturan itu jang masih berlaku. 

Pasal 51 

Kepala Daerah mewakili daerah didalam dan diluar hukum. Da­
lam hal ini ia dapat menundjuk seorang wakil. 

Pasal 52 
. . 

l. Badan pengurus dipertanggungkan pimpinan dan pelaksanaan urus-
an-urusan sellari-hari.' 

2. Badan pengurus melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Radja­
radja ketjuali dalam keputusan-keputusan itu ditetapkan lain. 

3. Badari pengurus memberi keputusan terhadap perselisihan-perseli­
sihan jang timbul tentang pelaksanaan itu ketjuali djika keputusan 
itu dipertanggungkan kepada djabatan lain. 

Pasal 53 

Badan pengurus menentukan susunan (bentuk) dan tjara bekerdja 
dari pedjabatan~pedjabatan Daerah. 

Pasal 54 

l. Badan pengurus berwadjib memberi'l>antuan dalam melaksanakan 
jang dituntut oleh undang-undang umum (uitvoeringin medebe­
wind) ketjuali djikalau undang-undang umum itu menurut bentur-
an itu dari djabatan Daerah jang lain. . 

2. Djika dituntut oleh undang-undang umum Badan Pengurus ·mene­
tapkan peraturan-peraturan jang .dibubuhi untuk bantuan jang ter­
maksud pada ajat l dari pasal ini (wetgevihgin medebewind). 

Pasal 55 

Badan pengurus mengatur persiapan dengan semestinja dari segala 
hal-hal jang harus dimadjukan dalam Dewan R~dja-radja untuk diper­
timbangkan dan diputuskan, ketjuali persiapan itu dipertanggungkan 
kepada djabatan lain. 

Pasal 56 
l. Badan P~ngurus seluruhnja, . maupun Kepala Daerah dan anggota 



lain tersendiri bertanggung djawab kepada Dewan Radja-radja ten­
tang pimpinan dan pelaksanaan urusan sehari-hari mengenai Ru­
mah Tangga Daerah jang dipertanggungkan kepada Dewan Peng­
urus. 

2. Mereka memberikan hak bersama-sama maupun tersendiri segala 
keterangan-keterangan berhubung dengan itu, jang dikehendaki 
Dewan Radja-radja. 

3. Bilamana ini tidak dipenuhi maka Dewan Radja-radja dapat mem­
perhentikan seorang atau lebih anggota Badan Pengurus dari dja­
batannja, ketjuali Kepala Daerah dan Ketua Muda Dewan Radja­
radja. 

Pasal 57 

Badan Pengurus dalam pelaksanaan kewadjibanr\ia baik didalam 
maupun di luar Dewan Radja-radja dapat mempergunakan bantuan da­
ri Kepala-kepala Pedjabatan Daerah. 

Bab V 

TENTANG KEUANGAN 

Pasal 58 

I. Badan Pengurus mengesahkan untuk sementara segala anggaran ke­
uangan dari Keradjaan seperti termaksud dalam pasal 2 ajat c dari 
peraturan ini. 

') Badan Pengurus melakukan penjelidikan untuk kas-kas dan pim­
pinan terhadap pengawasan keuangan Keradjaan-keradjaan seperti 
termaksud dalam pasal 2 ajat d dati peraturan ini. 

Pasal59 

I. Selambat-larnbatnja pada tanggal satu Agustus oleh Dewan Radja­
radja dikirim kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang rentjana ang­
garan keuangan daerah tentangjang berikut. 
Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat terhadap rencana 
itu disampaikan kepada Dewan Radja-radja selambat-larnbatnja 
empat minggu kemudian dari para waktu penerimaan rentjana ang­
garan itu. 

145 



Pasal 60 

I. Tentang bahagian-bahagian rentjana anggaran keuangan jang tidak 
dapat persetudjuan antara kedua Dewan diminta keputusan dari 
sa1ah satu djabatan jang ditundjuk oleh Pemerintah Negara Indo­
nesia Timur, lalu Dewan Radja-radja menetapkan bahagian-baha­
gian itu menurut keputusan. 

2. Sementara menunggu keputusan tersebut dalam ajat satu dari pasal 
ini terhadap bahagian-bahagian rentjana keuangan jang tidak dapat 
persetujuan antara kedua Dewan maka dipakai selaku Dasar Ang­
garan Keuangan dari tahun lalu dengan pengertian bahwa pengelu­
aran-pengeluaran hanja dapat dilakukan djika penundaan pengelu­
aran itu akan merugikan pelaksanaan tugas kewadjiban Daerah. 

Bab VI 

TENTANGPEGAWAIDAERAH 

Pasal 61 

I. Badan Pengurus mengangkat, memetjat buat sementara dan meme­
tjat pegawai-pegawai Daerah. 

2. Dasar untuk menentukan gadji pegawai Daerah dipakai peraturan 
gadji Negara Indonesia Timur sebagai pedoman. 

Pasal 62 

Sekalian Pegawai Daerah beserta pegawai lainnja jang diperbantukan 
kepada DAERAH adalah dibawah perintah Kepala Daerah. 

Pasal 63 

1. Panitera Dewan Radja-radja diangkat oleh Dewan Radja-radja. Ia 
mendjadi djuga Panitia Badan Pengurus. 

2. Untuk sementara panitera Dewan Radja-radja merangkap djuga pa­
nitera Dewan Perwakilan Rakjat. 

Peraturan ini dapat disebut : 

Bab Vll 

Pasal Penutup 

Pasal 64 



"PERATURAN DAERAH TIMOR DAN'KEPULAUANNJA" dan ber­
laku sesudah disjahkan oleh Pemerintah NEGARA INDONESIA TI­
MOR. 

Termaktup di Kupang, 29 April 1949. 

Radja Keradjaan Amarasi : 

s.b. 

(H.A. Koroh) 

Radja Keradjaan Kupang : 

s.b. 

(A. Nisinoni). 

Radja Keradjaan Fatuleu (Pemb. Wkl. Radja). 

s.b . 

(H. Nisnoni). 

Radja Keradjaan Amfoang (Wakil Radja) : 

s.b. 

( M. St. Manoh ). 

Radja Keradjaan Mollo : 

s.b . 

( Tua Sonbaik ). 

Radja Keradjaan Amanatun ( Wakil Radja) : 

s.b . 

( I. L. D. L. BanoenaEk ). 

Radja Keradjaan Kui ( Wakil Radja ): 

s.b . 

( th . Loban) 

Anggota Panitia Pemerintahan Rote : 

s.b. 

( C. P. Manaoeboeloe ). 
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Anggota Panitia Pemerintahan Rote : 

s.b . 

( J. W. Mesakh ). 

Radja Keradjaan Sabu ( Wakil Radja) : 

s.b . 

(D.O. Bireloediji ). 

Diumumkan di Kupang pada tanggal ... . ..... .. ....... . . . .. .. . 

Badan Pengurus 

. Ketua, 

a. b. 

( H. A. KOROH ). 

LAMPIRAN A. 

Kepentingan-kepentingan jang dimaksudkan pada pasal 2 ajat b . 

. Urusan Perekonomian : 

I. Pertanian, perkebunan , perikanan 
2. Kehutanan 
3. Peternakan 

Keuangan 
1. Kekuasaah uang kas pusat 
2. Pedjabatan padjak 

Pengadjaran : 

I. Sekolah Rakjat tiga tahun 
2. Sekolah Rakjat empat s·ampai lima tahun. 
3. Sekolah Rakjat enam tahun 

Kesehatan : 

1. Rumah-rumah sakit. 
2. Rumah-rumah rapat 
3. Pemberantasan Malaria. 

Djustisi: 
1. Keputusan-keputusan Keradjaan 
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2. Pedjabatan kependjaraan 

Lalu lin tas dan Pengairan 
I. Perumahan 
2. Pengairan 
3. Saluran-Saluran 
4. Djambatan-djambatan dan djalan-djalan raja. 

Penerangan : 
(Dalaf\l tahun 1949 penjerahan Kantor Penerangan Negara kepada Da­
erah belum bertempat). 

LAMPIRAN B. 

Penghasilan-penghasilan jang dimaksud pada pasal 3 ajat l b. 

a. Bea penghasilan dari pengeluaran hasil-hasil hutan, laut dan hewan. 
b. Bea penjembelian hewan (alachtbelasting). 
c. Padjak djalan (Weggelbelasting) . 
d. Bea sendjata api 
e. Bea Kendaraan bermotor. 

oooOooo 
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Lampiran empat . 

RESOLUSI 
DEWAN PERWAKILAN RAIOAT DAERAH 

TIMOR DAN KEPULAUANNJA 

Dalam sidang pleno hari ini tanggal 23 Maret 1950. 

Melihat suasana politik di Daerah Timor dan Kepulauannja dima­
na soal Unitarisme dan Federalisme sekarang tidak dipentingkan, akan 
tetapi mungkin djadi satu soal primer seperti sekarang ternjata di lain­
lain Daerah hingga dapat mengeruhkan suasana sekarang dan menim­
bulkan hal-hal jang tidak diingini . 

Memperhatikan pula bahwa faham Unitarisme dan Federalisme 
jang pada hakekatnja menghendaki satu tudjuan sadja, yakni satu Ne­
gara Nasional jang am an dan ma'mur. 

Menimbang bahwa persatuan kebangsaan jang telah diperoleh ha­
rus dipelil~ara dan dipupuk agar supaja segala tenaga dapat dikerahkan 
kepada pemban~unan setjara objectif. 

MEMUTUSKAN: 

a. Memohon kebidjaksanaan Pemerintah agar mengambil djalan sete­
pat-tepatnja dan setjepat-tjepatnja untuk membereskan soal Unita­
risme dan Federalisme. 

b. Mewudjudkan sekarang djuga nationalisatie dalam segala lapangan. 

Resolusi ini dengan hormat disampaikan kehadapan : 

1. P.J.M. Presiden Negara Indonesia Timur. 

2. P.J.M. Ketua Parlemen Negara Indonesia Timur. 

3. P.J.M. Menteri Urusan Dalam Negeri Negara Indonesia Timur. 

4. P~J.M . Menteri Penerangan Negara Indonesia Timur. 

5. P.J.M. Menteri Urusan Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat. 



6. P.J.M. Ketua Parlemen Republik Indonesia Serikat. 

7. Paduka Tuan Kepala Daerah Timor dan Kepulauannja. 

8. Anggota-anggota Parlemen, utusan Daerah Timor dan Kepulauan­

nja. 

9. Pres untuk diumumkan. 

Kupang, 23 Maret 1950. 

a/n Dewan Perwakilan Rakjat Daerah 

Timor dan Kepulauannja 

Ketua Muda, 

ttd 

( Th. Messakh ). 
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